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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam
menangani dua permasalahan daerah yang menjadi kebutuhan dasar warga negara
yaitu kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten
Sleman. Dua pertanyaan penelitian digjukan yang berhubungan dengan kedua
tujuan penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Dengan teknik purposive
terpilin  subjek penelitian, yaitu Kabag Sekretariat, Kasubbid Penguatan
Kelembagaan Masyarakat, Kasubbid Kemiskinan, dan Kasubbid Penguatan
Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Perempuan, serta Kasat Binmas di Polres Sleman. Data
dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksan
keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu dari hasil wawancara
yang dilakukan dengan berbagai informan dilakukan cross check dengan data-data
yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Adapun metode yang digunakan untuk
menganalisis data adalah teknik induktif.

Hasil pendlitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan permasalahan
daerah yang merupakan kebutuhan dasar warga negara yaitu kemiskinan menjadi
sdah satu tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP). Sedangkan permasal ahan keamanan dan
ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polres Sleman. Program yang
diambil BKB PMPP dalam upaya penanganan kemiskinan antara lain, pembinaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Seahtera (UPPKYS), fasilitass TKPK
Daerah, dan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun upaya yang diambil oleh Polres
Sleman dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah program
pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program kerja sama keamanan
dan ketertiban, program pemberdayaan potens keamanan, serta program
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam keempat program
penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman terdiri atas
beberapa kegiatan, misalnya program pengembangan strategi keamanan dan
ketertiban yang terdiri atas 5 (lima) kegiatan seperti deteks kegiatan masyarakat;
cipta kondis keamanan; pendataan, pelayanan, dan pengawasan orang asing;
penertiban, pendataan, dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang; serta
pendataan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia.

Dengan otonomi daerah ini, maka dalan pemerintahan daerah di
Indonesia dikenal adanya daerah otonom. Daerah otonom merupakan satuan
pemerintahan di daerah yang menerima desentralisasi teritorial dari pemerintah
pusat untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi
dan kepentingan masyarakatnya. Daerah otonom tersebut adalah daerah
kabupaten dan daerah kota. Kewenangan daerah otonom mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 6 (enam)
kewenangan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter

dan fiskal, serta agama. Salah satu kewenangan yang dipegang oleh pemerintah



daerah kabupaten/kota adalah penanggulangan masalah sosiad lintas
kabupaten/kota.

Sedangkan kewenangan yang dipegang pemerintah pusat adalah
kewenangan yang bersifat nasional. Kewenangan pusat dalam bidang
keamanan diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Polri
merupakan aat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara
efektif dan efisien, wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam
daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri
dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan
Polri. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian
wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan
pidana terpadu.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di
wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D1Y) dengan luas wilayah
574,82 km® atau sekitar 18% dari luas propinsi DIY. Kabupaten Sleman
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Y ogyakarta (D1Y) jo PP Nomor 3 Tahun 1950
yang telah diubah dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah



administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17
kecamatan dan 86 desa.

Penyelenggaraan  pemerintah  Kabupaten Sleman  dilaksanakan
berdasarkan misi tahun 2006-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, yaitu untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan upaya Kabupaten Sleman untuk
mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum
yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama,
adil, efektif dan efisien, akuntabel dengan memerlukan dukungan dari seluruh
komponen masyarakat.

Sebagai perwujudan otonomi daerah ini, Kabupaten Sleman mempunyai
peran mendasar dalam upaya-upaya penanganan permasalahan daerah yang
berpihak kepada masyarakat. Salah satu wujud upaya penanganan
permasalahan daerah yang dilakukan di Kabupaten Sleman ini adalah upaya
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan untuk menangani kemiskinan. Sedangkan upaya penanganan
keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan perwujudan pelimpahan
sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara.
Upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat ini menjadi tugas dari
Kepolisian Resor Sleman. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud upaya
transformasi dari kondis saat ini untuk menjadi kondisi yang lebih baik,

terutama dalam hal penanganan permasalahan daerah. Permasalahan daerah



yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sebagaimana dipaparkan
dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2005 tentang
RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, antaralain:
1. Keluargamiskin masih cukup banyak
Pada tahun 2011, menurut Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Pembangunan Kabupaten Sleman Sunartono dikutip dari Harian Jogja
tangga 25 Februari 2011, angka kemiskinan penduduk di Kabupaten
Sleman diperkirakan meningkat akibat banyaknya penduduk di lereng
Merapi yang kehilangan rumah, harta benda dan mata pencaharian. Data
akhir 2010 menyebutkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman
mencapal 57.979 KK dari total penduduk Sleman sebanyak 1.097.231
orang. Menurut Sunartono, salah satu langkah pengentasan kemiskinan
paling efektif dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat,
yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
(PNPM-MP).
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat masih belum sepenuhnya kondusif
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat jika dilihat dari
angka kriminalitas, terutama pencurian kendaraan bermotor dan
penyalahgunaan narkoba masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota lainnya di Propins DIY. Menurut Kapolres Sleman
AKBP Irwan Ramaini (Minggu, 1 Mei 2011), kasus pencurian kendaraan
bermotor (curanmor) di Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi.

Dalam satu bulan, bisa terdapat puluhan laporan yang masuk dari para



korban curanmor. Di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok merupakan
wilayah tertinggi terjadinya curanmor karena terdapat banyak kos-kosan,
warnet, serta tempat hiburan. Sedangkan di wilayah Godean atau
Seyegan, curanmor  sering terjadi  di area  persawahan
(plazainformasi.jogjaprov.go.id/index.php).

Dari pantauan Harian Jogja (Kamis, 28 Juli 2011), jgaran Polres
Sleman kian gencar memerangi aksi pencurian kendaraan bermotor
(curanmor). Selain penangkapan para pelaku, kegiatan patroli di seluruh
wilayah Sleman juga terus digencarkan. Tak hanya kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat, jgjaran Polres Sleman juga memasang spanduk g akan
untuk menghindari dan mencegah curanmor. Spanduk-spanduk tersebut
terpasang di beberapa lokasi strategis seperti di perempatan Condong
Catur dan pertigaan UIN Sunan Kalijaga.

Selain  kasus curanmor, masalah penyalahgunaan narkoba
merupakan ancaman serius bagi seluruh warga masyarakat. Peredaran
narkoba sudah merambah hampir keseluruh penjuru wilayah Sleman, baik
di perkotaan maupun di pedesaan, dari SD hingga perguruan tinggi, dari
masyarakat biasa hingga kalangan pejabat. Berkenaan dengan hal
tersebut, Bupati Sleman yang diwakili oleh Wakil Bupati Yuni Satia
Rahayu, SSM.Hum, Selasa, 12 Juli 2011 di Balai Desa Sukoharjo
Ngaglik Sleman berharap kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan
peran dan kepeduliannya terhadap maraknya penyalahgunaan dan

peredaran napza. Upaya untuk memerangi narkoba memerlukan strategi



yang tepat, karena peredaran narkoba dilakukan dengan cara-cara yang
terorganisir dan sistematis. Salah satu upaya yang cukup efektif dalam
mengantisipass maraknya penyebaran narkoba adalah dengan
meningkatkan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang terdekat dan
disekitar lingkungan. (Www.slemankab.go.id)
. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai salah satu
fungsi penting pemerintah, Kabupaten Sleman telah berupaya membenahi
kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip “Good
Governance”. Sebagai langkah awal, Kabupaten Sleman telah berupaya
meningkatkan kinerja aparat dengan mereformasi pola berpikir (mindset)
aparatur untuk senantiasa berfokus pada tugas pokoknya, yaitu
memberikan pelayanan masyarakat secara profesional. Pembenahan pola
pikir aparatur tersebut juga diserta dengan pembenahan sistem
mangjemen pemerintahan yang salah satunya adalah sistem pelayanan
publik, seperti pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
untuk memberikan pelayanan di bidang perijinan. Namun demikian
hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merasa masih
belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan
secara terus menerus (continous improvement), baik menyangkut sistem
maupun SDM, sehingga kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman

semakin baik.


www.slemankab.go.id

4. Kualitas dan mangjemen data masih rendah

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui
perencanaan pembangunan daerah, perlu dukungan data dan informasi
yang akurat dan mutakhir. Dukungan tersebut sangat menentukan tingkat
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas daam menyelenggarakan
pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya
meningkatkan kualitas dan mangemen data, antara lain dengan
menghimpun berbagai data melalui dinasinstansi dan menganalisis
dengan metode yang sahih. Namun demikian, upaya tersebut belum
mampu menghasilkan data dan informasi dengan tingkat akurasi seperti
yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya
pengintegrasian data dari dinas/instansi, sistem informasi manajemen
yang belum memadai, dan belum dimanfaatkannya sistem jaringan
komputer secara maksimal.

5. Peran serta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum
optimal

Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat lepas dari peran
serta pihak swasta dan dunia usaha. Partisipasi dan peran aktif yang
dilakukan sesuai dengan porsinya tidak hanya menghidupkan roda
perekonomian sgja, namun juga pembangunan daerah secara menyeluruh.
Di sis lain terdapat beberapa ha yang dianggap menghambat peran
swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah
proses perijinan yang dirasa berbelit-belit, mahal, dan lamban. Persepsi

tersebut sebenarnya tidak semua benar, karena proses perijinan diperlukan



bukan hanya sebagai sumber pendapatan dan pengendalian, tetapi juga

pembinaan terhadap dunia usahaitu sendiri. Dengan demikian pemerintah

Kabupaten Sleman perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat dan

dunia usaha bahwa penataan dalam pemanfaatan asset daerah Kabupaten

Sleman menjadi sangat penting.

Dari kelima permasalahan daerah yang dipaparkan di atas, kemiskinan
serta keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dua permasalahan
penting yang menjadi kebutuhan dasar seorang warga negara Indonesia.
Kemiskinan menjadi salah satu masalah fenomena yang menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.
Masalah ini merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten
Sleman yang diberikan kepada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan keamanan dan
ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam
mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Masalah tersebut
merupakan salah satu tugas Kepolisian Resor Sleman sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

Kemiskinan bukan merupakan masalah yang baru bagi bangsa Indonesia,
termasuk di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya
mengurangi dan menangani masalah kemiskinan dengan memberdayakan
masyarakat melalui berbagai program. Akan tetapi, segala upaya yang telah

dilakukan tersebut masih belum berhasil menurunkan banyaknya keluarga



miskin secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survey tahun
2007-2011 yang menunjukkan bahwa prosentase jumlah penduduk miskin
cenderung fluktuatif. Dari data tersebut, tercatat bahwa data kepala keluarga
miskin di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun tidak stabil, seperti yang
tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Prosentase Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman

2007 2008 2009 2010 2011

23,40 20,23 22 08 14,82 16,57
Sumber; BKB PMPP

Dari data di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman
harus berusaha lebih keras lagi untuk menangani banyaknya keluarga miskin di
Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena apabila kemiskinan tidak
ditangani secara tepat akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin
meluas, sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat
serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Sedangkan konflik sosial
dalam masyarakat sendiri akan berdampak pada terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman menjadi
salah satu permasalahan yang harus segera ditangani oleh Kepolisian Resor
Sleman (Polres Sleman). Hal ini karena masih terjadi gangguan kamtibmas
dalam bentuk kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional. Kejahatan
konvensional didominasi pada kasus-kasus penipuan, pencuarian kendaraan
bermotor, pencurian biasa, dan kasus-kasus tradisional lainnya. Sedangkan

kejahatan transnasional didominasi pada kasus penyalahgunaan dan peredaran
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narkoba yang dirasakan dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan.
Selain kedua hal tersebut, masalah keamanan dan ketertiban berlalu lintas
terutama pada jalur-jalur utama masih menyimpan banyak permasalahan jika
dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang semakin meningkat.

Kamtibmas di Kabupaten Sleman cenderung tidak stabil, hal ini terlihat
dari adanya gangguan keamanan yang ditandai dengan banyaknya kasus tindak
pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2011.
Data kasus tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun
2007-2011, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana dan Kecelakaan Lalu Lintas

Kasus 2007 2008 2009 2010 2011
Tindak Pidana 1.663 1.499 1.992 2.085 2.008
Kecelakaan Lalu lintas 1.525 1.409 1.558 1.720 1.625

Sumber: Polres Sleman

Dari data di atas, menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penanganan
keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polres Sleman agar mampu
melindungi seluruh warga masyarakat Sleman, serta mencegah terjadinya
kegjahatan di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagai salah satu fungs
pemerintahan di bidang keamanan, Polres Sleman bertanggung jawab atas
keamanan individu dan keamanan umum dalam rangka keamanan wilayah
Sleman sebagaimana rumusan tugas pokok Polri dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
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B. Identifikas Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa

permasal ahan daerah di Kabupaten Sleman, antaralain:

1

2.

Keluargamiskin di Kabupaten Sleman masih cukup banyak;

Keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman masih belum
sepenuhnya kondusif;

Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal;

Kualitas dan mangjemen data masih rendah;

Peran serta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum

optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasaahan-permasalahan daerah yang tertuang dalam

identifikasi masalah di atas, peneliti akan membatasi penelitiannya pada:

1

Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten
Sleman;,

Upaya Kepolisan Resor Sleman (Polres Sleman) dalam penanganan

keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman.

D. Rumusan M asalah

Berdasar uraian batasan masalah, dapat dikemukakan fokus pembahasan

penelitian ini yaitu upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan

ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai dengan
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tahun 2011. Sehingga dari pokok permasalahan tersebut, dapat dirumuskan

beberapa fokus masalah, sebagai berikut:

1

Bagaimana upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kemiskinan di
Kabupaten Sleman?

Bagaimana upaya Polres Sleman dalam penanganan keamanan dan

ketertiban masyarakat Sleman yang belum sepenuhnya kondusif?

. Tujuan Pendlitian

Tujuan yang ingin dicapai peneiti dari penelitian penanganan

kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman

ini, antaralain:

1

Mengetahui upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kemiskinan di Kabupaten
Sleman.

Mengetahui upaya Polres Sleman dalam menangani keamanan dan
ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya

kondusif.

. Manfaat Penditian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:
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1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
untuk mengembangkan pengetahuan tentang upaya penanganan kemiskinan
serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai upaya penanganan
kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten
Sleman.
b. Bagi Universitas
Menambah koleks sumber bacaan yang berkaitan dengan upaya
penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat

Kabupaten Sleman.

G. Batasan Pengertian

Untuk menghindari adanya multi-interpretasi atas judul penelitian ini,

maka peneliti perlu untuk membatasi beberapa pengertian tersebut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Tahun 2012) yang
dimaksud dengan upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapa maksud
tertentu. Dalam pendlitian ini yang dimaksud dengan upaya penanganan
adalah usaha yang dilakukan untuk menangani permasalahan daerah
Kabupaten Sleman, yaitu kemiskinan serta keamanan dan ketertiban

masyarakat.
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2. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto (1995: 406-407) diartikan
sebagal suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya
sendiri sesual dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu
memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
Menurut sgjarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak
merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang
dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan
berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf
kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan
muncul sebagai masalah sosial.

3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia
adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan
tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangka, mencegah, dan menanggulangi segala
bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat.
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Dari definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul
“Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)” adalah upaya
yang diambil oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kemiskinan. Selain itu, juga
upaya Polres Sleman dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat di

Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.
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KAJIAN TEORI

Pembahasan dalam kajian teori ini akan diuraikan beberapa konsep yang
berkaitan dengan tema penelitian. Sesuai dengan judul “Upaya Penanganan
Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman
(Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)”, maka akan dibahas beberapa
konsep mengenai kemiskinan, keamanan dan ketertiban masyarakat, kewenangan
pusat dan daerah, otonomi daerah, pemerintah daerah, serta Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

A. Kemiskinan
1. Pengertian dan Jenis Kemiskinan
Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto (1995: 406-407) diartikan
sebagal suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya
sendiri sesual dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu
memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut sgjarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak

merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang

dengan pesat dan timbulnya nilai-nila sosial yang baru. Dengan
berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf
kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan

muncul sebagai masalah sosia. Kemiskinan dianggap sebagai masalah

16
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sosial, apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat
ditentukan secara tegas.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan
sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320kg/kapita/tahun di
pedesaan dan 480kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Di Indonesia,
perkiraan tentang ukuran garis kemiskinan ditentukan melalui perhitungan
kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS)
menghitung atas dasar jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) per kapita
menetapkan angka kebutuhan dasar minimum bagi makanan 2100 kalori
per hari ditambah dengan pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok
lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

dan barang tahan lama. http://digilib.petra.ac.id/page=19-kemiskinan.pdf

Sedangkan kemiskinan menurut Awan Setya Dewanta adalah
kondisi deprives terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar,
seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar. Ada dua
pandangan tentang kemiskinan, pertama adalah bahwa kemiskinan itu pada
hakekatnya adalah masalah campur tangan yang terlau luas dari negara
dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat
pedesaan. Sedangkan pandangan kedua, melihat bahwa inti dari masalah
kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak
memiliki ethos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan
pendidikan rendah. Ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu (Awan

Setya Dewanta, dkk. 1995:11-19):


http://digilib.petra.ac.id/page

18

1) Kemiskinan absolut
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan
seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti
pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2) Kemiskinan relatif
Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi
distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini
dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan
antar lapisan sosial.

Pada umumnya, ukuran kemiskinan dikaitkan dengan tingkat
pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan
pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang
untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan
minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain,
kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan
minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin
atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan (DW.Kristianto,2011:5).

Kemiskinan menurut orang lapangan (umum) dapat dikategorikan
kedalam tiga unsur (Munandar Soelaeman, 1992:175), yaitu kemiskinan
yang disebabkan karena keadaan badan atau mental seseorang, kemiskinan
yang disebabkan oleh bencana alam, dan kemiskinan buatan. Kemiskinan

buatan adalah buatan manusia terhadap manusia pula yang disebut dengan
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kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang
timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), baik struktur
ekonomi, politik, sosial, maupun kultur. Selain itu, kemiskinan dipandang
sebagal nasib yang secara turun-temurun melalui jalur keluarga, bahkan
menjadi suatu kebudayaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis

kemi skinan.

. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional
sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Tri
Widodo (2006:296), kemiskinan paling tidak memiliki tigadimensi, yaitu:
a. Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada dergjat akses terhadap
kekuasaan (power). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan
sistem sosia politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk
kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan

menentukan alokasi sumber daya.
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b. Kemiskinan Sosial
Kemiskinan sosia adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan
sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar
produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan
sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor
penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk
memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi
Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya
(resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesgahteraan
sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan
menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini
dan membandingkan dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang
dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas
tidak hanya merupakan pengertian financial, dalam hal ini financial
keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan
semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Berbagal sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada
dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Kemiskinan
berdasarkan  penyebab terjadinya kemiskinan  tersebut, yaitu

(DW . Kristianto, 2011:3):
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a Kemiskinan Individu
Kemiskinan yang disebabkan oleh kondis alami seseorang, misalnya
cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan
lain-lain.

b. Kemiskinan Alamiah
Kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah aam,
misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk
berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti
bencana alam.

c. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia
akibat kultur masyarakat tertentu, misalnya rasa malas, tidak produktif,
bergantung pada harta warisa, dan lain-lain. Erat dengan sikap
seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha
memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain
yang membantunya.

d. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan yang disebakan oleh kesalahan sistem yang digunakan
negara dalam mengatur urusan rakyat.

3. Ciri-ciri Kemiskinan
Problem kemiskinan menurut Soepriyatno (2008:155) adalah
masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat

miskin antara lain ketidakadilan penguasaan alat produks terutama tanah,
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kualitas sumber daya manusia, subsidi, akses memperoleh kredit, dan

ketiadaan pasar. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan menurut Munandar

Soelaeman (1992:175), antaralain:

a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal,
ketrampilan, dan sebagainya;

b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal
usaha;

c. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena
harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan;

d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas, berusaha apa sgja;

e. Banyak yang hidup di kota berusa muda dan tidak mempunyai
ketrampilan.

4. Penanggulangan Kemiskinan
Ada beberapa strategi pembangunan yang telah dilakukan dengan
maksud mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Moeljarto
Tjokrowinoto dalam Awan Setya Dewanta, dkk (1995:27-28), yaitu:

1) Mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah dengan cara
menyelenggarakan berbagai proyek Inpres karena proyek ini akan
mendatangkan pentransferan sumber-sumber dana pembangunan dari

pusat ke daerah.
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2) Mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam
berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga
berencana, air bersih, sanitasi, dil.

3) Penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapis bawah
seperdi Kupedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas, dlil.

4) Pembangunan infrastruktur ~ ekonomi  pedesaan, khususnya
pembangunan pertanian. Kelima pengembangan kelembagaan seperti
Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan
Terpadu (PKR), Program Pengentasan Pendapatan Petani kecil (P4Kt),
dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang memerlukan
langkah-langkah penanganan secara komprehensif. Sehingga memerlukan
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) sampa masyarakat.
Pemerintah telah melaksanakan penanganan kemiskinan melaui berbagai
program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara
layak, meningkatkan kesgahteraan sosia ekonomi masyarakat miskin,
penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, serta melakukan

percepatan pembangunan daerah tertinggal .

B. Keamanan dan Ketertiban Masyar akat
Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagal salah satu prasyarat
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terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
tujuan nasional. Hal tersebut ditandai dengan terjaminnya keamanan,
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang
mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala
bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi
ancaman dan perubahan tuntutan serta dinamika perkembangan masyarakat.
Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan
mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah
menghindari konflik regional dan pengaruh negatif dari luar yang semakin
terbuka karena era globalisasi. Sehingga semua bentuk pelanggaran keamanan
dan ketertiban cenderung disebabkan karena terjadinya persaingan antar warga
masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya penertiban
yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi kurang berdaya.

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan, serta
penggalangan keamanan negara, pengembangan sistem rahasia negara,
pengembangan sumber daya manusia (SDM), kepolisian, pengembangan
sarana dan prasarana kepolisian, pengembangan strategi keamanan dan

ketertiban, pemberdayaan potensi keamanan, pemeliharaan keamanan dan
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ketertiban masyarakat, kerja sama keamanan dan ketertiban, penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana, pencegahan dan pemberantasan penyal ahgunaan
dan peredaran narkoba, serta pemantapan keamanan dalam negeri.
Secara terpisah, pemahaman tentang keamanan, ketertiban, dan
masyarakat diuraikan sebagai berikut:
1. Keamanan
Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya
menafsirkan keamanan yang secara sederhana diartikan sebagai suasana
bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan yang
berasal dari luar. Walter Lippmann dalam makalah pembanding Kusnanto
Anggoro (2003:2) merangkum kecenderungan ini dengan pernyataan yang
terkenal, “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu
tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya
penting (vital).., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa
melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.” Dengan semangat yang
sama, kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the
Social Science mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu
bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar.”
Diskursus kontemporer yang memberikan definis keamanan secara
fleksibel dan longgar dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak
terdapat dalam diskursus tradisional. Keamanan menurut Thommas dan
Mathews dalam Kusnanto Anggoro (2003:4), bukan hanya terbatas pada

dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskus tentang konsep
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keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimens yang menentukan
eksistensi negara.... (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan
keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas
kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata
nuklir.

Pengertian keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia adalah suatu
keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara
umum, pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan
dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polis Republik Indonesia
(POLRI). Daam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan
nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan
konstitusional UUD 1945.

Idealisme tentang keamanan nasional Indonesia, telah diamanatkan
oleh para founding fathers dan disuratkan ke dalam kalimat “melindungi
seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Idealisme
ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh
tumah darah Indonesia mencakup; (1) perlindungan terhadap warga negara
yang dalam pengertian universal sering diberi makna “human security” dan
hak asas manusia; (2) perlindungan terhadap masyarakat; dan (3)

perlindungan terhadap negara. Ruang gerak keamanan nasiona Indonesia
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yang digagas oleh para founding fathers pada hakekatnya sudah
mencerminkan keamanan komprehensif yang saat ini telah mengglobal
(Letjen TNI Bambang Darmono, 2010: v).

Keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar
untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang
menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer
untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun
luar negeri. Kepentingan nasional menjadi faktor dominan dalam konsep
keamanan nasional suatu bangsa. Menurut Letjen TNI Bambang Darmono
(2010:9), keamanan nasiona juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk
memelihara dan mempertahankan eksistenss negara melalui kekuatan
ekonomi, militer, dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini
menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas
territorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negara
tersebut.

Keamanan nasional selain sebagai suatu kondisi, juga merupakan
fungs yang memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan
keamanan negara, perlindungan publik (masyarakat), dan perlindungan
keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan/atau tindakan
yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan kata lain,

keamanan merupakan salah satu wujud pelayanan dari negara kepada



28

warga negara dan masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah
pelayanan publik.

Konsep keamanan nasional berdasarkan Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, organisas
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang semula bagian dari
struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
menjadi terpisah berdiri sendiri. Untuk selanjutnya sebutan ABRI berubah
menjadi Tentara Nasional Indoensia (TNI). Dalam Ketetapan MPR No.
VI/MPR.2000 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan “Tentara Nasional Indonesia
adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”. Sedangkan
dalam Ayat (2) disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
alat negara yang berperan dalam bidang keamanan negara”.

Selanjutnya di dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Pasa 2
Ayat (2) dinyatakan, “Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ynag berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara. Sedangkan pada Pasal 6 Ayat (1), “Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

pengayoman, dan pelayanan masyarakat”.
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2. Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur atau menurut
aturan, rapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketertiban berarti
peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur, baik. Menurut
Satjipto Rahardjo (2006:13), masyarakat dan ketertibannya merupakan dua
hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua
sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa
ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera
perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebaga ketertiban itu tidak
didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat
diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama,
seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai
berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam
menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan dalam masyarakat menurut Satjipto Rahardjo (2006:14-
17) sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur dengan didukung oleh
adanya suatu tatanan. Suatu tatanan dalam masyarakat terdiri dari
kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Tatanan pertama adalah tatanan
kebiasaan. Kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma atau
kaidah yang diangkat dari kenyataan. Norma kebiasaan mengangkat
perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma.

Tatanan kedua adalah hukum yang dibuat secara sengaja oleh suatu

badan perlengkapan dalamn masyarakat yang khusus ditugasi untuk
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menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum. Sedangkan tatanan yang
ketiga, yaitu kesusilaan adalah sama mutlak dengan kebiasaan, hanya
daam kedudukan yang terbalik. Kalau tatanan kebiassan mutlak
berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, sedang kesusilaan
justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam
masyarakat.

Binmas (Bimbingan Masyarakat) Polri pada dasarnya merupakan
segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina,
mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi
paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma
sosia lainnnya. Selain itu, juga berperan aktif dalam menciptakan,
memelihara, dan meningkatkan ketertiban serta keamanan masyarakat.
Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia adalah suatu
kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya, yaitu warga masyarakat
dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan
yang ada.

3. Masyarakat
a. Pengertian Masyarakat
Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society yang berarti
kawan, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu syirk, artinya bergaul.
Maclver, JL. Gillin, dan J.P. Gillin ddam Munandar Soelaeman

(1992:63) sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaks karena
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mempunya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang
merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan
kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-
istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa
identitas bersama.

Soerjono  Soekanto  (1995:162), istilah community dapat
diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat
adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu dergjat
hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat
adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri
pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur
untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan
suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sedangkan Abdul Syani (Basrowi, 2005:40-41) menjelaskan
bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup
dengan reditasreditas baru yang berkembang menurut hukum-
hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan
tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosia
yang serta merta dan kebutuhannya. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri,
yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam
semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya
rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang berssangkutan

menjadi anggota kelompoknya.
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b. Ciri-ciri Masyarakat
Abdul Syani dalam Basrowi (2005:41) menyebutkan bahwa
masyarakat ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola
tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat
mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok,
dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1995:156-157) menyatakan bahwa

sebagal suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama

manusia, maka masyarakat itu mempunya ciri-ciri pokok sebagai
berikut:

1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran
yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa
jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka
minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia
tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi,
meja, dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul
manusiaamanusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap,
merasa, dan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat
hidup bersama itu, timbullah sistem komunikas dan timbullah
peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam
kelompok tersebut.

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
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4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota
kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas selaras dengan definis masyarakat
yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah
kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradigi,
skap, dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi
pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai
hubungan yang erat satu samalain.

Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Munandar Soelaeman
(1992:73) idah adanya sgiumlah orang, tinggal dalam suatu daerah
tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan
bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur
sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya
norma-norma dan kebudayaan. Kesemua cir-ciri masyarakat ini dicoba
ditransformasikan pada realitas desa dan kota, dengan menitikberatkan
pada kehidupannya.

Unsur-unsur Masyarakat

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat,
antaralain (Abdul Syani dalam Basrowi, 2005:42):

1) Segjumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif
lama, di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta

mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersamaitu.
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Terdapat sistem komunikas dan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut;
Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan;
Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup
bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh
karenanya setigp anggota masyarakat merasa dirinya masing-

masing terikat dengan kelompoknya.

d. Faktor Pendorong Masyarakat

Menurut Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi untuk

Masyarakat Indonesia, bahwa manusia akan tertarik kepada hidup

bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu

(Basrowi, 2005:42-43):

1)

2)

Hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang di luar
penguasaan akal) untuk mencari tema hidup, pertama untuk
memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis sebagaimana
terdapat pada semua makhluk hidup.

Dari sifat manusia yang biologis itu kemudian mendorongnya untuk
memenuhi kebutuhan seksnya. Kebutuhan ini sebagai manusia yang
beradab dan beragama biasanya dipenuhi dengan syarat-syarat
perkawinan secara sah.

Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan
bersama yang berserikat dengan orang lain sehingga dapat

berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi  kebutuhan
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kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama. Keadaan demikian ini
juga akhirnya mendorong setiap individu (manusia) untuk tidak
terlepas hidup bermasyarakat.

e. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Dalan suatu negara masyarakat sering dibedakan antara
masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan atau rural
community dan urban community. Persedaan tersebut sebenarnya
mempunyai hubungan dengan perngertian masyarakat sederhana, karena
dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa pasti ada
pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahagja
pengaruh dari kota secararelative tidak ada.

Menurut Soerjono Soekanto (1995:166-167), pembedaan antara
masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan pada hakikatnya
bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedessan mempunyai
hubungan yang lebih erat dan Iebih mendalam ketimbang hubungan
mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan
biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk
masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun
terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat
gula, dan bahkan tukang catut (ingat sistem “ijon”), akan tetapi inti
pekerjaan penduduk adalah pertanian.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan atau

urban community adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah
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penduduknya. Tekanan pengertian “kota” terletak pada sifat serta ciri

kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Adapun ciri-ciri

masyarakat kota adalah:

1) Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan
kehidupan agamadi desa.

2) Orang-orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri
tanpa harus bergantung pada orang lain.

3) Pembagian kerja antara warga kota lebih tegas dan punya batas-
batas nyata.

4) Jalan pikiran rasional pada umumnya dianut masyarakat perkotaan.

5) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota,

karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar.

C. Otonomi Daerah
1. Alasan Otonomi Daerah

Wilayah Indonesia yang luas dalam bentuk kepulauan merupakan
alasan untuk tidak menggunakan sistem sentralisasi. Jatuhnya pilihan
Indonesia pada sistem desentralisas sebenarnya sudah terlihat dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu “kemudian daripada itu, untuk membentuk
suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” Politik desentralisasi
merupakan pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk
mengurus daerahnya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-

lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD).
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Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara
kesatuan. Sebaga negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggul,
tidak tersebar pada negara-negara bagian. Negara kesatuan pada dasarnya
menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, hamun mengingat negara
Indonesia sangat luas yang terdiri atas pulau-pulai dan penduduknya yang
berakam suku bangsa, maka sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal
18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan
secara sentralisasi tetapi desentralisasi. Desentralisasi menurut Hanif
Nurcholis (2007:10) adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi
dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi
di bawahnya (pemerintah daerah).

Oleh karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah)
diserahi wewenang penuh, maka pada jenjang organisasi yang diberi
penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan
masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan utuk mengatur dan
mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifal nasional.
Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah atau dengan kata
lain otonomi daerah merupakan konsekuensi logis penerapan asas
desentralisasi pada pemerintah daerah (Hanif Nurcholis, 2007:10).

Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah
tangganya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan politik dan tujuan

administratif. Tujuan politik adalah memposisikan Pemerintah Daerah
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sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat Lokal dan secara nasional
untuk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan
administratif adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit
pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan
kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar
di seluruh pelosok Negara dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka
hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada
pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan
dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Prinsip-prinsip pokok
tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandung intisari yang dapat
dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi (Kansil, 2004:8).

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewagjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan
urusan pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota adal ah
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fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewgjiban setiap
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

. Kewenangan Pusat dan Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan salah satu undang-
undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berakitan dengan
atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara
berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara yang berstatus sebagai
negara kesatuan. Pengertian pemerintah pusat menurut undang-undang ini,
yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
angka 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI

Tahun 1945. Pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3) adalah Gubernur, Bupati
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atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Hubungan kewenangan pusat dan daerah diatur melaui berbaga
peraturan perundang-undangan, baik yang khusus mengatur otonomi daerah
atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menganut paham pembagian urusan. Antara pembagian kewenangan dengan
pembagian urusan jelas terdapat perbedaan yang mendasar. Secara yuridis
yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah
untuk  menentukan atau mengambil  kebijakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000
Pasal 1 Angka 3), sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan
adalah isi dari kewenangan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengatur mengenai  organisasi pemerintahan daerah, khususnya yang
berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka
undang-undang yang mengatur hubungan akan melengkapinya dengan
memberikan pengaturan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah
nasional (pusat) dengan pemerintah daerah, dan juga mengatur hubungan
kewenangan antar daerah otonom di Indonesia Adapun pembagian

kewenangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:
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a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah
menyelenggarakan urusan pementahan yang menjadi kewenangannya,
kecuali urusan pemerntahan yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan menjadi urusan
pemerintah. Urusan pemerintah tersebut dalam Pasal 10 ayat (3)
disebutkan:

1) Politik luar negeri;

2) Pertahanan;

3) Keamanan;

4) Yustis;

5) Moneter dan fiskal nasional;

6) Agama.

Keenam bidang tersebut diselenggarakan sepenuhnya oleh
pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan selain keenam bidang
tersebut, diserahkan kepada daerah. Akan tetapi, hal tersebut bukan
berarti pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah secara utuh,
pemerintah pusat masih memegang kewenangan yang diserahkan
tersebut khususnya bidang pengawasan, pembinaan, dan pengendalian.
Dengan demikian, daerah tidak bisa bebas sepenuhnya dalam
menyel enggarakan kewenangan tersebut.

Menurut Hanif Nurcholis (2007:153), isi kewenangan yang dimiliki
oleh pemerintah pusat mencakup kewenangan pemerintahan umum dan
kewenangan di luar kewenangan pemerintahan umum. Kewenangan

pemerintahan umum mencakup pengaturan kehidupan politik, sosia,

ketertiban, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kewenangan di luar
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kewenangan pemerintahan umum meliputi penyediaan pelayanan
masyarakat dalam arti luas, seperti pelayanan kesehatan, pos, dan
telekomunikasi.

Menurut Humes IV daam Hanif Nurcholis (2007:154)
menjelaskan, dasar pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah
terdiri atas dua pendekatan. Pertama, berdasarkan pada basis
kewilayahan (teritorial) dan yang kedua, berdasarkan pada basis
fungsional. Pada basis teritorial kewenangan untuk menyelenggarakan
urusan-urusan lokal didistribusikan di antara satuan wilayah (state local
government) dan pemerintah lokal (self local government). Sedangkan
pada basis fungsional kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-
urusan lokal didistribusikan antara kementrian-kementrian pusat yang
bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya
sebagal pel aksana kebijakan.

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam suatu negara
kesatuan merupakan milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan
desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan
tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah
terdiri atas:

1) Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang teridri
atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya;
2) Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di

daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum;
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3) Wilayah yang diserahi wewenang adalah daerah otonom, bukan
wilayah administratif.

Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada penetapan
kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sedangkan
kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang
bertujuan (Hanif Nurcholis, 2007:163):

1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas
bangsa dan negarg;

2) Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi warga
negara;

3) Menjamin efisiens pelayanan umum karena jenis pelayanan
umum tersebut berkala nasional;

4) Menjamin keselamatan fisik dan non fisik yang setara bagi
semua warga negara;

5) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka,
canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia
yang berkualitas tinggi tapi sangat diperlukan oleh bangsa dan
negara seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, dan
teknologi penerbangan;

6) Manjamin supremasi hukum nasional;

7) Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan
kemakmuran rakyat.

. Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintah daerah dibagi
menjadi dua, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan
kewenangan yang bersifat lokalitas (kepentingan dan kebutuhan
masyarakat setempat).

1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi



Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 13, urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam
skala provins yang meliputi:

a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c) Penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;

€) Penanganan bidang kesehatan;

f) Penyelenggaraan pendidikan dan aokas sumber daya
manusia potensial;

g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;

j) Pengendalian lingkungan hidup;

k) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

[) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n) Pelayanan administras penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;

0) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah provins yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.

2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

untuk  kabupaten/kota merupakan urusan yang berskaa
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kabupaten/kota seperti dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c) Penyelenggaraan  ketertiban umum dan  ketentraman
masyarakat;

d) Penyediaan sarana dan prasana umum;

€) Penanganan bidang kesehatan;

f) Penyelenggaraan pendidikan;

g) Penanggulangan masalah sosid;

h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i) Faslitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;

J) Pengendalian lingkungan hidup;

k) Pelayanan pertanahan;

I) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n) Pelayanan administrasi penanaman modal;

0) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

3) Hak Daerah
Dalamn menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antaralain:

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b) Memilih pimpinan daerah;

c) Mengelola aparatur daerah;

d) Mengelola kekayaan daerah;

€) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
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4) Kewagjiban Daerah
Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi
daerah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, antaralain:

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

¢) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

€) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

h) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

i) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

]) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

k) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

I) Mengembangkan sistem jaminan sosial;

m) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

n) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

0) Mélestarikan lingkungan hidup;

p) Mengelolaadministrasi kependudukan;

g) Melestarikan nilai sosial budaya;

r) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kewenangannya; dan

s) Kewgjiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

4. Pelaksanaan Otonomi yang Berorientasi Daerah
Otonomi daerah menurut Syamsuddin Haris (2007:77-78) pada
dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-
cita keadilan, demokrasi, dan kesgahteraan rakyat. Kebijakan otonomi
daerah yang berorientasi kepentingan rakyat tidak akan pernah tercapai
apabila pada saat yang sama tidak berlangsung agenda demokratisasi.

Dengan kata lain, otonomi daerah yang bisa meminimalisasi konflik Pusat-
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Daerah di satu pihak dan dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan
kesgjahteraan bagi masyarakat lokal di lain pihak, hanya dapat dicapai di
dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik,
hukum, dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan
sebagal bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa
seperti restrukturisasi lembaga perwakilan, restrukturisasi sistem pemilihan
bagi eksekutif dan legidatif, penegakan hukum, dan pemberdayaan
masyarakat |okal itu sendiri.

Demokrasi sebagai sistem politik dalam kaitannya dengan otonomi
daerah sedikitnya bertumpu pada dua ha yaitu (Edy Suandi Hamid,
2004:114-115):

a. Berkembangnya orientasi segenap institus di daerah pada upaya
memberdayakan masyarakat di daerah. Dalam konteks ini adalah arah
kepada sigpa mereka berpihak ketika menyusun kebijakan dan
merancang serta mengimplementasikan program-program pembangunan.
Apabila orientasi yang mereka bangun tidak berpihak pada kepentingan
masyarakat (terutama kalangan yang lemah) atau tidak memberdayakan
masyarakat, maka kebijakan yang disusun dari program-program yang
dirancang dan diimplementasikan akan bersifat elitis dan menyumbat
proses demokratisasi di daerah.

b. Berkembangnya mekanisme check and balances di antara institusi-
ingtitusi di daerah tersebut. Ha ini terkait dengan seberapa jauh

kebijakan serta program-program tersebut transparan, ada akuntabilitas
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publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila
mekanisme check and balances tersebut lemah dan tidak nampak dalam
proses penyusunan kebijakan serta implementasi program-program
pembangunan di daerah, maka demokras yang dibayangkan akan
berkembang bersama dengan proses desentralisas menjadi  sulit
diwujudkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah berbeda
dengan desentralisasi. Otonomi daerah lebih menyangkut aspek politik
sedangkan desentralisas menyangkut pada aspek administrasi. Otonomi
daerah merupakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk
mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya
sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesehateraan masyarakat melalui pelayanan, permberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi.

D. Pemerintah Daerah
1. Alasan dan Tujuan Pemerintahan Daerah
Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah
dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Hanif
Nurcholis, 2007:39-43):

a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik, dan budaya;
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Kondis alamiah menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang
selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga forma yang dibentuk
negara.

. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

Sistem pemerintahan daerah memberi pemecahan atas persoaan

pelayanan birokrasi yang kompleks, panjang, dan berbelit-belit.

Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien;

Hal-hal yang membuat sistem pemerintahan daerah lebih efisien

adalah:

1) Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan pemerintah
daerah lebih sedikit daripada yang diselenggarakan pemerintah
pusat;

2) Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintahan daerah lebih
sederhada dari pada disel enggarakan secara terpusat;

3) Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintahan daerah
lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah, dan
cepat;

4) Dilihat dari cara menyelesaikan masalah, pemerintah daerah lebih
cepat menyel esaikannya.

Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adal ah:

1) Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang

terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa

diselasaikan oleh masyarakat setempat;
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2) Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri;

3) Mendorong masyarakat untuk berpartisipas aktif dalam
pembangunan, karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam
pengambinlan keputusan;

4) Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu dalam pasal 18, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu negara
kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya
yang juga berbentuk Negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-
daerah provins dan daerah provins dibagi pula menjadi daerah yang lebih
kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang
(Kansil: 2004:2-3).

. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2007:24) konsep local government berasal
dari Barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang Barat
memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) menjelaskan bahwa local

government dapat mengandung tiga arti, yaitu pemerintah lokal,
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pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan daerah
otonom.

Dari beberapa pendapat para ahli Nurul Aini, MA (2007:138),
menyimpulkan pengertian Pemerintah Daerah terkait dengan seberapa
besar dan luas pendel egasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah
demi berbagai alasan dan pertimbangan. Semakin besar kewenangan yang
diberikan kepada Daerah, semakin besar pula peluang Daerah dapat
menggali potensi yang ada uuntuk pembangunan daerah sesuai dengan
kehendak masyarakatnya. Peletakan otonomi daerah pada kabupaten/kota
juga didasari pertimbangan untuk mendekatkan Pemerintah Daerah pada
masyarakatnya. Selain pelayanan dapat diberikan secara optimal, juga
kehendak dan aspirasi masyarakat dapat didengar lebih jelas oleh DPRD
dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dadam sistem dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3) adalah
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyel enggara pemerintahan daerah.
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Sebagal pelaksana kebijakan pemerintahan daerah maka dalam
setiap daerah terdapat birokrasi lokal. Birokrasi lokal merupakan wujud
kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Birokrasi
merupakan suatu organisasi yang merujuk pada hubungan rasional dalam
mencapal tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan birokrasi lokal menurut
Hanif Nurcholis (2007:37), yaitu:

Birokras loka yaitu organisas pemerintahan daerah yang
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapal
tujuan negara pada lingkup daerah. Birokrasi lokal terdiri atas kepala
daerah beserta aparaturnya. Pada daerah provinsi berarti gubernur
dan aparaturnya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala biro dan
bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor dan
bawahannya, kepala badan dan bawahannya, direktur BUMD dan
bawahannya. Pada daerah kabupaten dan kota berarti bupati/walikota
dan aparaturnya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala dinas
dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan
bawahannya, camat dan bawahannya, lurah dan bawahannya, dan
direktur BUMD dan bawahannya. Semua aparatur pemerintah
daerah di luar kepala daerah yang duduk dalam birokrasi disebut
birokrat lokal.

Birokrasi menurut Budi Winarno (2008:202-203) merupakan salah
satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi
pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih
bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka
memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Ripley dan
Franklin, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni birokrasi di
manapun berada, merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan
program kebijakan, mempunya sgumlah tujuan yang berbeda, fungs

birokras berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, birokrasi

jarang mati, dan birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netra dalam
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pilihan-pilihan kebijakan mereka. Dengan merujuk pada peran yang
dijalankan birokrasi tersebut, maka mengetahui struktur birokrasi
merupakan faktor yang fundamenta dalam mengkai implementasi

kebijakan.

E. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisan Negara
Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan di bawah
Presiden.

2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tugas pokok Polri sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesiayaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.



Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasa 14 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik

Indonesia):

a

b.

-

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesua dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium, forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian;

. Médindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk  memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;

. Mélayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

. Mélaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas, sebagaimana tercantum

dalam Pasa 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang:
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Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselishan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawas aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;

. Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pel ayanan masyarakat;

. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instans lain, serta kegiatan
masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawas kegiatan keramaian umum dan

®ap o

—h

kegiatan masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikas kendaraan bermotor;
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

M enerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis
kepolisian;

Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

. Meakukan pengawasan fungsiona kepolisian terhadap orang asing

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instans
terkait;

. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisas

kepolisian internasional;
Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup
tugas kepolisian.
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4. Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan
wewenang Polri di wilayah provins yang berada di bawah Kapolri. Polda
bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Polri
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan dipimpin oleh Kepala
Polda (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

5. Kepolisian Resort (Polres)

Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan
wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda
Polres dipimpin oleh Kepala Polres (Kapolres) yang bertanggung jawab
kepada Kapolda, bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di
wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan
wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
Polsek bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah
kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

dipimpin oleh Kepala Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

F. Kerangka Berfikir
Tingkat keadaban dan peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari
kemampuan negara itu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Semakin banyak

kebutuhan dasar warganya yang dipenuhi seperti sandang, pangan, papan,
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pendidikan, dan kesehatan kian beradablah bangsa itu. Masalah kemiskinan
sesungguhnya adalah bukti gagalnya pembangunan. Kemiskinan membuat
jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan
membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investas,
kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan,
kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya
arus urbanisasi ke kota, serta lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.

Upaya penanganan kemiskinan adalah usaha untuk mengoptimalkan
potensi sumber daya manusia warga miskin menjadi acuan utama dalam
program kegiatan pemberdayaan warga miskin. Kebijakan sebagai dasar
ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program dan kegiatan
upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut digunakan untuk
mencapal kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran serta tujuan
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan dalam menangani kemiskinan.

Pada masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlau lintas
terutama pada jalur utama masih menyimpan permasal ah-permasalahan krusial.
Ha ini karena intensitas kendaraan bermotor yang tidak selaras dengan
perkembangan jalan. Sedangkan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum
masyarakat masih relatif rendah, sehingga ada kecenderungan untuk

mengabaikan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Upaya
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penanganan untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat ini dilakukan
melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi,
TNI, dan instansi terkait lainnya untuk saling membantu setiap permasalahan
yang timbul serta mencari solusi yang komprehensif demi terciptanya situas

wilayah Sleman yang kondusif.

Permasal ahan Daerah Kabupaten
Sleman
(Kebutuhan Dasar Warga Negara)

o Keamanan dan
Kemiskinan K etertiban Maysarakat

l l

Upaya Penanganan
Keamanan dan K etertiban

Upaya Penanganan
Kemiskinan

Masyarakat

Gambar 1
Gambar Kerangka Berpikir

G. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab |, dapat
dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Penjabaran pertanyaan

penelitian secaralebih rinci sebagai berikut:
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1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan:
a. Bagaimanakeadaan keluarga miskin di wilayah Kabupaten Sleman?
b. Bagaimana upaya yang diambil untuk menangani masalah kemiskinan
di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Polres Sleman:
a. Bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten
Sleman?
b. Bagaimana upaya penanganan masalah keamanan dan Kketertiban

masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif?



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penélitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres
Sleman. Alasan dipilihnya tempat penelitian tersebut karena Badan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan merupakan salah satu badan yang mengelola penanganan
kemiskinan masyarakat Kabupaten Sleman, sedangkan di Polres Sleman
peneliti dapat memperoleh data mengena upaya-upaya yang diambil untuk
menangani keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang
belum sepenuhnya kondusif.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012 sampa dengan

bulan Juni 2012.

B. Jenisdan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani permasal ahan-
permasal ahan daerah Kabupaten Sleman, khususnya masalah kemiskinan serta
ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Saifuddin Azwar (2010:7),

penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian, sehingga

60
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data yang dikumpulkan tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji
hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelgari implikasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,
karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau
lisan. Menurut pendapat Lexy J. Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif
lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif
serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang
diamati, dengan menggunakan logikailmiah (Saifuddin Azwar, 2010:7).

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
upaya menangani permasalahan daerah kemiskinan serta keamanan dan

ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.

. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan
teknik purposive sampling. Purposive sampling dalam penelitian kualitatif
menurut Lexy J. Moleong (2007:224) mempunyai maksud untuk menjaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya dengan

tujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.
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Selain itu, bermaksud untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari
rancangan dan teori yang muncul.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berperan,
pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian, dan
bersedia memberikan informasi mengenai data-data yang diharapkan oleh
peneliti. Sehingga dalam penelitian ini yang dipilih sebagai subjek atau
infforman adalah Kabag Sekretariat, Kasubbid Penguatan Kelembagaan
Masyarakat, Kasubbid Kemiskinan, dan Kasubbid Penguatan Potensi
Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Perempuan, serta Kasat Binmas di Polres Sleman.

. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2007:186), wawancara atau interview
merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang menggukan
pertanyaan kepada yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung
dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia,
yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (S. Nasution,
2002:73). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara tidak terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan
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yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya
belum dapat diramalkan data apa yang akan diberikan oleh interviewe.
Sehingga dalam wawancara interviewe mendapat kebebasan dan
kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya
tanpa diatur ketat oleh peneliti. Pedoman wawancara yang digunakan
peneliti hanya berupa garis besar permasalahannya.

. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempel gjari
arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal
maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2007:216-217), dokumen digunakan
dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan
dengan upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kabupaten Sleman.

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian,
dan dokumen resmi. Bahan resmi-formal banyak ragamnya, seperti notula
rapat, laporan, peraturan, anggaran dasar, formulir isian, daftar absensi, dan
sebagainya. Keuntungan dari dokumentasi ini ialah dokumen-dokumen
tersebut telah ada, telah tersedia, dan siap dipakai. Sehingga dengan metode

ini tidak memerlukan banyak waktu dan biaya (S. Nasution, 2002:85).
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E. Teknik Pemeriksaan K eabsahan Data

Teknik pemeriksan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah cross check data. Cross check data merupakan teknik pemeriksaan
triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Tringulasi dengan sumber
menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2007:330) berarti membandingkan
dan mengecek balik dergjat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam
penelitian ini dicapai dengan jalan membandingkan keadaan dan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, juga
dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dari hasil
wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan dilakukan cross check
dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Cross check dilakukan
untuk menjamin data yang diperoleh mengenai upaya penanganan kemiskinan

serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2008:335), analisa data merupakan suatu proses
mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis,
menyusun ke dalam pola, bagian yang penting dan akan dipelgari dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dan diri sendiri maupun
orang lain terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam



65

penelitian ini adalah teknik induktif. Teknik induktif ialah penarikan

kesimpulan yang berangkat dari fakta, peristiwa-peristiwa kemudian ditarik

generalisasi yang bersifat umum. Analisis data ini dilakukan untuk

menganalisis data mengenai upaya penanganan kemiskinan serta keamanan

dan ketertiban masyarakat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam

melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduks Data

Data yang diperoleh dari lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema
penelitian. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang
hal pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data
yang diperoleh bila diperlukan (S. Nasution, 2002: 129). Sehingga data yang
dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi direduksi untuk mendapatkan
data pokok yang mengarah pada permasalahan peneliti tentang upaya-upaya
penanganan permasalahan daerah, yaitu kemiskinan serta keamanan dan
ketertiban masyarakat.

2. Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah direduksi kemudian dikatergorisasikan sesuai dengan

sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Dari
unit-unit data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan
kategori yang sudah ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas

dari hasil penelitian.
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3. Display Data
Display data adalah penyajian data ke sgjumlah matrik yang sesuai.
Pada tahap ini, peneliti menygjikan data yang telah dikategorisasikan
kedalam laporan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
Data disgikan dalam bentuk naratif mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan masalah penelitian.
4. Pengambilan Kesimpulan
Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian
ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode
induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus diarahkan ke
hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam
penelitian ini. Hipotesis kesmpulan yang telah dianalisis kemudian harus
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verikas data dapat digunakan
untuk mencari data baru atau lebih mendalami penelitian yang telah
dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh dan terjamin

validitas dari permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengena hasil pendlitian yang telah dilakukan
dan pembahasannya. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai deskripsi dan
program-program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan, serta Polres Sleman dalam menangani permasalahan
daerah. Sedangkan dalam pembahasan akan diuraikan mengenal upaya yang telah
dilaksanakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan dalam menangani permasalahan daerah kemiskinan,
serta upaya Polres Sleman dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban

masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.

A. Deskripsi Hasil Pendlitian

1. Gambaran Umum Badan Keuarga Berencana, Pemberdayaan
Masyar akat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PM PP)

a. Segarah BKB PMPP
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 4
Agustus 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
tersebut, badan ini bernama Badan K eluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (BKB PPPA).
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BKB PPPA sebelum tangga 4 Agustus 2009 merupakan Bidang
Keluarga Berencana yang berada pada Dinas Tenaga Kerja, Sosia, dan
Keluarga Berencana. Sedangkan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berada di Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah. Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan, BKB PPPA berubah menjadi Badan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan (BKB PMPP).

. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011
tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan,
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) merupakan unsur pendukung
pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepaa badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mela ui
Sekretaris Daerah. Badan ini mempunya tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana,
Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak.
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Didadlam melaksanakan tugas tersebut di atas, BKB PMPP

menyel enggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga
sgjahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak;

Pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak;

Penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga
sgjahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak;

Pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
Pengkoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga
sgjahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungs tersebut diatas, BKB PMPP

didukung olehn empat bidang dan sekretariat yang masing-masing

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
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1) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evauas, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Penyusunan rencanakerja Sekretariat;
b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
¢) Penyelenggaraan urusan umum BKB PMPP;
d) Penyelenggaraan urusan kepegawaian BKB PMPP;
€) Penyelenggaraan urusan keuangan BKB PM PP,
f) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluas BKB PMPP,
g) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi BKB
PMPP,
h) Evaluas dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
sekretariat.
2) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas
menyel enggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana serta
advokasi, komunikasi, informasi, dan edukas keluarga berencana.
Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan keluarga

berencana;



71

b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan
advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga
berencana;

c) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;

d) Penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi,
informasi, serta edukasi keluarga berencana;

€) Evaluas dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
bidang pembinaan keluarga berencana.

3) Bidang Keluarga Sejahtera
Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga, serta
pemberdayaan keluarga. Bidang ini mempunya fungsi sebagai
berikut:

a) Penyusunan rencana kerja bidang keluarga sejahtera;

b) Perumusan  kebijakan teknis ketahanan keluarga dan

pemberdayaan keluarga;

c) Penyelenggaraan dan pembinaan ketahanan keluarga;

d) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan keluarga;

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

bidang keluarga sejahtera.
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan penguatan
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kelembagaan masyarakat, penguatan potenss masyarakat, serta

penanganan kemiskinan. Bidang ini mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;

b) Perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat,
penguatan potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan;

c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penguatan
kelembagaan masyarakat;

d) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penguatan
potensi masyarakat;

e) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penanganan
kemiskinan;

f) Evaluas dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
bidang pemberdayaan masyarakat.

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas menyelenggarakan serta membina pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Bidang ini mempunyai fungsi

sebagal berikut:

a) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

c) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;
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d) Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak;
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6) Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunya tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang BKB PMPP.
7) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai  tugas
melaksanakan sebagian tugas BKB PMPP sesuai dengan keahlian.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

. Struktur Organisasi

BKB PMPP Kabupaten Sleman terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman. Struktur organisasi yang diberlakukan
BKB PMPP adalah berdasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun

2011, seperti dalam gambar bagan di bawah ini:



74

[ I e [

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
[

—

Subbid Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat

Subbid Penguatan
Potensi Masyarakat

N\ /4

: garis komando Subbid Penanganan

Kemiskinan

--------- : garis koordinasi

Sumber : Perbub No 53 thn 2011

Gambar 2
Struktur Organisas BKB PM PP
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2. Gambaran Umum Polres Sleman
a. Tugas Polres Sleman

Polres Sleman sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang
keamanan, bertanggung jawab atas keamanan individu dan keamanan
umum dalam rangka keamanan wilayah Sleman. Sebagaimana telah
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, tugas pokok Polri
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam Pasal 14, Polres Sleman bertugas:

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawaan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisiasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
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5) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa lainnya;

6) Melakukan penyelidikan terhadap semuatindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

8) Médindungi kesdlamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan Kketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia (HAM);

9) Melayani kepentingan warga masyarakat, untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. Visi dan Misi Polres Sleman
Vis Polres Sleman adalah penjabaran dari visi Polri dan visi Polda
D.l.Y ogyakarta dengan memposisikan Polres Sleman sebagai sub sistem

keamanan wilayah D.l.Yogyakarta. Visi Polda D.l.Yogyakarta yang
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mandiri, pelayanan prima, dan tegaknya hukum, maka dapat dirumuskan
visi Polres Sleman sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima,
serta tegaknya hukuum dan keamanan wilayah Seman yang mantap
serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.

Dari rumusan visi tersebut, dapat diadakan penekanan substansinya
pada pelayanan masyarakat sebagal implementasi dari program quick
wins yang telah ditetapkan dalam strategi Polres Sleman. Akan tetapi,
substans pelayanan masyarakat tersebut tidak terlepas dari keseluruhan
tugas pokok Polres Sleman, yaitu tegaknya hukum, keamanan dan
ketertiban wilayah Kabupaten Sleman yang mantap dan sinergi
polisional.

Substansi yang terdapat dalam visi Polres Sleman tersebut
merupakan satu kesatuan, sehingga dapat dirangkum dalam pengertian
secara umum sebagal pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti
bahwa tegaknya hukum dan penciptaan keamanan wilayah Kabupaten
Sleman yang mantap dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula
pengembangan sinergi polisional sebagai sistem kerja sama dengan
seluruh  komponen masyarakat dilakukan melalui prinsip-prinsip
pelayanan.

Dengan berpedoman pada arah kedepan sesuai visi Polres Sleman,
maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun kedalam misi sebagai

berikut;
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3)
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5)

6)

7)

8)
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Melaksanakan deteksi dini  dan peringatan dini  melaui
kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada
masyarakat secama mudah responsif, sertatidak diskriminatif.
Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran
arus lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu
lintas orang dan barang.

Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada
masyarakat patuh hukum dan peraturan lainnya.

Menegakkan hukum secara profesional, obyektif dan proporsional,
tranparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan.

Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern
seluruh sumber daya anggota Polres Sleman guna mendukung tugas
operasional Polres Sleman.

Meningkatkan kerja sama (partnership) dengan pemerintah daerah,
perguruan tinggi, TNI, dan instansi terkait lainnya serta seluruh
komponen masyarakat untuk bahu membahu menghadapi setiap
permasalahan yang timbul dan mencari solusiyang komprehensif
demi terciptanya situasi wilayah Sleman yang kondusif.

Mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan
kemajuan, kemakmuran, kemandirian, dan kesgjahteraan masyarakat

Sleman serta secara aktif mendukung pembangunan daerah Sleman
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serta secara aktif mendukung pembangunan daerah Sleman untuk
menuju Sleman SEMBADA.
c. Struktur Organisasi Polres Sleman
Struktur organisasi Kepolisian Resor Sleman tahun 2011 disusun
berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tangga 30
September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,
struktur organisasi Polres Sleman adal ah:
1) Unsur Pimpinan
a) KepalaKepolisian Resor (Kapolres)
b) Wakil KepalaKepolisian Resor (Wakapolres)
2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
a) Bagian Operasi (Bag Ops)
b) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
c) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)
d) Seks Pengawasan (Si Was)
€) Seks Profesi dan Pengamanan (Si Propam)
f) Seks Keuangan (Si Keu)
g) Seks Umum (Si Um)
3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
a) SentraPelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
b) Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)

c) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
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d) Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba)
€) Satuan Pembinaan Masayarakat (Sat Binmas)
f) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
h) Satuan Pengamanan Obyek Vital (Sat Pam Obvit)
i) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)
4) Unsur Pendukung meliputi Seksi Tekhnologi Informatika Kepolisian
(Si Tipol)
5) Unsur pelaksana tugas kewilayahan meliputi Polsek-Pol sek.

3. Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) dalam Menangani
Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Sadlah satu urusan wajib sosid BKB PMPP adalah program
penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan
penanggulangan kemiskinan tersebut, antara lain pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sgahtera (UPPKS), fasilitass TKPK
Daerah, dan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun kegiatan-kegiatan dari
program tersebut, yaitu:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKYS)
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang
saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera,
mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera 111

Plus. Keluarga yang menjadi anggota tersebut adalah akseptor KB, PUS
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yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sgahtera dan aktif
melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha
ekonomi produktif (UEP). Pemberian bantuan moda usaha Kelompok
UPPKS adalah salah satu kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga
Berencana Nasional.

1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan UPPKSS, antaralain:

a) Meningkatkan pendapatan keluarga;

b) Membina kesertaan berK B.

Sedangkan sasaran penerima manfaat UPPKS adalah warga
masyarakat Kabupaten Sleman Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I,
Keluarga Sejahtera |1, Keluarga Sejahtera |11 yang tergabung dalam
kelompok UPPKS. Adapun tahapan keluarga-keluarga sejahtera
dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu:

a) Keluarga Pra Segahtera adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi  kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti
kebutuhan akan agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b) Keluarga Sejahtera | adalah keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal, akan tetapi belum dapat

memenuhi keseluruhan sosial spikologisnya, seperti pendidikan,
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KB, interaksi dalam keluarga, interaks dengan lingkungan
tempat tinggal, dan penggunaan transportasi.

c) Keluarga Segahtera Il adadah keluarga yang telah dapat
memenuhi  kebutuhan dasar dan seluruh kebutuhan sosial
psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan
perkembangannya, seperti menabung dan memperoleh informasi.

d) Keluarga Sejahtera lll adalah keluarga-keluarga yang telah dapat
memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosia psikologis,
dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat
memberikan sumbangan yang maksimal kepada masyarakat.

e) Keluarga Segjahtera Il Plus adalah keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosia
psikologis, keseluruhan perkembangan, dan sumbangan yang
nyata serta berkel anjutan bagi masyarakat.

2) Sumber Modal
Dana bantuan modal usaha Kelompok UPPK'S dapat berasal dari
berbagai sumber, antara lain dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi,

APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain

sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPKS,

antaralain:
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a) Pembinaan dan fasilitas kelompok, serta pelaksanaan peluncuran
dana penguatan modal UPPKS;

b) Peluncuran dana penguatan modal UPPKS;

c) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lewat kelompok UPPKSS;

d) Evaluas UPPKS berprestasi, dilakukan melalui monev kelompok
UPPKS dan pelatihan ketrampilan. Adapun tujuan dari pelatihan
ketrampilan antaralain:

(1) Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan berusaha dalam
upaya meningkatkan kesgahteraan kelompok bagi anggota
kelompok UPPKS;

(2) Meningkatkan kesgjahteraan dan kualitas hidup kelompok
UPPKS.

b. Fasilitass TKPK-Dagerah

TKPK-D merupakan hasil revitalisasi tahun 2004 yang sebelumnya
bernama Komite Penaggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Komite
Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintas pelaku baik di
tingkat pusat, maupun di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah
koordinas serta penglaman kebijakan dan  program-program
penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Komite
Penanggulangan Kemiskinan melakukan langkah-langkah konkrit untuk

mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.
TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan

insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh
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tingkat kecamatan, desa, dan padukuhan. Sehingga strategi
penanggulangan kemiskinan dilakukan dari tingkat bawah secara
terintegral dan holistik.

Kondis yang diinginkan di bidang penanganan kemiskinan adalah
mantapnya  program/kegiatan  pemberdayaan  warga  miskin,
meningkatnya kualitas hidup dan penghidupan warga miskin, serta
berkurangnya jumlah warga miskin sampai 15% pada akhir tahun 2015.
Gambaran kelembangaan TKPK di kecamatan, desa, dan padukuhan,
yaitu:

1) TPK-Kecamatan

TPK-Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan bertanggung
jawab kepada Camat. Secara operasional ada di bawah koordinasi
TKPK Kabupaten Sleman. TPK-Kecamatan mempunyai tugas untuk
melakukan fasilitas dan koordinasi Nangkis tingkat kecamatan, serta
berfungs sebagai koordinator TPK-Desa. Ditetapkan dengan SK
Camat, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun. TPK-Kecamatan
terdiri atas unsur-unsur:
a) Lembaga swadaya masyarakat, seperti Forum BKM, Unit

Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesgahteraan Sosial (TKYS),

pendamping PKH, organisas sosia, organisas kemasyrakatan,

organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;
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b) Lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK,
Lembaga Pendidikan K etrampilan;

c) Dunia usaha, seperti pabrik, distributor, toko besar, industri rumah
tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan,
usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank,
koperasi, bengkel, notaries, HIPMI, pemborong, dan lain-lain;

d) SKPD Kecamatan, misanya Seksi Ekobang, KUA, PPL,
Puskesmas, PLKB, UPTD Pendidikan;

Susunan organisasi TPK-Kecamatan yaitu ketua, wakil ketua,
seks data & pengaduan, seks kemitraan & usaha, seksi
pemberdayaan & pendampingan, serta sekretariat. Personil TPK-
Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-
kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang. Camat berkedudukan sebagai
penanggung jawab TPK-K ecamatan.

Sekretariat terdiri dari satu personil Seksi Kesmas ditambah satu
anggota dari unsur non SKPD Kecamatan. Personil sekretariat TPK-
Kecamatan yang berasal dari Seksi Kesmas ditunjuk oleh camat.
Ketua, wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur non
SKPD Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Tugas TPK-
Kecamatan, antara lain:

a) Mengeloladata dan profil keluarga miskin;

b) Melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun

kemitraan;
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c) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan;
d) Menyampaikan laporan.
2) TPK-Desa
TPK-Desa berkedudukan di desa dan bertanggung jawab kepada
kepala desa. Secara operasional berada di bawah koordinas TPK-

Kecamatan. TPK-Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi

Nangkis pada tingkat desa dan berfungs sebagai koordinator TPK-

Padukuhan, mengelola data dan profil keluarga miskin, melakukan

pendampingan, serta menyampaikan laporan. Ditetapkan dengan SK

Kepala Desa, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun. TPK-Desa

terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a) Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri atas BKM, gabungan
kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosia, organisas
kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola desa
wisata, organisasi kepemudaan, PKK, kader KB, kader kesehatan,
dan lain-lain;

b) Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK,
lembaga pendidikan ketrampilan, dan lain-lain;

c) Dunia usaha terdiri atas pabrik, distributor, toko besar, industri
rumah tangga, industri kergiinan/ekonomi  kreatif, usaha
pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha
perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, pemorong, dan

sebagainya;
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d) Pemerintahan desa yang terdiri atas Kaur Pembangunan, LPMD,
BPD, dan Dukuh.

Susunan organisasi TPK-Desa terdiri atas ketua, wakil ketua,
seksi data dan pengaduan, seksi kemitraan, seksi pendampingan,
sekretariat, serta Kepala Desa berkedudukan sebagai penanggung
jawabnya.

3) TPK-Padukuhan

TPK-Padukuhan berkedudukan di dusun dan bertanggung jawab
kepada Dukuh. Secara operasional ada di bawah koordinasi TPK-Desa
dan di tetapkan dengan SK Kepala Desa untuk masa bakti selamatiga
tahun. TPK-Padukuhan bertuga melakukan pendataan, pendampingan,
dan pemantauan perkembangan kesgahteraan warga miskin pada
tingkat padukuhan, serta menyampaikan laporan. TPK-Padukuhan
terdiri atas unsur-unsur:

a) Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri atas organisasi kepemudaan,
organisasi sosial, organisasi keagamaan, PKK, kelompok usaha,
dan lain-lain;

b) Lembaga pendidikan seperti pesantren, lembaga pendidikan
ketrampilan, PKBM, dan lain-lain;

c) Duniausahaterdiri atas toko, agen , industri rumah tangga, industri
kergiinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis,
usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, bengkel, dan

sebagainya;
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d) Organisasi kemasyarakatan terdiri atas Ketua RW, Ketua RT,
Kader Kesehatan, Kader KB, kader lainnya, dan tokoh masyarakat
setempat.

Susunan organisasi TPK-Padukuhan sekurang-kurangnya terdiri
atas lima orang, meliputi Dukuh sebagai penanggung jawab serta
ketua, sekretaris, seksi data, seksi pendampingan yang dipilih dari dan
oleh anggota.

c. Fasilitass PNPM Mandiri Perdesaan

Akibat gempa tektonik tahun 2006, Kabupaten Sleman
mendapatkan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu PPK
Rehabilitasi Pasca Bencana (PPK RPB). Sasaran dana PPK RPB adalah
pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan jumlah 9 kecamatan
yang berartisipas yaitu Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Mlati,
Depok, Kalasan, Berbah dan Prambanan.

Pada tahun 2007, PPK berubah menjadi PNPM PPK (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program  Pengembangan
Kecamatan). Kemudian pada tahun 2008-2010 berubah lagi menjadi
PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Kabupaten Sleman merupakan
sdlah satu kabupaten yang melaksanakan program PNPM  Mandiri
Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM

Mandiri Perdesaan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
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Artinya, yang menentukan program apa yang akan dikerjakan adalah dari
kebutuhan masyarakat itu sendiri, dikerjakan oleh masyarakat miskin
dengan upah dari anggaran program tersebut, sehingga kebutuhan
masyarakat terpenuhi.
1) Vis dan Misi
Pendekatan  PNPM Mandiri Perdesaan  merupakan
pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang
selama ini dinila berhasil. Viss PNPM Mandiri Perdesaan adalah
tercapainya kesgahteraan dan kemandirian masyarakat miskin
Perdesaan. Kesgahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk
memobilisas sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu
mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola
sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Adapun misi PNPM Mandiri Perdesaan, antaralain:
a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
c) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar
dan ekonomi masyarakat;

€) Pengembangan jaringan kemitraan dan pembangunan.
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2) Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
Prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau
acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang
akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan adalah:
a) Bertumpu pada pembangunan manusia;
b) Otonomi;
c) Desentralisas;
d) Berorientas pada masyarakat miskin;
€) Partisipasi;
f) Kesetaraan dan keadilan gender;
g) Demokratis;
h) Transparansi dan akuntabel;
i) Prioritas;
j) Berkelanjutan
3) Jenis-jenis Kegiatan yang Dibiayai
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung
bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan adalah:
a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar
yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi

rumah tangga miskin (RTM);
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b) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan
pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan  pengembangan
ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal);

c) Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi
terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi
berbasis sumber dayalokal (tidak termasuk penambahan modal);

d) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok
perempuan.

4. Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Kabupaten Sleman
Sebagal upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat yang
terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Polres Sleman menetapkan beberapa
kebijakan, yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai pada
tingkat terdepan dengan didukung pelayanan prima yang lengkap dan
elemen-elemen masyarakat, serta tergelarnya pelayanan masyarakat secara
menyeluruh  yang didukung sinergi  polisiona dengan elemen
birokrasi/instansi terkait dalam rangka mewujudkan kondisi yang
menjangkau pembangunan wilayah Sleman yang berwawasan ketertiban
dan keamanan.
Upaya Polres Sleman dalam penanganan ketertiban dan keamanan

masyarakat diatas dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:
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a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi
keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta
untuk menciptakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.
Mengemban langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu
ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampa kepada
penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan
konflik masyarakat dari sektor sosial, politik, maupun ekonomi.

Kegiatan dalam program ini adalah pengembangan strategi
keamanan dan ketertiban kewilayahan, antaralain:

1) Deteksi kegiatan masyarakat mendukung tugas pemerintah dengan
metode penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;

2) Cipta kondisi keamanan dengan membentuk dan membina jaringan
informasi pada setiap aspek kehidupan dan |apisan masyarakat;

3) Pendataan, pelayanan, dan pengawasan orang asing;

4) Penertiban, pendataan, dan pengawasan senjata api, handak, dan obat-
obatan terlarang, termasuk pembuatan Surat 1jin Penggunaan Senjata
Api dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

5) Pendataan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.

b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban
Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk
mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri dalam

rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha
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memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan

dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja

sama dengan Pemda/lnstansi terkait.
Untuk pencapaian sasaran program ini, dilakukan kerja sama
antaralain dengan:

1) Bantuan TNI kepada Polri dengan kegiatan penyelenggaraan operasi
penyelamatan dalam keadaan kontijensi dan bantuan lainnya;

2) Pemdalinstans  terkait dengan kegiatan memberikan bantuan
pengamanan dalam rangka penertiban kawasan tertentu, pemukiman
liar, pelaksanaan sidang peradilan dan eksekusi, serta
penanggul angan kejahatan yang menimbulkan kerugian negara;

3) Mendukung PoldaDI1Y dalam kerja sama bilateral/multilateral dalam
rangka penanggulangan kejahatan maupun kerja sama teknis,
pendidikan, dan pelatihan.

c. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program pemberdayaan potensi keamanan merupakan program
untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis komunitas agar
masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisan secara pro aktif
dan saling mengandalkan membantu tugas polisi untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan pogram ini adalah
terwujudnya pemberdayaan potenss masyarakat agar masyarakat
mendorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu,

meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat seperti tokoh agama,
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tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media
massa, ormas, dan LSM.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini untuk mencapai sasaran,
antaralain:
1) Pelayanan publik atau birokrasi;
2) Pelayanan community policing.
. Program Pemeliharaan K eamanan dan K etertiban Masyarakat
Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi
masyarakat dan terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman
tenteram, kepastian, serta bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis.
Kegiatan dari program pemeliharaan keamanan dan Kketertiban
masyarakat meliputi pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman,
dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan
masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat, pemulihan
keamanan, serta dukungan umum.
Untuk mencapai sasaran dalam program ini, dilakukan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
1) Melaksanakan Operasi Kepolisian
Operas  Kepolisian  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk
menanggulangi kejahatan yang mengalami peningkatan dan
meresahkan masyarakat. Selain itu, untuk mengamankan kegiatan

masyarakat dalam menghadapi kegiatan hari-hari besar keagamaan
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3)
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dan/atau hari libur nasiona serta kegiatan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

Kamseltibcar Lantas

Secara umum, Situas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Sleman dapat mendukung

pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman. kegiatan yang
dilakukan untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas antaralain:

a) Pembinaan disiplin berlalu lintas;

b) Melakukan rekayasa lalu lintas melalui mangjemen lau lintas
yang difokuskan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas;

c) Penindakan pelanggaran lalu lintas;

d) Melaksanakan sosialisasi undang-undang baru, misanya pada
tahun 2009 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

€) Pelayanan Samsat.

Pembinaan profesi anggota Polri dalam rangka pembenahan aspek

kultural untuk pemulihan profesi yang berkaitan dengan budaya dan

perilaku. Hal ini diselenggarakan melalui pembinaan, pengamanan,
dan pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik polri. Bagi
anggota polri Polres Sleman yang melakukan tindak pidana,
diproses melalui Peradilan Umum.

Pendapatan Negara Bukan Pgjak (PNBP) yang bersumber dari

pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, serta TNKB
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5) Melaksanakan pelayanan kepolisan kepada masyarakat yang

meliputi:

a)

b)

Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan  dari
masyarakat;

Meningkatkan kecepatan merespon |aporan/pengaduan dari
masyarakat;

Pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah, obyek vital/obyek khusus, tempat
wisata maupun wisatawan, serta pengamanan terhadap

penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa.

6) Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat

a)

b)

d)

Memberikan penyuluhan, pertolongan, serta membantu
memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan
masyarakat;

M el aksanakan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

Mencegah dan menanggulangi  tumbuhnya  penyakit
masyarakat, serta turut serta dalam melakukan pembinaan
hukum;

Memberikan back up teknis maupun kekuatan kepada satuan

kewilayahan (Polsek).
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7) Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarkat, meliputi pengaturan
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat,
membantu pemerintah daerah dalam penertiban eksploitasi sumber
daya alam, serta membantu dalam rangka rehabilitas dan
penyaluran bantuan korban bencana alam.

8) Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan, melipuiti:

a) Penyelamatan dan perlindungan terhadap jiwa raga, harta
benda, serta hak dan kehormatan warga masyarakat;

b) Membantu pelaksanaan SAR dalam rangka penanggulangan
bencana dengan memberikan pertolongan dan evakuas
terhadap korban bencana.

c) Menyelenggarakan operasi kepolisan kewilayahan sesuai

dengan karakteristik kerawanan wilayah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Keadaan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,
dan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat terpendam
dan penanganannya melibatkan berbagai sektor. Penanganan kemiskinan
harus mengutamakan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan
pola pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ketrampilan. Penetapan keluarga

miskin di Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan 14 indikator
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kemiskinan, seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2la

Tahun 2008 tentang Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Sehari makan kurang dari 3 (tiga) kali;

b.

Tidak mampu membeli daging, ikan, atau susu 1 (satu) kali dalam
seminggu;

Sumber air minum berupa sumur/mata air tak terlindungi sungai/air
hujan;

Tidak mampu membeli pakaian baru untuk setiap anggota keluarga satu
kali dalam setahun;

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter?/orang;
Lantai bangunan tempat tinggal terluas berupa tanah;

Dinding bangunan terluas berupa bamboo atau kayu berkualitas rendah;

Sumber penerangan utama bukan listrik;

. Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik jika ada anggota keluarga

sakit;

. Tidak memiliki fasilitas tempat buar air bersih (jamban/kakus);
. Pendidikan kepala keluarga sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah ke bawah;

. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani penggarap atau

pekerja bebas dengan upah per bulan kurang dari upah minimum

propinsi;

m. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari berupa kayu bakar/arang;
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n. Tidak memiliki tabungan atau barang berharga seperti emas, ternak,
sepeda motor, tanah atau barang modal lainnya paling sedikit upah
minimum propinsi.

Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 dan
2008 rata-rata sebanyak 57.785 kepala keluarga (kk). Pada tahun 2009
meningkat menjadi 65.157 kk, kemudian kembali menurun pada tahun 2010
yaitu 57.979 kk dan tahun 2011 menjadi 50.603 kk. Persebaran penduduk
miskin dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Persebaran Penduduk Miskin Tahun 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
No Kecamatan
KK | KKM | % | KK | KKM | % | KK | KKM | % | KK | KKM | % | KK | KKM | %

1 | Gamping | 20934 | 2840 | 1357 | 17.783 | 3038 | 17,08 | 17.810 | 4087 | 2295 | 31724 | 3990 | 1258 | 26399 | 3201 | 12,47
2 | Godean 16610 | 3168 | 19,07 | 18469 | 3.161 | 17,12 | 18460 | 4578 | 24,79 | 24619 | 4047 | 1644 | 19201 | 2723 | 14,12
3 | Moyudan | 9481 | 2173 | 2292 | 10029 | 2004 | 19,98 | 10068 | 2307 | 2201 | 11677 | 2068 | 17,71 | 10843 | 1.89 | 17,49
4 | Minggir 9005 | 2872 | 31,89 | 8451 | 2889 | 34,19 | 8444 | 352 | 41,71 | 13432 | 3190 | 2375 | 10587 | 2686 | 2537
5 | Seyegan 13042 | 4813 | 3690 | 12567 | 3915 | 3115 | 12716 | 4385 | 3448 | 17.278 | 4027 | 2331 | 13333 | 3604 | 27,03
6 | Miai 20300 | 4914 | 2420 | 27371 | 3988 | 1461 | 27587 | 4450 | 16,13 | 34703 | 3981 | 1147 | 27.132 | 3204 | 1181
7 | Depok 23401 | 2733 | 11,68 | 35819 | 2570 | 7.7 | 36110 | 2013 | 0557 | 47.228 | 1802 | 382 | 37.437 | 1466 | 392
8 | Berbah 13067 | 3421 | 2618 | 13538 | 3072 | 2269 | 13706 | 3648 | 26,62 | 18927 | 3287 | 17,37 | 14423 | 2361 | 1637
9 | Prambanan | 13916 | 4276 | 3073 | 14.185 | 3849 | 27,13 | 14260 | 4.145 | 2007 | 28141 | 3501 | 12,44 | 15810 | 3215 | 20,34
10 | Kalasan 17515 | 3379 | 1920 | 21404 | 4347 | 2031 | 21.922 | 5130 | 2340 | 25277 | 3564 | 1410 | 22975 | 3611 | 1572
11 | Ngemplak | 14200 | 3274 | 2306 | 14438 | 2996 | 2075 | 14638 | 3727 | 2546 | 20906 | 3194 | 1528 | 15762 | 2457 | 1559
12 | Ngaglik 19007 | 2971 | 1556 | 23967 | 2868 | 11,97 | 24407 | 3354 | 13,74 | 39.991 | 3305 | 826 | 25840 | 2399 | 9,28
13 | Sleman 17.044 | 6132 | 3417 | 18687 | 5929 | 31,78 | 18861 | 7.030 | 37,27 | 23814 | 6521 | 27,38 | 19.865 | 5393 | 27,15
14 | Tempe 14850 | 5307 | 3574 | 15270 | 5221 | 3419 | 15198 | 5454 | 3580 | 10.977 | 4908 | 2457 | 15621 | 4792 | 30,68
15 | Turi 9400 | 1846 | 1964 | 10238 | 2370 | 2315 | 10331 | 2662 | 2577 | 11640 | 2518 | 21,63 | 10.764 | 2218 | 20,61
16 | Pakem 9543 | 1476 | 1547 | 10288 | 1472 | 1431 | 10406 | 1635 | 1571 | 12585 | 1348 | 10,71 | 10490 | 1101 | 10,50
17 | Cangkringan | 8533 | 3106 | 3640 | 8631 | 3.158 | 3659 | 8660 | 3030 | 3499 | 9187 | 2728 | 2069 | 8804 | 4.186 | 47,55

Jumlah 2°084 | 58701 | 2340 | 281135 | 56.867 | 2023 | 283503 | 65157 | 2298 | 391106 | 57979 | 14,82 30%37 50.603 | 16,57

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKB PMPP Maret 2012
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Per sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sleman (%)
Persentase keluarga miskin sempat naik pada tahun 2009, kemudian
pada tahun 2010 mengalami penurunan. Akan tetapi, pada akhir tahun 2011
jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan kembali
sebesar 0,75%. Sedangkan untuk persebaran penduduk miskin Kabupaten

Sleman per kecamatan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:
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Gambar 4

Per sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sieman Per Kecamatan

Dari gambar persebaran kemiskinan diatas, terlihat bahwa persentase
penduduk miskin yang paling rendah adalah Kecamatan Depok. Sedangkan
jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah Kecamatan Cangkringan.

2. Pembahasan Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) dalam
Menangani Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Kemiskinan apabila tidak ditangani secara tepat akan mengakibatkan
kesenjangan sosid yang meluas dan berdampak melemahnya ketahanan
sosia masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosia antar
masyarakat. Upaya penanganan kemiskinan ini merupakan salah satu tugas
yang harus dilaksanakan oleh BKB PMPP, lebih khusus lagi ditangani oleh

subbidang penanganan kemiskinan. Subbidang penanganan kemiskinan
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mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan
penanganan kemiskinan.

Untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Sleman, sgjak tahun 2002
dibentuk TKPK-D (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
yang terdiri dari unsur birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat. Upaya
penanganan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan sepenuhnya pada
Subbidang Penanganan Kemiskinan, akan tetapi pada masing-masing
bidang di BKB PMPP memiliki program penanganan kemiskinan. Hal ini
merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pemerintah dalam bidang urusan
sosial. Adapun hasil dari pelaksanaan program penanganan kemiskinan
tersebut, antaralain:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKYS)
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) menjadi salah satu indikator kinerja yang digunakan dalam
penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga. Hal ini dilihat dari
persentase desalkelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif.
Adapun jumlah kelompok kegiatan UPPK S sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Kelompok Kegiatan Pengembangan Kualitas

Keluarga
No. Jenis Data 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1. | Jumiah kelompok 531| 58l| 645| 715| 740
2. | Jumlah anggota 6.372| 6972 | 7.740| 8.734| 9.040
Jumlah anggota yang 5.112 | 5590 | 6.260| 7.004| 7.238
berusaha
4. | Jumlah anggota yang belum | 54| 385 | 1480 | 1.730| 1.802
berusaha

Sumber: Bidang KS BKB PMPP Februari 2012
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Sebaga sasaran penerima manfaat UPPKS adalah warga

masyarakat Kabupaten Sleman Pra Segjahtera, Keluarga Sejahtera |,

Keluarga Sejahtera 11, Keluarga Sejahtera 111 yang tergabung dalam

kelompok UPPKS. Adapun data perkembangan keluarga sejahtera di

Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan Keluarga Sejahtera

Tahun
No. Jenis Data
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1. | PraSgjahtera 31400 | 28794 | 32483 39.071| 49.324
2. | SgahteraSatu (1) 50904 | 50.675| 53.424| 50.104| 50.783
3. | SgahteraDua(ll) 65810 | 70.868| 67.443| 45112 38781
4. | SgjahteraTiga(lll) 78591 | 80.137| 84.106| 83.042| 81.977
5. | SgahteraTigaPlus 24122 | 25081 27.715| 26499 | 25.283
Jumiah Keluarga 250.827 | 255.555 | 264.989 | 243.808 | 246.148
Jumlah Jwadaam | 852 088 | 862.474 | 881.068 | 811.947 | 822.091
Keluarga
Rata-rata Jumlah Jiwa 3,40 3,37 332 333 3,34
dalam Keluarga

Sumber: Bidang KB BKB PMPP Februari 2012

Pencapaian program, kegiatan, dan realisasi anggaran BKB PMPP

Kabupaten Sleman untuk kegiatan pembinaan UPPKS, antaralain:




Tabel 6. Program, Kegiatan, dan Realisasi Anggaran
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Rencana

Tahun Program Kegiatan Redlisasi %
Anggaran
2007 | Peningkatan Pembinaan 12.011.500 | 12.011.500 | 100
pemberdayaan dan UPPKS
ketahanan keluarga | Pembinaan 11.965.000 | 11.910.000 | 99,54
keluargamelalui
kelompok
kegiatan
2008 | Peningkatan kualitas | Pembinaan 6.270.000 | 6.270.000 | 100
pelayanan keluarga | UPPKS
berencana, keluarga | Pembinaan 17.010.000 | 17.010.000 | 100
sgjahtera, dan KRR | keluargamelalui
kelompok
kegiatan
2009 | Penanggulangan Pembinaan 25.000.000 | 24.750.000 | 99,00
kemiskinan UPPKS
2010 | Penanggulangan Pembinaan 15.970.000 | 15.970.000 | 100
kemiskinan UPPKS
Sumber: BKB PMPP Kabupaten Sleman
Sedangkan jumlah dana yang diberikan kepada kelompok UPPKS
antaralain:

Tabe 7. Jumlah Dana

Tahun Jumlah Dana K eterangan

2008 Rp500.000.000,00 | Pinjaman Dana Penguatan Modal
(100 kelompok UPPK'S)

2010 Rp885.000.000,00 | Pinjaman Dana Penguatan Modal
(142 kelompok UPPK'S)

2011 Rp1.205.000.000,00 | Pinjaman Dana Penguatan Modal
(224 kelompok UPPK'S)

2011 Rp196.040.000,00 | Hibah dari APBD (39 kelompok
UPPKYS)

Sumber: BKB PMPP Kabupaten Sleman

Prosedur mengenai perguliran, pengembalian hingga pengawasan

pinjaman dana bagi kelompok UPPKS dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:
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1) CaraPerguliran
a) Syarat-syarat untuk dapat menjadi pemanfaat, yaitu:

(1) Warga masyarakat Kabupaten Sleman dibuktikan dengan
foto kopi KTP;

(2) Mempunyai kegiatan usaha atau akan memulai usaha;

(3) Tergabung dalam kelompok UPPKS.

b) Prosedur pengajuan permohonan, antaralain:

(1) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala BKB PMPP
Kabupaten Sleman diketahui oleh Penyuluh KB, Kepala
Desa, Camat, dan dilampiri dengan proposal kegiatan, Surat
Keterangan Tanggung Renteng bermaterai  Rp6.000,00,
Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan modal
bermaterai Rp6.000,00, Surat Kesanggupan mengembalikan
pinjaman bermaterai Rp6.000,00, foto kopi KTP Sleman
yang masih berlaku, serta foto kopi Rekening BPD DIY.

(2) Permohonan diseleksi oleh Tim Verifikasi, bagi permohonan
yang lolos verifikasi akan direkomendasikan ke Kantor P3M
Kabupaten Sleman agar diberikan Dana Penguatan Modal.

(3) Setelah diadakan pengkgiian Kantor P3M Kabupaten
Sleman melakukan penandatanganan perjanjian dengan
kelompok UPPKSS.

(4) Pencairan dana lewat rekening kelompok di BPD Cabang

DIY.
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2) Carapengembalian pinjamannya, yaitu:
a) Pengembalian pinjaman lewat Bank BPD DIY;
b) Jangkawaktu pinjaman selama 24 bulan;
c) Bulan 1-4 kelompok membayar kontribusi, bulan 5-24
membayar angsuran pokok dan kontribusi;
d) Besarnyajasa (kontribusi) 6% pertahun.

3) Cara terjadinya perpindahan penerima manfaat (perguliran), yaitu
penerima manfaat menerima pinjaman penguatan modal dari
pengurus kelompok UPPKS sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya
penerima manfaat mengangsur kepada pengurus kelompok UPPKS
setiap bulan.

4) Metode Pengawasan

Setiap bulan kelompok UPPK 'S mengumpulkan |aporan kegiatan
melalui Penyuluh KB di kecamatan. Penyuluh KB melakukan
pemantauan dan evaluasi ke kelompok UPPKS.

K eberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan
program pembinaan UPPKS, salah satunya dengan meningkatnya
keluarga kecil yang berkualitas. Hal ini merupakan langkah penting
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Disamping keberhasilan
tersebut masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dalam
periode pembangunan mendatang, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga

melalui kelompok UPPKS masih perlu ditingkatkan.
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b. Fasilitass TKPK-D

Pada tahun 2011 ini TKPK Daerah Kabupaten Sleman
menghasilkan draft perbub strategi penanggulangan kemiskinan yang
akan ditetapkan untuk 2012-2017. Sedangkan di tingkat kecamatan, desa,
dan padukuhan pada tahun 2012 ini sedang dilakukan revitalisass TKPK
tingkat kecamatan dan pembentukan TKPK tingkat desa serta
padukuhan. Sehingga diharapkan strategi penggulangan kemiskinan
dilakukan dari tingkat bawah secara terintegrasi dan holistik. Hingga saat
ini, sebagian besar desa/lkelurahan yang berada di Kabupaten Sleman
sudah membentuk TKPK tingkat desa. Akan tetapi, tugas dan kinerja
yang dilakukan hanya pada tingkat pendataan keluarga miskin.
Sedangkan TKPK tingkat padukuhan belum dapat dibentuk secara
menyeluruh.

Kegiatan yang telah dilakukan TKPK-Daerah Kabupaten Sleman,
antaralain:
1) Terlaksananyafasilitas rekor tim tingkat kabupaten;
2) Terlaksananyarapat koordinasi dengan instansi terkait;
3) Terdlaksananyarapat koordinasi dengan multistakeholders,
4) Pemberian reward bagi kecamatan, desa, dan padukuhan.

Hasil yang dicapai dari TKPK-Daerah Kabupaten Sleman adalah
terumuskannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan

penanganan kemiskinan secara sinergi dan terpadu satu kabupaten.
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Tenaga yang telah ada hingga tahun 2012 ini sebanyak 54 orang dari
berbagai unsur, yaitu birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat.
Fasilitass PNPM Mandiri Perdesaan

Lokas yang menjadi kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini
adalah Kecamatan Cangkringan, Prambanan, dan 17 kecamatan lokas
terintegrasi. Pada tahun 2008, 2 kecamatan yaitu Prambanan dan
Cangkringan dipilih sebagai lokasi program dengan pola cost sharing
atau Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dalam kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan. Adapun akumulasi dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) PNPM MPd Kabupaten Sleman dari tahun 2007-

2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. Akumulasi DanaBLM PNPM MPd Kabupaten Sleman 2007-2011

No | Kegistan 2007 2008 2009 2010 2011 o
PNPM PPK | PNPM MPd | pNPM MPd | PNPM MPd | PNPM MPd
1 | Prasarana | 4.136.702.750 | 740.610.000 | 1.415.037.200 | 1.186.160.000 | 1.888.924.700 | 9.367.434.650
2 | Pendidikan | 926.095200 | 432.844.700 | 195.767.000 0| 536.832.400 | 2.091.539.300
3 | Kesehatan | 688.132.650 | 251.553.300 | 455.456.800 | 451.349.000 | 423.514.900 | 2.270.006.650
4 | Keg (PSF) 0 0 0 0 | 3.201.780.000 | 3.201.780.000
5 | OprTPK 239.996500 | 59.996.000 | 86.994.000 | 67.495.000 | 213.273900 | 667.755.400
6 | Opr UPK 158.622.900 | 39.996.000 | 57.995.000 | 44.996.000 | 142.174.100 | 443.784.000
7 | sPP 1.850.450.000 | 475.000.000 | 688.750.000 | 498.000.000 | 828.500.000 | 4.340.700.000
Sleman 8.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.900.000.000 | 2.250.000.000 | 7.235.000.000 | 22.383.000.000

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPK PMPP Maret 2012

Sedangkan alokas BLM Kabupaten Sleman tahun 2007 sampai

dengan tahun 2011, dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 9. Alokasi BLM Tahun 2007-2011 (000)
2007 2008 2009 2010 2011
No | Kecamatan —p 5y PNPM | PNPM | PNPM | PNPm | 2011PSF | Totd
PPK MPd MPd MPd MPd
1 | Minggir 750.000 0 0 0 0 0 750.000
2 | Seyegan 750.000 0 0 0 0 0 750.000
3 | Godean 1.000.000 0 0 0 0 0| 1.000.000
4 | Gamping 1.000.000 0 0 0 0 0| 1.000.000
5 | Mlati 1.000.000 0 0 0 0 0| 1.000.000
6 | Depok 1.000.000 0 0 0 0 0| 1.000.000
7 | Berbah 750.000 0 0 0 0 0 750.000
8 | Prambanan 750.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.250.000 | 610.000 0| 5.610.000
9 | Kaasan 1.000.000 0 0 0 0 0| 1.000.000
10 | Cangkringan 0 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 2.625.000 | 9.525.000
Sleman 8.000.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.250.000 | 4.610.000 | 2.625.000 | 22.385.000
Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKB PMPP Maret 2012
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Dana BLM tersebut diberikan kepada UPK di 10 kecamatan yang

ada di Kabupaten Sleman. Adapun pertumbuhan modal UPK sampai

dengan Februari 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Pertumbuhan Modal UPK sampai dengan Februari 2012

NO | kecamatan | Modal Awal SPP |  Aset Produkif Per(t;g")b“ha” M"df;'o
1| Minggir 474.975.000 953.728.743 | 578.753.743 | 100,80
2 | Seyegan 467.025.000|  1.050.030.657 |  592.005.657 | 126,76
3 [ Godean 503.750.000 |  1.350.307.432|  765557.432 | 128,94
4 | Gamping 606.000.000 | 1.358.129.615|  752.129.615 | 124,11
5 | Mlati 467.225.000 083.740.604 | 521.515.694 | 11162
6 | Depok 503.750.000 |  1.175.415.255|  581665.255| 97.96
7 [ Berbah 714.150.000 | 1474.707.642|  760.557.642 | 106,50
8 | Prambanan 1622.600.000 |  2.931.058.163 | 1.308.458.163| 80.64
0 | Kaasan 632525000 | 1.404.666.174 | 772141174 | 122,07
10 | Cangkringan | 1.374.450.000 |  1.643.043.669 |  268.593.660 | 19,54
Sleman 7546450000 | 14.347.828.044 | 6.801.378.044| 9013

Sumber: Bidang PM BKB PMPP Maret 2012
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Berdasarkan program-program BKB PMPP di atas, jika ditinjau dari
beberapa prespektif kebijakan baik teoritis, proses maupun hasil, maka
dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari teori kebijakan maka
kebijakan BKB PMPP dalam upaya penanganan kemiskinan tersebut sudah
baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya beberapa karakteristik utama
dari suatu kebijakan publik, yaitu perhatiannya ditujukan pada tindakan
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dan merupakan pola kegiatan
pejabat pemerintah dalam bentuk positif. Dalam kebijakan ini, maksud atau
tujuannya adalah upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Kedua, ditinjau dari prespektif proses kebijakan publik, terutama
dalam tahap penyusunan agenda serta tahap formulas dan legitimas
kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, pemerintah daerah
Kabupaten Sleman dalam hal ini BKB PMPP telah melaksanakan tiga
kegiatan yang diperlukan, yaitu membangun persepsi bahwa fenomena
kemiskinan dianggap sebagai masalah yang urgen, membuat batasan
masal ah, dan memobilisas dukungan agar masalah kemiskinan dapat masuk
dalam agenda pemerintah. Keimiskinan merupakan salah satu masalah
urgen yang harus dihadapi karena menyangkut kelangsungan hidup
masyarakat. Mobilisas dukungan kebijakan dilakukan dengan cara
mengorganisasi  kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, baik
pemerintah daerah kecamatan maupun desa, swasta (LSM, Perguruan

Tinggi, dan sebagainya), serta masyarakat miskin itu sendiri.
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Sedangkan pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, BKB
PMPP telah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan
dengan masalah kemiskinan. BKB PMPP telah berusaha mengembangkan
alternatif kebijakan berupa program-program penanganan kemiskinan yang
telah dipaparkan di atas, membangun dukungan baik dari pemerintah,
swasta maupun masyarakat, dan melakukan negosiasi sampai pada sebuah
kebijakan yang ditetapkan.

Ketiga, ditinjau dari tahap-tahap analisis kebijakan, maka program-
program kebijakan BKP PMPP tentang upaya penanganan kemiskinan
tersebut sudah baik. Tahapan anaisis kebijakan mulai dari perumusan
sampai pada evaluasi sudah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen
Rencana Strategi dan Rencana Kerja SKPD pada awa perumusan,
monitoring pelaksanaan di lapangan, serta penyusunan Laporan Hasil

Pembangunan SKPD BKB PMPP sebagai tahap evaluasi kebijakan.

. Kondis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman
Secara umum sSituasi Kamtibmas di wilayah Sleman cenderung stabil
dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam
kehidupan masyarakat Sleman dan aktifitas Pemerintah Daerah Sleman
daam melaksanakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, dalam
kurun waktu tersebut telah terjadi beberapa gangguan kamtibmas dalam
berbagal bentuk dengan intensitas yang meningkat. Akan tetapi, secara
umum dapat ditangani, dampak dari gangguan kamtibmas dapat

terminimalis. Jumlah gangguan dalam bentuk kejahatan konvensional,
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kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan
yang berimplikasi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga tidak
dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat Sleman.

Berbaga bentuk keahatan konvensional masih didominasi pada
kasus-kasus penipuan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan
kasus-kasus tradisional lainnya. Sedangkan kasus perjudian dari tahun ke
tahun menunjukkan penurunan yang drastis. Pada kejahatan transnasional
telah berhasil diungkap penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang
dirasakan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, bahkan ada
kecenderungan sudah masuk ke wilayah pedesaan, serta para pemuda dan
pelgjar sebagai sasarannya. Data kasus gangguan kamtibmas yang terjadi di
Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Tabel 11. Data Kasus Gangguan Kamtibmas 2007-2011

No Kasus 2007 2008 2009 2010 2011
1 | Tindak Pidana 1.663 1.499 1.992 2.085 2.008
2 Pelanggaran Lalu Lintas | 12.986 | 17.198 | 20.894 | 16.045 | 43.655
3 Kecelakaan Lalu Lintas 1.525 1.499 1.558 1.720 1.625

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007-2011

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Resor (Polres)
Sleman masih dirasakan belum maksimal, bahkan masyarakat masih merasa
takut pada Polisi. Selain itu, peran serta masyarakat dalam kepatuhan

hukum atau peraturan perundang-undangan serta partisipasinya terhadap
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tugas Polres Sleman belum optimal, sehingga masih diperlukan upaya

peningkatan untuk mewujudkan perpolisian masyarakat.

Hingga saat ini, Polres Sleman masih akan dihadapkan pada berbagai
perkembangan lingkungan strategi dan perkembangan kehidupan
masyarakat termasuk kondisi eksternal dan internal Polres Sleman. Kondisi
Polres Sleman dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat tentang
politik masih relatif rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan dan
pengetahuan yang terbatas, sehingga mudah terprovokasi oleh
kepentingan perorangan/kelompok. Hal ini tentunya akan menjadi
sumber kerawanan Kamtibmas yang perlu diwaspadai.

b. Tingkat pertumbuhan hipemart yang tinggi di wilayah perkotaan maupun
pedesaan, bahkan sampa di daerah pinggiran yang telah mematikan
pusat-pusat ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional.

c. Pembangunan sarana dan prasarana serta aspek transportasi telah
menunjukkan peningkatan. Akan tetapi tidak sebanding dengan
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang signifikan serta tidak
sebanding dengan ruas jalan yang tersedia sehingga mengakibatkan
kemacetan, kesemrawuutan, dan kecelakaan lalu lintas.

d. Jumlah lapangan pekerjaan yang ada belum bisa menampung jumlah
angkatan kerja, akbiatnya mendorong minat angkatan kerja untuk
berusaha mencari pekerjaan di luar negeri dengan segala resiko yang

dihadapinya.
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e. Akibat bencana aam erupsi Gunung Merapi hingga sekarang belum bisa

0.

J.

K.

menghilangkan rasa trauma masyarakat. Apaagi bila hujan turun di
puncak Merapi yang mengakibatkan bahaya banjir lahar dingin.

Dampak globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
seperti internet yang sudah ada diseluruh wilayah Sleman dengan
berbagai kemudahan memunculkan berbaga macam kejahatan
transnasional, antara lain cyber crime, people smuggling, trafficking in
person, dan lain-lain.

Wilayah Sleman sebagai kota pelgjar dan kota wisata perlu mendapat
perhatian, dimana banyak keberadaan pelgjar dan mahasiswa yang datang
dari berbagai wilayah serta banyak wisatawan yang datang ke Sleman
akan menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba baik sebagai konsumen

maupun pengedar.

. Meningkatnya kebutuhan perumahan yang diakibatkan karena

perkembangan jumlah penduduk.

. Kesenjangan sosia akan mengakibatkan perbedaan kehidupan dalam

masyarakat.

Ajaran-gjaran yang menimbulkan aliran baru dalam setiap agama.
Peningkatan gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya
kuantitas dan kualitas kejahatan.

K ecel akaan dan pelanggaran lalu lintas masih cenderung meningkat.
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m. Akibat bencana alam erupsi gunung merapi, apabila turun hujan terjadi
banjir lahar dingin, sehingga diperlukan antisipasi lebih awa serta
penangan secarainsentif.

. Pembahasan Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) adalah badan
pel aksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda.
Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian
perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas
Polri lain dalam wilayah hukum Polres Sleman sesuai ketentuan hukum dan
peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Kabupaten Sleman terdiri atas 19 Polsek pada masing-masing
kecamatan, kecuali di Kecamatan Depok terdapat 3 Polsek. Hal ini karena di
Kecamatan Depok merupakan daerah paling rawan terhadap gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, menurut data
kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman, kepadatan paling tinggi
adalah Kecamatan Depok. Dengan demikian, untuk menangani masalah
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, Polres Sleman
menetapkan beberapa program pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Program-program tersebut antara lain, program pengembangan

strategi keamanan dan ketertiban, program kerja sama keamanan dan
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ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, serta program
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Adapun pelaksanaan program-program upaya penanganan keamanan
dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Pencapaian atas sasaran program pengembangan — strategi
keamanan dan ketertiban masyarakat dari tahun 2007 sampai dengan
tahun 2011 sudah mencapai target. Pada setiap kegiatan yang dilakukan
dalam program ini, rata-rata realisasi pencapaiannya sudah lebih dari
50% dari target yang ingin dicapai. Pencapaian program ini pada setiap
tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:
1) Tahun 2007
Pada tahun 2007, program pengembangan strategi keamanan
dan ketertiban masyarakat ini telah mencapai rata-rata 78,4%.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 12. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Tahun 2007

Sasaran Indikator Kinerja Target 2007 Redlisasi %
Meningkatkan | - Terlaksana & terujudnya | 2 macam 2 macam 100
pemeliharaan deteksi keamanan
kamtibmas dan | masyarakat  mendukung
menertibkan tugas giat pemerintah. 3 macam 2 macam 67
administrasi, - Terlaksana & terwujudnya
serta  dituasi | ciptakondisi yang aman.
keamanan - Terlaksana & terwujudnya | 4 macam 3 macam 75
yang kondusif. pengawasan OA, senpi,

handak, &  perijinan
kriminal.

- Terlaksana & terwujudnya | 2 macam 2 macam 50
pengkajian potens
konflik.

- Terlaksana & terwujudnya | 5 macam 5 macam 100
menganev sistem
keamanan.

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007

2) Tahun 2008

Pencapaian program ini pada tahun 2008, telah mencapai

88,6%. Dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel. 13. Capaian Kinerja Program Pengembangan Keamanan dan
Ketertiban Tahun 2008
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redlisasi (%)
1. Kemampuan - Jaringan teroris dan tempat | 14 Lapinfo | 2LapliInfo | 14,28
mendeteksi kegiatan | persembunyiannya
masyarakat dan | - Provit dari ancaman teroris 14LapInfo | 1Laplinfo 7,14
tercipta kondis | - Adanya dugaan korupsi 13LapInfo | 4LaplInfo | 30,76
keamanan yang | - Kebocoran pembangunan 12Lapinfo | 1LaplInfo | 8,33
kondusif  sehingga | - Masalah perbankan 12LapiInfo | 4Laplinfo | 33,33
dapat mendukung | - Masalah BBM 16 Lap Info | 18 Lap Info | 1125
kegiatan Pemerintah | - Distribusi 9 bahan pokok 20LapiInfo | 4Laplinfo 20
Daerah. - Mendiskreditkan pemerintah | 30LapInfo | 3 LapInfo 10
- ArusLalin di BandaraADS
- Masalah tanah 30Laplinfo | 5LapliInfo | 16,66
- Masalah sekolah 12LapInfo | 7Laplinfo | 58,33
- Kerawanan bidang agama 15LapiInfo | 6LapInfo 40
- Bidang Politik/Pemerintah 20LapiInfo | 21LapInfo | 105
- Tindak pidana meresahkan | 20Lap Info | 60 Lap Info | 300
masyarakat 20LapInfo | 96 LapInfo | 480
. Terbentuknya dan | - Terbentuknya jaringan | 60 LapInfo | 12 Lap Info 20
pembinaan jaringan | informasi
informasi. - Terbinanya jaringan | 60 LapInfo | 10 Lap Info | 16,66
informasi
- Terselenggaranya Lap | 360 Lap Info | 47 Lap Info | 13,05
Kirpat/Kirsus
. Pembinaan - Terselenggaranya 4 kasus 73 kasus 1.825
pengamanan Polri. penyelidikan internd
- Terselenggaranya 4 kasus 73 kasus 1.825
pemeriksaan internal
. Pendataan dan | - Terdata dan terawasinya 60 orang 871lorang | 1.451
pengawasan orang | orang asing yang
asing. berada/melakukan  kegiatan
di wilayah Sleman
. Penertiban, - Terdata dan terawasinya| 48 pucuk 96 pucuk 200
pendataan, dan | Senpi Non organik TNI/Polri
pengawasan Senpi, | - Terawasinya Handak 24 kali 24 kali 100
Handak, dan obat
terlarang.
26 orang 26 orang 100
. Pendataan dan | - Terselenggaranya pendataan
pengawasan pelaku | pelaku tindak pidana
tindak pidana. - Penerbitan SKCK 15.500 orang | 24.500 org | 158,06

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2008
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Tabel 14. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Tahun 2009

Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redlisas (%)
1. Meningkatkan Kemampuan mendeteksi kegiatan
kemampuan Polri | masyarakat dan  tercipta  kondis
dalam menekan | keamanan yang kondusif sehingga dapat
angka kriminalitas | mendukung kegiatan pemerintah daerah.
dan  penyelesaian | - Pencegahan jaringan teroris dan| 45Lapinfo | 30Lapinfo | 66,6
kasus-kasus kejahatan yang berkadar tinggi
kriminalitas. - Tersdlenggaranya Lap Kirpat/Kirsus | 15 Lapgas 15 Lapgas 100
dari ancaman teroris dan keahatan
yang berkadar tinggi
- Terlaksananya penggalangan intelijen 15 org/pok 10 org/pok | 66,6
- Terlaksananya pengamanan intelijen 50 Lapgas 50 Lapgas 100
. Terwujudnya Terbentuknya dan terbinanya jaringan | 60 Jaringan | 30 Jaringan 50
strategi  keamanan | informasi di bidang Poleksosbudkam
dan ketertiban serta
jaringan intelijen.
. Pembinaan » Terselenggaranya penyelidikan 15 kasus 90 kasus 600
pengamanan Polri. internal
» Terselenggaranya pemeriksaan 9 kasus 90 kasus 100
internal
. Pendataan dan | » Terdatanya jumlah orang asing yang | 700 orang 700 orang 100
pengawasan orang berada di wilayah Kabupaten Sleman asing asing
asing. > Terawasinya kegiatan/aktivitas dan | > Secara
provesinya EdeL"' r;j”as
> Terdatanya ijin tinggal dan lamanya periﬁnmaagan
di wilayah Sleman gia  orang
asing
terpantau s/d
Polsek
. Penertiban, > Terdatanya jumlah dan kepemilikan | 7, pucuk 72 pucuk 100
pendataan, dan Senpi dan handak di
pengawasan Senpi, masyarakat/pejabat dan perusahaan
Handak, dan obat (di luar TNI/Polri)
terlarang. » Terawasinya kegiatan pengguna senpi | » Semakin
& pengangkutan, | tertib
penggudanan/penyimpanan handak administras
. Pendataan dan | > Terselenggaranya pendataan pelaku 94 orang 94 orang 100
pengawasan pelaku tindak pidana
tindak pidana. > Penerbitan SKCK 3.220 org 24500 org | 158,06

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2009
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Tabel 15. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat Tahun 2010
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tindak pidana

Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redlisasi (%)
1. Kemampuan » Terlaksananya deteksi
mendeteksi kegiatan masyarakat
kegiatan - Giat pulbaket/kliping | 365 produk 365 produk 100
masyarakat  dan koran
tercipta  kondisi - Telaahan mingguan 52 produk 52 produk 100
keamanan yang| - Kirpat/kirsus 33 produk 33 produk 100
kondusif sehingga| - Kirsusoperas kepol 10 produk 10 produk 100
dapat mendukung | - Kunker pres/wapres 4 produk 4 produk 100
kegiatan - Lapsus 17 produk 17 produk 100
pemerintah/
swasta
2. Kemampuan » Terlaksananya
membentuk  dan | pembentukan dan
membina jaringan pembinaan jaringan
informasi. informasi
- Pembentukan jaringan | 1jaringan 4 jaringan 400
informasi
- Pembinaan jaringan | 1jaringan 6 jaringan 600
informasi
3. Kemampuan » Terlaksananya pendataan
pendataan dan| dan pengawasan orang
pengawasan orang | asing
asing. - Pengawasan dan | 200 laporan 50 laporan 25
pendataan orang asing
4. Kemampuan » Terlaksananya penertiban,
menertibkan, pendataa, dan pengawasan
mendatakan, dan | senpi, handak, dan obat
pengawasan senpi, terlarang
bahan peledak, - Pencatatan, pendlitian, | 200 orang 200 orang 100
dan obat terlarang. dan pendataan senpi
5. Kemampuan » Terlaksananya pendataan
pendataan dan| dan pengawasan pelaku
pengawasan tindak pidana
pelaku tindak | - Pencatatan, penditian, | 250 orang 120 orang 48
pidana. dan pendataan pelaku

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2010
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Tabel 16. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Tahun 2011

SKCK dapat diberikan tepat
waktu.

pelaksana SKCK Polres dan
Pol sek.

Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redlisasi (%)

. Melaksanakan taktis intelijen |» Deteksi giat masyarakat | 651 laporan | 651 laporan | 100
(penyelidikan, pengamanan, berupa giat penyelidikan,
dan penggalangan) dalam| pengamanan, perkiraan
rangka pencegahan masalah- cepat, perkiraan khusus,
masalah yang dapat | telahaan mingguan, dan
menggangu keamanan dan laporan khusus
ketertiban masyarakat.

. Terlaksananya pembentukan |> Cipta kondis keamanan, 25 25 100
dan pembinaan jaringan | pembentukan dan | kelompok kelompok
informasi di bidang politik, pembinaan jaringan
ekonomi, sosial, budaya, dan | informasi
keamanan.

. Terselenggaranya pemberian |>» Memberikan surat 25.000 22.646 90
surat keterangan catatan | keterangan catatan lembar lembar
kepolisan maupun surat- kepolisian (SKCK)
surat ijin atas Kkegiatan |» Memberikan surat ijin dan | 120 kali 80 kali 66
masyarakat dapat berjalan lain-lain
lancar. » Pemasukan PNBP ke dalam

kas negara dari penerbitan
SKCK sebesar
Rp226.460.000,-

. Pendataan dan pengawasan |»> Pendataan dan pengawasan | 200 giat 200 giat 100
orang asing. orang asing

. Terlaksananya kegiatan | > Pendataan dan pengawasan | 200 giat 200 giat 100
pendataan dan pengawasan/ | senpi, handak, dan obat
pengamanan senpi, handa, | terlarang
dan obat terlarang/barang
berbahaya  di wilayah
Sleman.

. Terlaksananya kegiatan |> Pendataan dan pengawasan | 250 giat 250 giat 100
pendataan dan pengawasan pelaku tindak
pelaku tindak pidana. pidana/criminal record

. Honor petugas pelaksana » Pembayaran honor petugas - - 100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2011
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b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban
Program ini pada tahun 2007 tidak dapat terealisasi, dari target 3
macam kegiatan kerja sama dengan unsur keamanan, 4 macam kerja
sama dengan Pemda, dan 4 macam dukungan Polda, tidak ada satu
kegiatan yang dapat terealisasi. Sehingga program ini, untuk tahun-
tahun berikutnya tidak dilaksanakan kembali. Berikut rincian kegiatan
program kerja sama keamanan dan ketertiban untuk tahun 2007:
Tabel. 17. Pencapaian Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban
Tahun 2007
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redisas | (%)
Meningkatkan kerja |- Terlaksananya dan | 3 macam kerja | O macam 0
sama dan| terwuyjudnya kerja  samaisama dgn unsur
meningkatkan bantuan unsur-unsur kemanan keamanan
ketertiban kawasan | daninstans
serta meningkatkan |- Terlaksananya dan | 4 macam kerja | O macam 0
pelayanan terwujudnya  kerja  sama | samadgn Pemda
masyarakat sehingga | dengan Pemdalinstansi terkait
terwujud Situasi |- Terlaksananya dan | 4 macam 0 macam 0
yang aman dan| terwujudnya kerja  sama | dukung Polda
terkendali. bilateral/multilateral dalam
pencegahan kejahatan maupun
kerja samateknik dan latihan

C.

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Dalan rangka pemberdayaan community policing telah

dilaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kapolri No. Pol:
Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober tentang kebijakan dan strategi
penerapan model  perpolisian  masyarakat  (Polmas)  serta
penyelenggaraan program-program siskamtibmas swakarsa. Polmas

merupakan salah satu bentuk program pre entif polisi di unit pembinaan
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perpolisian masyarakat (Bin Polmas). Nilai-nilai yang terkandung dalam
Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan
konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Binmas.
Polmas adalah strategi operasional dan sebuah filosofi. Polmas
merupakan satu pendekatan perpolisian modern dimana petugas polisi
dan masyarakat menjadi mitra sggar untuk mengidentifikasi dan
menganalisa masalah-masalah di masyarakat yang memicu kejahatan.
Dalam kemitraan dengan masyarakat, polisi merencakan solusi-solusi
untuk pemecahan masalah, sekaligus mencegas dan mengurangi tindak
kgahatan. Inti dari polmas adalah menciptakan hubungan yang baik
dengan masyarakat atas dasar saling percaya serta dengan menyediakan
pelayanan kepada masyarakat melalui pencegahan dan penindakan
terhadap kejahatan.
1) Manfaat Penerapan Polmas
Penerapan Polmas merupakan langkah untuk meningkatkan

kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan

masyarakat. Polmas sebagal strategi untuk mewujudkan pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermanfaat bagi Polri dan

masyarakat, antaralain:

a) Mengurangi kegahatan dengan cara memecahkan masalah-

masal ah sosial yang sering memicu kejahatan;



b)

d)
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Polmas adalah bentuk upaya pencegahan kejahatan yang sangat
efektif, terutama ketika masyarakat sudah terlibat dan mau
memberikan informasi kepada anggota polisi tentang potensi-
potensi dan pelaku kegjahatan, maupun masalah-masalah sosial;
Polmas menciptakan hubungan yang sempurna antara polisi dan
masyarakat yang disadari rasa saling menghormati, saling percaya
sehingga terbangun kemitraan;

Polmas memudahkan kerja polisi, lebih efektif, menyenangkan,
dan lebih menarik;

Memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat

lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang kamtibmas.

2) Sasaran Strategi dan Metode Polmas

a)

b)

Sasaran strategi Polmas meliputi:

Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas
terhadap potenss gangguan keamanan, ketertiban, dan
ketentraman di lingkungannya;

Meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan polisi
untuk mengidentifikas akar permasalahan yang terjadi di
lingkungannya, melakukan  anaisis, dan  memecahkan
masal ahnya;

Meningkatnya kemampuan mayarakat untuk mengatasi
permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan

cara yang tidak melanggar hukum;
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d) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;

€) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan
kamtibmas di lingkungannya masing-masing;

f) Menurunnya peristiwva yang mengganggu keamanan, ketertiban,
dan ketentraman masyarakat/komunitas.

Sedangkan metode yang digunakan Polmas adalah melalui
penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat
yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga
masyarakat terhadap Polri. Sehingga terwujud ebersamaan dalam
rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosid,
menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang
tepat dalam rangkat menciptakan rasa aman, tentram, serta ketertiban.
Selain itu, Polmas melakukan evaluasi terhadap efektifitas solusi yang
dipilih.

Polmas merupakan salah satu bentuk program pre entif polisi di
unit pembinaan perpolisian masyarakat (Bin Polmas). Tujuan utama
dalam program pre entif adalah membina masyarakat untuk taat
terhadap hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan tindak
kegjahatan. Program pre entif dilaksanakan oleh semua Polri,
khususnya Binmas. Susunan pelaksana program pre entif, yaitu

fungsi Binmas yang ditunjukkan pada bagan berikut ini:



-

KAPOLRI
(Jendral-Bintang Empat)

MABES POLRI
BAHARKAM TIBMAS

~
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DIR. BINMAS
BAHARKAM POLRI
(Brigjen-Bintang Satu)

(Badan Peliharaan Keamanan) MABES POLRI

K (Komjen Pol-Bintang Tiga)

Subdit Polmas |<—

\ 4

( ~N /

Subdit Kamsa < - KAPOLDA
_ ) (Brigjen-Bintang Satu)

POLDA

4 7\

Subdit Kerma < DIR. BINMAS POLDA
q ) K (Kombes-Meélati Tiga)

Subdit Tibmas |<—

/ KAPOLRES \
(AKBP-Mélati Dua)
> POLRES POLSEK
KASAT BINMAS KANIT BINMAS
\ (Kapten-Balok Tiga) /
A 4
BHABINKAMTIBMAS
Gambar 7

Susunan Pelaksana Program Pre Entif
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Dari kegiatan program pemberdayaan potensi masyarakat di
atas, keduanya merupakan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga
pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi, swasta, jasa
pengamanan, tokoh agama, dan LSM. Pencapaian atas sasaran program
ini rata-rata telah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel
pencapai an sasaran sebagai berikut:

Tabel 18. Pencapaian Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat

Tahun 2007
Sasaran \ Indikator Sasaran | Rencana | Redisas | (%)
2007
Terbentuknya kelompok | - Terlaksananya dan|5 macam | 5 macam 100
anti narkoba dan | terwujudnya membentuk
meningkatkan koordinasi | pemberdayaan community | community
dengan Perguruan | policing policing
Tinggi, sekolah-sekolah,
tokoh masyarakat, tokoh | - Terlaksananya dan|3 macam | 3 macam 100
agama, dan LSM serta| terwujudnya pemberdaya
meningkatkan pemberdayaan an Pam
kemampuan pengamanan | pengamanan swakarsa swakarsa
swakarsa dalam rangka
menanggulangi kamling. | - Terlaksananya dan|5 macam | 5 macam 100
terwujudnya binluh | Binluh
keamanan
- Terlaksananya dan|7 macam | 7 macam 100
terwujudnya pemberdaya
pemberdayaan dan | an dan
pengembangan keamanan | pengemban
swakarsa gan
keamanan
swakarsa

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007
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Tabel 19. Pencapaian Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat

Tahun 2008-2011

1.212 Pdukuhn

Sasaran Indikator Sasaran | Rencana | Redisas | (%)
2008
1. Meningkatnya | Pelanggaran hukum oleh masyarakat, | Pelanggaran Kriminalitas
kepatuhan dan | indikator: hukum menurun | turun
disiplin pelanggaran
masyarkat dan laka lantas
terhadap meningkat
hukum. - Kegadian kriminalitas Tahun: 2007 Tahun: 2008 83,25
1.792 kasus 1.492 kasus
- Pelanggaran lalu lintas Tahun: 2007 Tahun: 2008 118,50
30.309 35.918 kasus
- Kecelakaan lalu lintas pelanggaran Tahun: 2008 112,45
Tahun: 2007 1.409 laka
1.253 Laka
. Pemberdayaan |1. Meningkatnya  kuaitas  dan | 95 Pokdar | 95 Pokdar | 100
potensi kuantitas Potmas yang berperan | Kamtibmas Kamtibmas
masyarakat aktif dalam rangka Har Kamtibmas
agar (tkh agama, adat, pemuda, politik,
masyarakat intelektual, pengusaha, media
terdorong massa, ormas, LSM & masyarakat
untuk melaui  forum kemitraan &
membantu dan kunjungan).
bekerja sama |2. Terlaksananya  operasionalisasi
dengan Polri Perpolisian Masyarakat pada desa-
dalam desa prioritas ditinjau dari aspek
mewujudkan kerawanan di wilayah Sleman.
Kamtibmas. a. Terbentuknya Pok yang peduli | 95 Kelompok 95 Kelompok 100
anti kejahatan.
b. Terbentuknya Pok yang sadar | 2.986 Kamling | 2.986 100
& peduli terhadap keamanan Kamling
diri & lingkungan.
c. Berkembangnya  kemitraan, 81 FKPM 81 FKPM 100
kerja sama dengan lembaga
pendidikan, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah.
. Pemberdayaan | Pam swakarsa meningkat Telah
pengamanan |1. Petugas pam swakarsa mampu | - Terbentuknya | terbentuk
swakarsa. mendukung tugas Polri daam | Asosias dengan Ketua
bidang teknis Kepolisian. Polsus  dan | S. Legowo dari
2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam PT GE
Satpam di seluruh Sleman. Lighting
3. Makin efektifnya pelaksanaan | 2.986 Kamling | 2.986 Kamling
Siskamling. d 86 Desa,
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2009

1. Meningkatnya
kepatuhan dan
disiplin
masyarkat
terhadap
hukum.

2. Pemberdayaan
potensi
masyarakat
agar
masyarakat
terdorong
untuk
membantu dan
bekerja sama
dengan Polri
dalam
mewujudkan
Kamtibmas.

3. Pemberdayaan
pengamanan
swakarsa.

Pelanggaran hukum oleh masyarakat,
indikator:

- Kegadian kriminalitas
- Pelanggaran lalu lintas

- Kecelakaan lalu lintas

1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas Potmas yang berperan
aktif dalam rangka Har Kamtibmas
(tkh agama, adat, pemuda, politik,
intelektual, pengusaha, media
massa, ormas, LSM & masyarakat
melalui  forum kemitraan &
kunjungan).

2. Terlaksananya operasionalisasi
Perpolisian Masyarakat pada desa-
desa prioritas ditinjau dari aspek
kerawanan di wilayah Sleman.

a. Terbentuknya Pok yang peduli
anti kejahatan.

b. Terbentuknya Pok yang sadar
& peduli terhadap keamanan
diri & lingkungan.

c. Berkembangnya  kemitraan,
kerja sama dengan lembaga
pendidikan, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah.

Pam swakarsa meningkat

1. Petugas pam swakarsa mampu
mendukung tugas Polri dalam
bidang teknis Kepolisian.

2. Membentuk asosiasi Polsus dan
Satpam di seluruh Sleman.

3. Makin effektifnya pelaksanaan
Siskamling.

Pelanggaran
hukum menurun

Tahun: 2008
1.492 kasus
Tahun: 2008
35.918
pelanggaran
Tahun: 2008
1.409 Laka

95 Pokdar
Kamtibmas

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

2.070 orang
satpam

- Terbentuknya
Asosias
Polsus
Satpam

2.986 Kamling

dan

Kriminalitas
turun
pelanggaran
dan laka lantas
meningkat
Tahun: 2009
1.992 kasus
Tahun: 2009
40.414 kasus
Tahun: 2009
1.558 laka

95 Pokdar
Kamtibmas

95
Kelompok
3.005
Kamling

81 FKPM

2.011 orang
satpam
Terbentuk
Ketua S
Legowo dari
PT GE
Lighting
3.005 Kamling
tersebar di 86
Desa, 1212
Padukuhan

133,51
112,51

110,57

100

100

101,24

100

97

101,24




131

Padukuhan

2010
. Meningkatnya | > Pelanggaran hukum oleh | Pelanggaran Kriminalitas
kepatuhan dan masyarakat, indikator: hukum menurun | naik
disiplin pelanggaran
masyarkat turun dan laka
terhadap lantas
hukum. meningkat
- Kejadian kriminalitas Tahun: 2009 Tahun: 2010 | 104,66
1.992 kasus 20.085 kasus
- Pelanggaran lalu lintas Tahun: 2009 Tahun: 2010 78,98
40.414 31.992 kasus
- Kecelakaan lalu lintas pelanggaran Tahun: 2010 110,39
Tahun: 20079 1.720 laka
1.558 Laka
. Pemberdayaan [1. Meningkatnya kualitas dan | 95 Pokdar | 95 Pokdar | 100
potensi kuantitas Potmas yang berperan | Kamtibmas Kamtibmas
masyarakat aktif dalam rangka Har Kamtibmas
agar (tkh agama, adat, pemuda, politik,
masyarakat intelektual, pengusaha, media
terdorong massa, ormas, LSM & masyarakat
untuk melaui  forum kemitraan &
membantu dan | kunjungan).
bekerja sama |2. Terlaksananya ~ operasionalisasi
dengan Polri Perpolisian Masyarakat pada desa-
dalam desa prioritas ditinjau dari aspek
mewujudkan kerawanan di wilayah Sleman.
Kamtibmas. a Terbentuknya Pok yang peduli | 95Kelompok | 95Kelompok | 100
anti kejahatan.
b. Terbentuknya Pok yang sadar | 2.986 Kamling 2.986 100
& peduli terhadap keamanan Kamling
diri & lingkungan.
c. Berkembangnya  kemitraan, 81 FKPM 81 FKPM 100
kerja sama dengan lembaga
pendidikan, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah.
. Pemberdayaan | Pam swakarsa meningkat
pengamanan [1. Petugas pam swakarsa mampu | - Terbentuknya | Telah
swakarsa. mendukung tugas Polri dalam | Asosias terbentuk
bidang teknis Kepolisian. Polsus  dan | dengan Ketua
2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam S. Legowo dari
Satpam di seluruh Sleman. PT GE
3. Makin effektifnya pelaksanaan | 2.986 Kamling | Lighting
Siskamling. 2.986 Kamling
tersebar di 86
Desa, 1212
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2011

. Meningkatkan peran serta| - Meningkatnya peran serta 2.986 posdi 17
masyarakat di lingkungan | potensi masyarakat di kecamatan, 86
pemukiman melalui lingkungan pemukiman kelurahan,
penyelenggaraan dan| melaui penyelenggaraan dan 1.212
pembentukan/pemberdaya | pembentukan/pembinaan  pos padukuhan,
an pos-pos Kamling yang | kamling 2.881 RW, dan
ada pada masing-masing 6.992 RT
RWI/RT.

. Meningkatkan peran serta| - Meningkatnya peran serta 2070 orang
anggota satuan | anggota satuan pengamanan yang tersebar
pengamanan (Satpam) di (Satpam) sebagai pengemban pada 205
lingkungan kerja masing- | fungsi kepolisian terbatas di persahaan/oby
masing perusahaan atau lingkungan kerja. ek vital
proyek vital.

. Meningkatkan peran serta| - Meningkatnya peran serta 95 kelompok
masyarakat melalui warga masyarakat melalui
pembentukan pembentukan forum/krlompok
forum/kel ompok sadar | sadar kamtibmas 81 FKPM
kamtibmas, pembentukan | - Pembentukan forum
forum kemitraan sebagai komunikasi polisi dan
perwujudan program masyarakat pada  polsek-
polmas dan pilot projek di polsek sebagai perwujudan
beberapa pol sek. program polmas _ _

. Progran  pemberdayaan | - Penyuluhan bidang narkoba 48 giat 48 giat 100
potensi keamanan. - Penyuluhan desawisata 104 giat 104 giat 100

- Terlaksananya publikas 24 kali 11 kali 91
berupa pembuatan
pamflet/leaflet/stiker
kamtibmas _ _

- Sosialisasi polmas 40 giat 40 giat 100

- Dokumentasi kegiatan | 240 24 giat 100
pembinaan masyarakat

- Pembuatan spanduk himbauan | 24 spanduk | 24 spanduk | 100
kamtibmas _ _

- Safari  kamtibmas  keliling | 10giat 10 giat 100
dalam wilayah Sleman _ _

- Pembinaan keamanan | 204 kali 204 kali 100
swakarsa  (kamling dan
satpam) . :

- Pembinaan remaja, pemuda, 156 kali 156 kali 100
dan wanita ) )

- Pembinaan ketertiban 84 kali 84 kali 100
masyarakat ) )

- Pembinaan korp khusus 48 kali 48 kali 100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2008-2011
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Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di

Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Polres Sleman dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2011 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal

ini ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam

program ini sesuai dengan target yang ingin dicapai, seperti terlihat

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20. Pencapaian Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

Sasaran Indikator Sasaran Rencana Redisas | (%)
2007
Meningkatkan pelayanan kepada |- Terlaksananya dan | 13 macam | 12 92
masyarakat dan menurunkan | terwujudnya pelayanan | pelayanan macam
tingkat kriminalitas serta| keamanan dan kepolisian kepolisian
meningkatkan hubungan kerja |- Terlaksananya dan | 10 macam | 8 macam | 80
sama kepada masyrakat dan| terwujudnya bimbingan | melaksanakan
instansi terkait sehingga | pengayoman dan Linmas bimbingan,
masyarakat merasa aman dan pengayoman,
tentram. dan Linmas
Meningkatkan pelayanan kepada |- Terlaksananya dan | 5 macam | 3macam | 60
masyarakat dan menurunkan | terwujudnya pengaturan dan | pengaturan dan
tingkat kecelakaan serta| penertiban giat masy/instansi | penertiban
meningkatkan hubungan kerja| terkait
sama kepada masyarakat dan |- Terlaksananya dan |3 macam | 0 macam 0
instansi terkait sehingga | terwujudnya penyelamatan | penyelamatan
masyarakat merasa aman dan| masyarakat dan pemulihan | kam
tentram. keamanan masyarakat
Meningkatkan pelayanan kepada |- Terlaksananya dan | 3 macam | 1 macam | 33
masyarakat dan menurunkan | terwujudnya pemulihan | pemulihan
jumlah  kasus T.P. serta| keamanan keamanan
meningkatkan  ketertiban dan |- Terlaksananya dan | 8 macam duk | 5macam | 63
kelancaran giat masyarakat. terwujudnya dukungan | umum
Meningkatkan penataan | umum

managjemen kelembagaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan
pilun sebagal pedoman kerja.
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2008
. Terwujudnya - Meningkatnya kecepatan
perlindungan, merespon Laporan masyarakat.
pengayoman & | - Pengamanan Obvit, Obsus dan
pelayanan masyarakat | WIP/VIP terlaksana dengan
dadam rangka Bin| aman.
Kamtibmas. - Meningkatnya pelayanan Reg
Ident Lantas (SIM, STNK, dan
BPKB).
. Penanganan - Dilaksanakan Operas | Situas kondisi | Situasi dan
kontijenss keamanan | Kepolisian. keamanan di | kondisi
yang terjadi di Sleman aman | keamanan serta
wilayah Sleman Pemerintah pemerintahan
dengan berjalan berjalan
menyel enggarakan dengan normal.
Operasi Kepolisian. normal.
4 kali
1. Ops. Bandar Narkobal, 11, 11, 4 kali 100
& 1V. 1 kali
2. Ops. Curranmor Progo. 1kali 1kali 100
3. Ops. Currat Progo. 1 kali 1 kali 100
4. Ops. Haki Progo. 1kali 1kali 100
5. Ops. Pekat Progo. 1 kali 10 kali 100
6. Ops. Pam Ligina 10 kali 6 kali 100
7. Ops. Pam WIP/VIP 6 kali 23 kali 100
8. Ops. Pam Giat Masyarakat 23 kali 5 kali 100
9. Ops. Pam Unjuk Rasa 5kali 2 kali 100
10. Ops. Ujian Akhir 2 kali 100
. Kepatuhan dan | - Opeas penertiban  dan
disiplin  masyarakat gakkum lalu lintas.
terhadap hukum
masyarakat. Jumlah GK
. Menurunnya jumlah |- Menurunnyajumlah GK. Jumlah GK tahun 2008 = | 20,4
gangguan keamanan. tahun 2007 = 1.499 kss 7
1.885 kss Turun = 386
kss
Digelarnya
. Hari-hari besar | - Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Digelarnya Ops Ketupat
K eagamaan dan Natal tahun 2008, dan tahun | Ops Ketupat Progo 2008 100
kegiatan pemerintah baru 2009 berjalan aman. Progo 2008 dan OpsLilin
berjalan lancar dan dan OpsLilin Progo 2008
aman. Progo 2008
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2009
. Terwujudnya - Meningkatnya kecepatan
perlindungan, merespon Laporan masyarakat.
pengayoman & | - Pengamanan Obvit, Obsus
pelayanan masyarakat | obyek wisata, dan WIP/VIP,
ddam rangka Bin| serta unjuk rasa terlaksana
Kamtibmas. dengan aman.

Meningkatnya pelayanan Reg
Ident Lantas (SIM, STNK, dan

BPKB).
. Penanganan kontijensi | - Dilaksanakan Operas | Situasi kondis | Situas dan
keamanan yang terjadi Kepolisian. keamanan di | kondisi
d wilayah Seman Sleman aman | keamanan serta
dengan Pemerintah pemerintahan
menyel enggarakan berjalan berjalan
Operasi Kepolisian. dengan normal.
normal.
1. Ops. Mantap Brata Progo 1kali 1kali 100
2009 4 kali 4 kali 100
2. Ops. Tumpas Bandar Narkoba
[, I1, 111, dan IV 1 kali 1 kali 100
3. Ops. Simpatik Progo 1 kali 1 kali 100
4. Ops. Curranmor Progo 1kali 1kali 100
5. Ops. Currat Progo 1 kali 1 kali 100
6. Ops. Kenanga Progo 1kali 1kali 100
7. Ops. Haki Progo 1kali 1kali 100
8. Ops. Pekat Progo 1kali 1kali 100
9. Ops. Curras Progo 2 kali 2 kali 100
10. Ops. Ujian Akhir 10 kali 10 kali 100
11. Ops. Pam Ligina 6 kali 6 kali 100
12. Ops. Pam VVIP/VIP 23 kali 23 kali 100
13. Ops. Pam Giat masyarakat 6 kali 6 kali 100
14. Ops. Pam unjuk rasa 100
. Kepatuhan dan disiplin| - Operas penertiban  dan 2 kali 2 kali
masyarakat terhadap gakkum lalu lintas/Ops. Patuh
hukum masyarakat. Progo
Jumlah GK Jumlah GK | +32
. Menurunnya jumlah | -  Menurunnyajumlah GK. tahun 2008 = tahun 2009= | ,88
gangguan keamanan. 1.499 kss 1.992 kss
Naik = 493 kss
Digelarnya Digelarnya | 100
. Hari-hari besar | - Pelaksanaan Idul Fitri, Hari | Ops Ketupat Ops Ketupat
K eagamaan dan kegiatan Natal tahun 2009, dan tahun | Progo 2009 Progo 2009
pemerintah berjalan baru 2010 berjalan aman. dan OpsLilin | dan OpsLilin
lancar dan aman. Progo 2009 Progo 2009
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pusat/pemerintah daerah.

Operas Lilin Progo

2010
. Terwujudnya - Meningkatnya kecepatan
perlindungan, merespon Laporan masyarakat.
pengayoman & | - Pengamanan Obvit, Obsus dan
pelayanan masyarakat | WIP/VIP terlaksana dengan
ddam rangka Bin| aman.
Kamtibmas. - Meningkatnya pelayanan Reg
Ident Lantas (SIM, STNK, dan
BPKB).
. Penanganan kontijensi | - Dilaksanakan Operasi | Situasi kondisi | Situas dan
keamanan yang terjadi Kepolisian. keamanan di | kondisi
d wilayah Sleman Sleman aman | keamanan
dengan Pemerintah serta
menyel enggarakan berjalan pemerintahan
Operasi Kepolisian. dengan berjalan
normal. normal .
1. Ops. Bandar Narkobal, Il 2 kali 2 kali 100
2. Ops. Curras Progo 1 kali 1kali 100
3. Ops. Mantab Prgja 2010 1 kali 1 kali 100
4. Ops. Simpatik Progo 1 kali 1kali 100
5. Ops. Patuhi Progo 1 kali 1kali 100
6. Ops. Pekat Progo. 2 kali 2 kali 100
7. Ops. Ketupat Progo 1 kali 1kali 100
8. Ops. Kontijensi pengamanan 1 kali 1kali 100
erups gunung merapi
9. Ops. Curat progo 1 kali 1 kali 100
10. Ops. Citra polantas 1 kali 1kali 100
11. Ops. Antik progo 1 kali 1 kali 100
12. Ops. Kenangan progo 1 kali 1kali 100
13. Ops. Lilin progo 1 kali 1 kali 100
2011
. Melaksanakan  operas Operasi Pekat Progo 55 kasus
kepolisian dengan tujuan | - Operasi Curanmor Progo 11 kasus
untuk  menanggulangi Operasi Simpatik Progo
kejahatan yang | - Operasi Curat Progo 7 kasus
mengalami  peningkatan Operasi Patuh Progo
dan meresahkan | - Operasi Tumpas Bandar
masyarakat, serta| Narkobal Progo
pengamanan  kegiatan Operasi Ketupat Progo
masyarakat dalam | - Operasi Curas Progo 7 kasus
menghadapi kegiatan | - Operas Tumpas Bandar 4 kasus
hari-hari besar Narkoba Il Progo
keagamaan dan atau hari | - Operasi Kenangan Progo
libur  nasional serta |- Operasi Zebra Progo
kegiatan pemerintah | - Operasi Hari Buruh Sedunia
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. Pembinaan profesi anggota
polri dalam rangka
pembenahan aspek kultural
untuk pemulihan profes
yang berkaitan dengan
budaya  dan perilaku

diselenggarakan
pembinaan, pengamanan,
dan pengawasan,

penegakan disiplin  dan
kode etik polri, bagi
anggota polri Kepolisian
Resor Sleman yang
melakukan tindak pidana
diproses melalui Peradilan
Umum.

. Keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran
lau lintas di  seluruh
wilayah Sleman  dapat
mendukung pembangunan
di Kabupaten Sleman.

. Pendapatan negara bukan
pajak yang bersumber dari
pelayanan SIM, STCK,
STNK, BPKB, TNKB,
mutasi keluar dan SKCK
Polres Sleman.

- Data pelanggaran disiplin

yang telah disidangkan dan
mendapatkan kekauatan
hukum tetap

Pembinaan disiplin  lalu
lintas

Melaksanakan sosiadisas
tentang UU No. 22 Tahun
2009

Melakukan rekayasa lalu
lintas melalui  mangemen
lalu lintas difokuskan untuk

peningkatan keselamatan
lalu lintas
Pelayanan samsat

- Pelayanan SIM keliling

- Pelayanan SIM corner
- Pelayanan SIM

- Pelayanan menerbitkan
STNK

- Pelayanan kepada
masyarakat

Pendapatan negara bukan

pagak  (PNBP)  yang

bersumber dari pelayanan

SIM, STCK, STNK, BPKB,

TNKB, mutasi keluar dan

SKCK Polres Sleman

47 orang

Data pelanggaran
lalu lintas:

Tilang tahun 2010:
16.045

Tilang tahun 2011:
43.655

Teguran tahun 2010:
15.877

Teguran tahun 2011:
42.405

Bekerja sama dengan
PoldaDlY

Berlokas di Amplaz
Pelayanan baru 90
menit, perpanjangan
30 menit

Disetorkan ke kas
negara sebesar
Rp21.026.570.000
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. Melaksanakan
pelayanan kepolisian
kepada masyarakat.

. Pembimbingan,
pengayoman, dan
perlindungan
masyarakat.

. Pengaturan dan
penertiban  kegiatan
masyarakat.

. Penyelamatan
masyarakat dan

pemulihan keamanan.

Penerimaan dan  penanganan  laporan/
pengaduan dari masyarakat

Meningkatkan kecepatan merespon
laporan/aduan

Melaksanakan pengamanan kegiatan Yyang
dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, obyek vital/obyek khusus,
VIP/VVIP, tempat wisata maupun wisatawan
serta pengamanan terhadap penyampaian
pendapat dimuka umum/unjuk rasa
Memberikan penyuluhan, memberikan
pertolongan, serta membantu memecahkan
permasalahan yang terjadi di lingkungan
masyarakat

Melaksanakan kunjungan tatap muka dengan
tokoh masyarakat, @ tokoh agama, tokoh
pemuda, LSM, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya
penyakit masyarakat, serta turut serta dalam
mel akukan pembinaan hukum

Memberikan back up teknis maupun kekuatan
kepada satuan kewilayahan (Polsek) sebagai
ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat

Pengaturan terhadap bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah/ instansi swasta
maupun oleh masyarakat

Membantu  pemerintah  daerah  dalam
penertiban  eksploitass SDA  terutama
penambangan galian pasir

Membantu pemerintah daerah dalam rangka
rehabilitasi korban bencana aam maupun
dalam rangka memberikan penyaluran bantuan
korban bencana

Penyelamatan dan perlindungan terhadap jiwa
raga, harta benda, dan hak serta kehormatan
warga masyarakat

Membantu pelaksanaan SAR dalam rangka
penanggulangan bencana aam  dengan
memberikan pertolongan, evakuas terhadap
korban bencana

Menyelenggarakan operasi kepolisian baik
terpusat maupun operasi kewilayahan sesual
dengan karakteristik kerawanan wilayah.

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007-2011
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Anadisis untuk program Polres Sleman juga akan dilihat dalam
beberapa prespektif kebijakan sebagaimana program BKB PMPP. Pertama,
ditinjau dari teori kebijakan maka program-program Polres Sleman tersebut
sudah baik. Ha ini juga ditunjukkan dengan terpenuhinya karakteristik
kebijakan publik tentang perhatian yang ditujukan pada tindakan yang
mempunyai maksud atau tujuan tertentu dan merupakan pola kegiatan
pejabat pemerintah dalam bentuk positif. Dalam kebijakan ini, maksud atau
tujuannya adalah upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat
yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Kedua, ditinjau dari prespektif proses kebijakan terutama tentang
tahapan penyusunan agenda serta tahap formulasi dan legitimasi kebijakan.
Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten
Sleman dalam hal ini Polres Sleman telah melaksanakan tiga kegiatan yang
diperlukan, yaitu membangun persepsi bahwa bahwa sebuah fenomena
dianggap sebagai masalah, membuat batasan masalah yang memiliki tingkat
urgens tinggi, serta memobilisasi dukungan agar dapat masuk dalam
agenda pemerintah. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi
salah satu masalah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten
Sleman, khususnya Polres Sleman karena dianggap sebagai masalah yang
urgen oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mobilisasi dukungan
kebijakan dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang
ada dalam masyarakat, yaitu dengan mengadakan polmas, babinkamtibmas

di setiap kelurahan/desa, polsek di kecamatan, dan polres di kabupaten/kota.
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Sedangkan pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Polres
Sleman telah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan
dengan masalah keamanan serta ketertiban. Polres Sleman telah berusaha
mengembangkan alternatif kebijakan berupa program-program penanganan
keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah dipaparkan di atas,
membangun dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan
melakukan negosiasi sampai pada sebuah kebijakan yang ditetapkan.

Ketiga, ditinjau dari tahap-tahap analisis kebijakan maka kebijakan
Polres Sleman tersebut sudah baik. Tahap perumusan masalah, forecasting
(peramalan), dan rekomendasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk Rencana
Strategi 5 tahunan SKPD serta Rencana Kerja setigp tahun. Monitoring
dilakukan Polres Sleman sesuai kondisi sekarang dan masa lalu termasuk
kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sebelum implementasi program-
program keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan tahap evaluasi
dilakukan sebagai hasil kinerja suatu kebijakan yang disusun dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanss Pemerintah (LAKIP) Polres Sleman

dan jgjarannya pada setiap tahunnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di
atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya BKB PMPP dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Sleman
Upaya penanganan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan
sepenuhnya pada Sub bidang Penanganan Kemiskinan, akan tetapi pada
masing-masing bidang di BKB PMPP. Hal ini merupakan pel aksanaan dari
urusan wajib pemerintah dalam bidang urusan sosiad. BKB PMPP
memiliki kebijakan urusan sosial, yaitu program penanggulangan
kemiskinan. Program-program penanggul angan kemiskinan tersebut antara
lain:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKYS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang
saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera,
mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera lll
Plus. Keluarga yang menjadi anggota tersebut adalah akseptor KB, PUS
yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sgahtera dan aktif

melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha

141



142

ekonomi produktif (UEP). Pemberian bantuan modal usaha Kelompok
UPPKS adalah salah satu kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga
Berencana Nasional.

Keberhasilan yang dicapa dalam pembangunan program
pembinaan UPPKS ini adalah meningkanya keluarga kecil yang
berkualitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai
pembangunan berkel anjutan yang ditandai dengan pencapaian program,
kegiatan, dan realisas anggaran BKB PMPP Kabupaten Sleman dari
tahun 2007 hingga tahun 2011 mencapai lebih dari 99%. Disamping
keberhasilan tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus
diselesaikan, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok
UPPK S yang masih perlu ditingkatkan.

. Fasilitass TKPK-D

TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan
insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh
masyarakat. Pada tahun 2012 ini, sedang dilakukan revitalisasi TKPK
tingkat kecamatan, desa, dan pedukuhan. Hasil yang telah dicapai dari
program ini adalah terumuskannya rekomendasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan penanganan kemiskinan secara sinergi dan
terpadu satu kabupaten dengan tenaga yang hingga saat ini sudah
sebanyak 54 orang dari berbagal unsur, yaitu birokrasi, swasta, dan

tokoh masyarakat.
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c. Fasilitass PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM
Mandiri Perdesaan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Artinya, yang menentukan program apa yang akan dikerjakan adalah
dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dikerjakan oleh masyarakat
miskin dengan upah dari anggaran program tersebut, sehingga
kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
ini telah dilaksanakan di 19 keccamatan lokasi terintegrasi.

2. Upaya Polres Sleman dalam Penanganan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Kabupaten Sleman

Polres Sleman merupakan salah satu fungs pemerintahan di bidang
keamanan, sehingga bertanggung jawab atas keamanan seluruh wilayah
Sleman. Dalam upaya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat di
wilayah Kabupaten Sleman, Polres Sleman menetapkan kebijakan yang
dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi
keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta
untuk menciptakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.
Mengemban langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu
ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampa kepada
penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan

konflik masyarakat dari sektor sosia, politik, maupun ekonomi.
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Pencapaian atas sasaran program pengembangan strategi keamanan dan
ketertiban masyarakat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah
mencapal target. Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam program
ini, rata-rata realisasi pencapaiannya sudah lebih dari 50% dari target
yang ingin dicapal
. Program Kerja Sama K eamanan dan Ketertiban

Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk
mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri
dalam rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha
memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan
dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja
sama dengan Pemda/Instansi terkait. Program ini pada tahun 2007 tidak
ada satu kegiatan yang dapat terealisasi, sehingga untuk tahun-tahun
berikutnya tidak dilaksanakan kembali.
. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program pemberdayaan potensi keamanan merupakan program
untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis komunitas agar
masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisan secara pro aktif
dan saling mengandalkan membantu tugas polisi untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan pogram ini adalah
terwujudnya pemberdayaan potenss masyarakat agar masyarakat
mendorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu,

meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat seperti tokoh agama,



145

tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media
massa, ormas, dan LSM. Pencapaian atas sasaran program ini realisasi
rata-rata dari tahun 2007 hingga tahun 2011 sebesar 97,5%.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan K etertiban Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi
masyarakat dan terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman
tenteram, kepastian, serta bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis.
Kegiatan dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat meliputi  pelayanan  kepolisian,  pembimbingan,
pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban
kegiatan masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat,
pemulihan keamanan, serta dukungan umum.

Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di
Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Polres Sleman dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2011 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal
ini ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam

program ini sesuai dengan target yang ingin dicapai.

B. Saran
Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari pendlitian ini, yaitu:

1. Badan Keluarga Berenca, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan (BKB PMPP)

Pengelolaan data warga miskin Kabupaten Sleman menjadi salah

satu tanggung jawab BKB PMPP, khususnya pada sub bidang
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kemiskinan. Untuk itu, diharapkan data warga miskin Kabupaten Sleman
memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ha ini karena
banyaknya warga miskin yang ada di wilayah Kabupaten Sleman,
sedangkan data tersebut selau berubah pada setigp tahun. Kemudian
daam pelaksanaan dan pengawasan program-program kebijakan
penanganan kemiskinan, dapat dilaksanakan secara transparan agar
bantuan yang diberikan tepat sasaran serta mencegah kemungkinan

terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

. Polres Sleman

Mengajak masyarakat Kabupaten Sleman untuk meningkatkan
kesadaran dan mematuhi peratuan hukum atau perundang-undangan. Hal
ini dikarenakan hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran
peraturan hukum atau perundang-undang yang dapat merugikan diri
sendiri dan orang lain. Sebagai salah satu contoh pelanggaran yang sering
terjadi adalah pelanggaran lalu lintas yang sampai berakibat terjadi
kecelakaan. Sedangkan dari pihak kepolisian, lebih meningkatkan
program keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di wilayah-
wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Karena di wilayah
Kabupaten Sleman terdapat Gunung Merapi yang sampal saat ini masih
aktif dan dapat meletus sewaktu-waktu. Selain itu, ancaman terhadap
terjadinya banjir lahar dingin akibat dari letusan Gunung Merapi pada

tahun 2010.
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TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : RB (RB)
Jabatan : Kepala Sekretariat BKB PM PP
Tempat : BKB PMPP

HW

RB

HW

RB

HW
RB

HW

RB

: Apakah BKB PMPP merupakan badan pemerintah Kabupaten Sleman yang

mempunyai tugas untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Sleman?

: Ya, BKB PMPP ini merupakan salah satu badan pemerintah Kabupaten Sleman

yang mempunyai tugas menangani kemiskinan. BKB PMPP ini memiliki tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan fungsi untuk membuat
kebijakan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Nah, untuk penanggulangan
kemiskinan ini menjadi tugas semua bidang di BKB PMPP ini.

: Apa sgja kebijakan yang diambil oleh BKB PMPP daam upaya penanganan

kemiskinan di Kabupaten Sleman?

: Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dilakukan oleh masing-masing bidang

mbak. Di sini kan ada empat bidang, ada Bidang Pembinaan Keluarga Berencana,
Bidang Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang-bidang itu nanti
memiliki sub-sub bidang lagi. Setigp bidang ini memiliki program untuk
penanggulangan kemiskinan. Program-program yang secara langsung dirasakan
oleh sdluruh masyarakat antara lain PNPM Mandiri Perdesaan, UPPKS, dan
TKPK.

. Apasgakegiatan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan ini Bu?
: PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang dilakukan untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan. Kegiatannya misalnya berupa pembangunan jalan,
pelatihan ketrampilan kepada masyarakat miskin, dan masih banyak lagi. PNPM
Mandiri Perdesaan, kalau di kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini
sudah ada di sepuluh kecamatan, yaitu Minggir, Sayegan, Depok, Gamping, Mlati,
Prambanan, Cangkringan, Godean, Berbah, dan Kalasan. Ini menjadi tanggung
jawab bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya Sub bidang Pemberdayaan
Masyarakat. Untuk lebih jelasnya nanti, mbak bisa tanya langsung kepada Pak
Didik atau Bu Tiwi.

: Untuk program yang kedua, apa sgja kegiatan yang dilakukan dalam program

UPPKS? UPPKS itu berupa apa?

: Kalau yang kedua program pembinaan UPPKS, UPPKS ini adalah usaha

peningkatan pendapatan keluarga. Program ini merupakan kegiatan pemberian
modal kepada kelompok-kelompok UPPKS yang ada di desa-desa di Kabupaten
Sleman. Mbak asli Sleman kan, di desa mbak harusnya ada. Kelompok ini biasanya
bagi orang-orang yang aktif dalam kegiatan KB, misalnya akseptor, warga yang
rgiin atau rutin KB setiap bulan. Sebenarnya ini tidak dikhususkan bagi yang ber
KB, tetapi bagi seluruh rakyat hanya biasanya warga tidak mengetahui kegiatan ini.
Untuk program ini, mbak nanti bisa menanyakan langsung kepada Pak Y anuar,
beliau yang mengurus program ini di bidang Keluarga Sejahtera.
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: Program terakhir tentang fasilitass TKPK Daerah itu seperti apa Bu?
: Program fasilitass TKPK Daerah ini adalah pemberian fasilitas kepada TKPK

Daerah atau kepanjangannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mulai
dari penyediaan tempat, snack ketika rapat, dan semuanya yang dibutuhkan oleh
tim ini. TKPK Daerah sendiri adalah tim yang terdiri dari pemerintah, swasta
seperti LSM, ada dari perguruan tinggi yang dibentuk untuk membuat kebijakan
penanggulangan kemiskinan. Seperti kemarin ada satu masalah tentang
kemiskinan, TKPK mengadakan pertemuan di sini. Nah, kita yang menyediakan
tempat, snack, dsb. Untuk lebih jelasnya nanti mbak silahkan bertanya kepada Pak
Sigit di sub bagian kemiskinan.

Narasumber : Bapak Yanuar (YN)
Jabatan : Kepala Sub bidang Penguatan K elembagaan M asyar akat
Tempat . BKB PMPP
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. Apayang dimaksud dengan UPPKS?
: UPPKS merupakan kepanjangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sgahtera. Kelompok UPPKS merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan
keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri atas berbaga tahapan keluarga
sgjahtera, mulai dari keluarga Pra Sgjahtera sampal dengan Keluarga Sejahtera 111
Plus, yang menjadi akseptor KB, Pasangan Usia Subur yang belum berKB, serta
anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil
bahagia sgjahtera dan aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam
bidang usaha ekonomi produktif.

. Kalau yang dimaksud dengan program pembinaan UPPK S sendiri seperti apa Pak?
: Pembinaan UPPKS merupakan pemberian bantuan modal usaha kepada kel ompok

UPPKS. Pemberian bantuan modal usaha kelompok UPPKS ini adalah salah satu
kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka
mendukung Program Keluarga Berencana Nasional.

. Apatujuan dari program UPPKS ini?
 tyjuan UPPKS itu meningkatkan pendapatan keluarga dan membina kesertaan

berKB. Dengan sasarannya semua warga masyarakat Kabupaten Sleman Pra
Segjahtera, Keluarga Sgjahtera |, Keluarga Sejahtera |1, Keluarga Sgjahtera 111 yang
tergabung dalam kelompok UPPKS.

: Apa yang dimaksud dengan keluarga Pra Sgjahtera, Keluarga Sejahtera |, Keluarga

Segjahterall, Keluarga Sejahtera lll, bagaimana ciri-cirinya Pak?

. 'Y a, tahapan keluarga segjahtera ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu Keluarga Pra

Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal,
seperti kebutuhan agama, sandang, pangan, papan. Keluarga Sgjahtera | ini adalah
keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, tetapi belum
dapat memenuhi keseluruhan sosial psikologis, seperti pendidikan, KB, interaksi
dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal. Y ang ketiga, Keluarga
Sgjahtera Il ini merupakan keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dan
kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum bisa memenuhi keseluruhan
perkembangannya, seperti menabung dan memperoleh informasi. Keempat,
Keluarga Sgjahtera 11l ini keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh
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kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangannya,
namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada masyarakat.
Dan yang kelima, Keluarga Sgjahtera |11 Plus adalah keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosia psikologis, keseluruhan
perkembangan, dan sumbangan yang nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.

: Darimana dana bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok UPPK S?
: Danamodal usahaini berasal dari berbagai sumber seperti BKKBN Pusat, BKKBN

Propinsi, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sember lain sesuai
dengan kesepakatan bersama.

: Apa sgja kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPK S ini Pak?
: Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPKS ini antara lain pertama,

pembinaan dan fasilitas kelompok, serta pelaksanaan peluncuran dana penguatan
modal UPPKS. Kedua, peluncuran dana penguatan modal UPPKS. Ketiga,
kegiatan penanggulangan kemiskinan lewat kelompok UPPKS. Keempat, evaluasi
UPPKS berprestas, dilakukan melalui monev kelompok UPPKS dan pelatihan
ketrampilan dengan tujuan untuk meningkatnya ketrampilan dan kemampuan
berussha dalam upaya meningkatkan kesgahteraan kelompok bagi anggota
kelompok UPPKS, kedua, untuk meningkatkan kesegjahteraan dan kualitas hidup
kelompok UPPKS.

: Apasgasyarat-syarat untuk menjadi penerimamodal bantuan ini Pak?
. Syarat-syarat untuk menjadi pemanfaat ini adalah satu, warga masyarakat

Kabupaten Sleman dibuktikan dengan foto kopi KTP. Dua, mempunyai kegiatan
usaha, atau akan memulal usaha. Dan ketiga, tergabung dalam kelompok UPPKS.

: Bagaimana dengan prosedur pengajuan permohonannya?
: Prosedurnya penggjuan permohonannya, pertama, dengan mengajukan surat

permohonan kepada Kepala Badan KB, PM, dan PP Kab. Sleman diketahui oleh
Penyuluh KB, Kepala Desa, Camat, dan dilampiri dengan proposal kegiatan, Surat
Keterangan Tanggung Renteng bermaterai Rp6.000,-, Surat Pernyataan tidak
sedang menerima bantuan moda bermatera Rp6.000,-, Surat Kesanggupan
mengembalikan pinjaman bermaterai Rp6.000,-, foto kopi KTP Sleman yang masih
berlaku, serta foto kopi Rekening BPD DIY. Kedua, permohonan tersebut akan
diseleksi oleh Tim Verifikasi, bagi permohonan yang lolos verifikasi akan
direkomendasikan ke Kantor P3M Kabupaten Sleman agar diberikan Dana
Penguatan Modal. Ketiga, setelah itu diadakan pengkagian Kantor P3M Kab.
Sleman melakukan penandatanganan perjanjian dengan kelompok UPPKS. Nah,
nanti pencairan dana akan dilewatkan rekening kelompok di BPD Cabang DIY .

: Bagaimana cara pengembalian pinjaman bantuan modal usahaitu Pak?
: Pinjaman dikembalikan lewat Bank BPD DIY dengan jangka 24 bulan. Bulan 1-4

membayar kontribusinya sgja, bulan ke 5-24 membayar angsuran pokok plus
kontribusi sebesar 6% pertahun.

. Untuk pengawasannya sendiri bagaimana Pak?
: Metode pengawasannya dengan setigp bulan kelompok-kelompok UPPKS itu

mengumpulkan laporan kegiatan melalui Penyuluh KB di kecamatan. Penyuluh KB
melakukan pemantauan dan evaluasi di kelompok UPPKS.



Narasumber : Bapak Sigit (SG)

Jabatan . Kepala Sub bidang Kemiskinan

Tempat : BKB PMPP

HW : Berapa banyak jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun
2007-20117?

SG : Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 sebanyak 58.701
kk, tahun 2008 sebanyak 56.867 kk, tahun 2009 menjadi 65.157 kk, tahun 2010
57.979 kk dan tahun 2011sebanyak 50.603 kK.

HW : Bagaimana penetapan keluarga miskin tersebut Pak?

SG : Penetapan keluarga miskin di Kabupaten Sleman ini berdasarkan 14 indikator
kemiskinan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21a
Tahun 2008 tentang Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sleman.

HW : Salah satu penanganan kemiskinan adalah dengan fasilitas TKPK Daerah. Apa
yang dimaksud dengan TKPK Daerah itu?

SG : TKPK Daerah addah kepanjangan dari Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah. TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan
insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat. TKPK -
D ini adaah hasil revitalisas tahun 2004 yang dulunya bernama Komite
Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau KPKD. Kemudian pada tahun 2012 ini,
sedang melakukan revitalisasi TKPK tingkat kecamatan, desa, dan padukuhan. Jadi
strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Sleman itu dari
bawah secaraterintegral dan holistik.

HW : Apanamarevitaisas TKPK yang ada di kecamatan, desa, dan padukuhan tersebut
Pak?

SG : TPK-Kecamatan, TPK-Desa, dan TPK-Padukuhan.

HW : Bagaimana kedudukan TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada
Camat. Secara operasional ada di bawah koordinass TKPK Kabupaten Sleman.
TPK-Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi
Nangkis tingkat kecamatan, serta berfungsi sebagai koordinator TPK-Desa.
Ditetapkan dengan SK Camat, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

HW : Apasgatugas dari TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan memiliki tugas mengelola data dan profil keluarga miskin,
melakukan usaha penggadangan sumber daya dan membangun kemitraan,
melakukan pemberdayaan dan pendampingan, dan menyampaikan laporan.

HW : Bagaimana petugas yang menjadi unsur TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan terdiri atas unsur LSM seperti Forum BKM, Unit Pengelola

Kegiatan (UPK), Tenaga Kesgahteraan Sosid (TKS), pendamping PKH,
organisas sosial, organisas kemasyrakatan, organisas keagamaan, penggerak
PKK. Yang kedua, Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK,
Lembaga Pendidikan Ketrampilan. Ketiga, Dunia Usaha seperti pabrik, distributor,
toko besar, industri rumah tangga, industri keragjinan/ekonomi kreatif, usaha
pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, dan terakhir SKPD Kecamatan
misalnya Seksi Ekobang, KUA, PPL, Puskesmas, PLKB, UPTD Pendidikan.



: Bagaimana dengan kedudukan dan tugas TPK-Desa?
: TPK-Desa berkedudukan di desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Secara operasional berada di bawah koordinas TPK-Kecamatan. TPK-Desa
bertugas melakukan fasilitasi dan koordinas Nangkis pada tingkat desa dan
berfungsi sebagai koordinator TPK-Pedukuhan, mengelola data dan profil keluarga
miskin, melakukan pendampingan, serta menyampaikan laporan. Ditetapkan
dengan SK Kepala Desa, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

: Apa sgja unsur-unsur TPK-Desa?
: TPK-Desa terdiri atas unsur LSM yang terdiri atas BKM, organisasi kepemudaan,

PKK, kader KB, kader kesehatan, dan lain-lain. Kedua, Lembaga pendidikan
seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK, lembaga pendidikan ketrampilan, dan
lain-lain. Ketiga, Dunia usaha terdiri atas pabrik, distributor, toko besar, industri
rumah tangga. Keempat, Pemerintahan desa yang terdiri atas Kaur Pembangunan,
LPMD, BPD, dan Dukuh.

: Bagaimana dengan kedudukan dan tugas TPK-Padukuhan?
. Berkedudukan di dusun dan bertanggung jawab kepada Dukuh. TPK-Padukuhan

ini berada di bawah TPK-Desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa untuk masa
bakti 3 tahun. Dan bertugas melakkukan pendataan, pendampingan, dan
pemantauan perkembangan kesegjahteraan warga miskin pada tingkat padukuhan
serta menyampaikan laporan.

. Apasgaunsur-unsur dari TPK-Padukuhan ini Pak?
: Ada LSM yang Masyarakat terdiri atas organisasi kepemudaan, organisasi sosial,

organisas keagamaan, PKK, kelompok usaha, dan lain-lain. Kemuidan, Lembaga
pendidikan seperti pesantren, lembaga pendidikan ketrampilan, PKBM, dan lain-
lain. Dunia usaha terdiri atas toko, agen , industri rumah tangga, industri
kerginan/ekonomi  kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha
peternakan, usaha perikanan, koperasi, bengkel, dan sebagainya. Organisasi
kemasyarakatan terdiri atas Ketua RW, Ketua RT, Kader Kesehatan, Kader KB,
kader lainnya, dan tokoh masyarakat setempat.

: Bagaimana kondisi yang diinginkan dalam penanganan kemiskinan ini?
: Kondisi yang diinginkan di bidang penanganan kemiskinan ini adalah mantapnya

program atau kegiatan pemberdayaan warga miskin, meningkatnya kualitas hidup
dan penghidupan warga miskin, serta berkurangnya jumlah warga miskin sampai
15% pada akhir tahun 2015.

Narasumber : Bapak Didik (DD)

Jabatan . Kepala Sub bidang Penguatan Potensi M asyar akat
Tempat : BKB PMPP
HW : Apayang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaan Pak?

DD

: PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan
dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maksudnya, masyarakat miskin
yang ada di suatu desa menentukan sendiri apa yang dibutuhkan dan yang akan



HW
DD

HW
DD

HW

DD

dikerjakan. Nanti akan dikerjakan oleh masyarakat miskin dengan upah dari
anggaran yang digjukan dalam program tersebut. Dan akan dirasakan manfaatnya
atau akan digunakan oleh masyrakat itu, sehingga kebutuhannya terpenuhi.

: Apa prinsip pelaksanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini Pak?
: Prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam setigp pengambilan

keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bertumpu pada pembangunan manusia,
otonomi, desentralisasi, berorientass pada masyarakat miskin, partisipas,
kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas,
dan berkelanjutan.

: Apa sgja kegiatan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan tersebut?
: Untuk jenis-jenis kegiatan yang dibiayai dalam program ini dilakukan melalui

Bantuan Langsung bagi Masyarakat atau disingkat BLM. BLM tersebut digunakan
untuk kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana, misalnya ada
perbaikan jalan di suatu desa atau pembangunan jalan dari tanah menjadi aspal dan
lain sebagainya. Kegiatan kedua ada peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan
pendidikan, disini termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan
masyrakat. Ketiga, peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis
sumber daya lokal, ini bukan merupakan penambahan modal. Dan yang terakhir
adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

: Bagaimana pelaksanaan pemberian dana BLM dalam program PNPM Mandiri

Perdesaan tersebut dari tahun 2007 sampai tahun 2011 Pak?

: Untuk akumulasi dan alokas dana BLM dari tahun 2007-2011 PNPM Mandiri

Perdesaan, dapat dilihat dalam laporan ini.

Narasumber : Bapak Teguh Sumartoyo (TS)

Jabatan : Kasat Binmas
Tempat . Polres Sleman
HW : Bagaimana kondis keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten

TS

Sleman?

. Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman ini stabil dan

terkendali, tetapi masih ada beberapa gangguan-gangguan keamanan dalam bentuk
kejahatan konvensional seperti curanmor, penipuan, pencurian, dan lain-lain. Ada
juga kegahatan transnasiona seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Kondis eksternal dan interna Polres Sleman sendiri masih relatif rendahnya
tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat tentang politik,
tingkat pertumbuhan hipemart yang tinggi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,
peningkatan pembangunan sapras, serta transportasi, jumlah lapangan kerja belum
bisa menampung angkatan kerja, trauma masyarkat akibat bencana gunung Merapi,
dampak iptek, wilayah Sleman sebagal kota pelgjar dan kota wisata, meningkatnya
kebutuhan perumahan, kesenjangan sosial, adanya aliran-aliran baru, peningkatan
gangguan keamanan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan ancaman bahaya
lahar dingin gunung Merapi.



HW

TS

HW

TS

HW
TS

HW
TS

HW

TS

HW

TS

: Untuk menangani permasalah tersebut, kebijakan apa yang diambil oleh Polres

Sleman?

. Kebijakan yang ditetapkan yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

sampai pada tingkat terdepan dengan pelayanan prima yang lengkap dan elemen-
elemen masyarkat serta menyeluruh yang didukung sinergi polisional dengan
elemen birokrasi/instans terkait dalam rangka mewujudkan kondisi yang
menjangkau pembangunan wilayah Sleman yang berwawasan ketertiban dan
keamanan.

: Program-program apa saja yang diambil Polres Sleman sebagai upaya penanganan

keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut?

: Program-programnya, pertama Program Pengembangan Strategi Keamanan dan

Ketertiban, kedua Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban, ketiga Program
Pemberdayaan Potensi Keamanan, dan keempat Program Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat.

: Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban itu seperti apa Pak?
: Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi keamanan dan

ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta untuk menciptakan
pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Dengan langkah-langkah strategi,
mulai dari mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan,
sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan
konflik masyarakat dari sektor sosial, politik, maupun ekonomi.

: Apasgakegiatan yang ada dalam program ini?
: Kegiatannya ada deteks kegiatan masyarakat mendukung tugas pemerintah dengan

metode penyelidikan, pengamanan, dan penggaangan. Terus kedua, cipta kondisi
keamanan dengan membentuk dan membina jaringan informasi pada setiap aspek
kehidupan dan lapisan masyarakat. Ketiga, pendataan, pelayanan, dan pengawasan
orang asing. Dan keempat, penertiban, pendataan, dan pengawasan senjata api,
handak, dan obat-obatan terlarang, termasuk pembuatan Surat ljin Penggunaan
Senjata Api dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Terakhir, pendataan dan
pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.

: Bagaimana dengan pencapaian program tersebut dari tahun 2007 sampa tahun

20117

» Untuk pencapaian sasaran program ini dari tahun 2007 sampa 2011 sudah

mencapai target. Lebih rincinya dapat dilihat dari Lakip Polres Sleman.

: Untuk program kedua, program kerja sama keamanan dan ketertiban itu seperti

apa?

: Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mewujudkan

dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pemeliharaan
keamanan. Program ini merupakan usaha memperluas kerja sama bidang
keamanan, pendidikan, dan pelatihan dengan instansi terkait, seperti bantuan
lembaga TNI ke Polri dan kerja sama dengan Pemda/lnstansi terkait. Tetapi
program ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena program ini hanya ada pada
tahun 2007. Kenapa dihilangkan, karena pad tahun 2007 kegiatan-kegiatan dalam
program ini tidak dapat direalisasikan, sehingga tahun-tahun berikutnya sudah tidak
ada.
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: Bagaimana dengan program pemberdayaan potensi keamanan?
: Program ini digunakan untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis

komunitas agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisan secara pro
aktif dan saling mengandalkan membantu tugas polis untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan pogram ini adalah terwujudnya
pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat mendorong untuk membantu
dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan potensi
masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat,
intelektual, pengusaha, media massa, ormas, dan LSM.

: Apa sgja kegiatan yang ada dalam program ini Pak?
: Kegiatan dalam program ini ada dua, yaitu pelayanan publik atau birokrasi dan

pelayanan community policing.

: Apa yang dimaksud dengan community policing ini Pak?
: Community policing adalah perpolisian masyarakat atau sering disingkat Polmas

dan siskamtibmas swakarsa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:
Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober. Polmas ini merupakan salah satu bentuk
program pre entif di unit Binmas Polmas atau Pembinaan Perpolisian Masyarakat.
Polmas adalah strategi operasional dan sebuah filosofi. Polmas merupakan satu
pendekatan perpolisian modern dimana petugas polis dan masyarakat menjadi
mitra sgga untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah-masalah di
masyarakat yang memicu kejahatan.

: Apamanfaat dari penerapan Polmasini Pak?
: Polmas ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri

kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat. Dengan Polmas ini,
maka akan mengurangi keahatan dengan cara memecahkan masalah-masalah
sosial yang sering memicu kejahatan,. Kedua, Polmas ini adalah bentuk upaya
pencegahan keahatan yang sangat efektif, terutama ketika masyarakat sudah
terlibat dan mau memberikan informasi kepada anggota polisi tentang potensi-
potenss dan pelaku kegahatan, maupun masalah-masaah sosial. Ketiga,
menciptakan hubungan yang sempurna antara polisi dan masyarakat yang disadari
rasa saling menghormati, saling percaya sehingga terbangun kemitraan. Terus
dapat memudahkan kerja polisi, lebih efektif, menyenangkan, dan lebih menarik.
Dan memungkinkan deteks dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan
akurat memperoleh informasi tentang kamtibmas.

: Kalau yang dimaksud dengan program pre entif itu apa?
: Program pre entif merupakan program yang dilakukan sebelum terjadinya

kgjahatan. Tujuannya untuk membina masyrakat untuk taat terhadap hukum,
sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan. Program pre entif dilaksanakan
oleh semua Polri, khususnya bag. Binmas. Susunan pelaksana fungsi Binmas dari
Mabes Polri dengan penanggung jawab Kapolri pangkatnya Jendral Bintang Empat
namanya Baharkam tibmas dipimpin oleh Komjen Polisi Bintang Tiga, kemudian
Dir Binmas Baharkam Polisi, Brigjen Bintang Satu, dibawahnya ada di Polda Dir
Binmas pangkanya Kombes Médlati Tiga. Di Polres ada Kasat Binmas, Kapten
Balok Tiga, di Polsek Kanit Binmas, dan di desa-desa ada Bhabinkamtibmas.
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: Bagaimana pencapai an atas sasaran program ini dari tahun 2007 sampai 20117?
: Pencapaiannya ya di tahun 2007 sebesar 100%, tahun 2008 juga 100%, 2009

100%, tahun 2010 sebesar 88,3%, dan tahun 2001 99,2%.

: Untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini seperti apa?
: Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan

terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman tenteram, kepastian, serta
bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. Kegiatan dari program pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pelayanan  kepolisian,
pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan
penertiban kegiatan masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat,
pemulihan keamanan, serta dukungan umum.

: Apa sgja kegiatan dalam program tersebut?
. Secara garis besar kegiatan dalam program ini ada tujuh seperti melakukan operasi

kepolisian, Kamseltibcar Lantas, pembinaan profesi anggota Polri, Pendapatan
Negara Bukan Pgak (PNBP), melaksanakan pelayanan kepolisian kepada
masyarakat, pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat,
pengaturan dan penertiban kegiatan masyarkat, dan penyelamatan masyarakat dan
pemulihan keamanan. Nah, nanti dari setiap kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan lain
dibawahnya.

: Bagaimana dengan pel aksanaan program ini dari tahun 2007 sampai 20117
: Sudah berjalan dengan baik. Setiap kegiatan sudah dapat direalisasikan. Untuk

lebih rincinya bisa dilihat dalam Lakip.
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2007

PROSENTASE
SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCQL\IPAATIX\II\IGKAT REALISAS TINGKAT KET
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
PROGRAM KERJA SAMA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
M eningkatkan kerja sama  dan |- Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama | 3 macam kerja sama dgn | O macam 0
meningkatkan ketertiban kawasan serta| bantuan unsur-unsur kemanan daninstans  unsur keamanan
meningkatkan  pelayanan masyarakat |- Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama | 4 macam kerja sama dgn | O macam 0
sehingga terwujud situasi yang aman dan | dengan Pemda/instansi terkait Pemda
terkendali. Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama | 4 macam dukung Polda 0 macam 0
bilateral/multilateral  dalam pencegahan
kejahatan maupun kerja sama teknik dan
latihan
PROGRAM PENGEMBANGAN
STRATEGI KEAMANAN
Meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas | - Terlaksananya dan terwujudnya deteksi | 2 macam deteksi giat | 2 macam 100
dan menetirbkan administrasi serta situas keamanan masyaraakt mendukung tugas | masyarakat
keamanan kondusif. kegiatan pemerintah
Terlaksananya dan terwujudnya cipta | 3 macam cipta kondis 2 macam 67
kondisi yang aman
Terlaksananya dan terwujudnya | 4 macam pengawasan 3 macam 75
pengawasan orang asing, pengawasan
senpi, handak, dan perijinan criminal
Terlaksananya pengkajian potensi konflik | 2 macam pengkajian 1 macam 50
Terlaksananyamenganev sistemkeamanan | 5 macam  menganev | 5 macam 100

sistem keamanan
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PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI MASYARAKAT

Terbentuknya kelompok anti narkoba dan | - Terlaksananya dan terwujudnay | 5 macam membentuk | 5 macam 100
meningkatkan koordinasi dengan | pemberdayaan community policing community policing
Perguruan Tinggi, sekolah-sekolah, tokoh | - Terlaksananya dan terwujudnya | 3 macam pemberdayaan | 3 macam 100
masyarakat, tokoh agama, dan LSM serta | pemberdayaan pengamanan swakarsa Pam swakarsa
meningkatkan kemampuan pengamanan | - Terlaksananya dan terwujudnya binluh | 5 macam Binluh 5 macam 100
swakarsa dalam rangka menanggulangi keamanan
kamling. - Terlaksananya dan terwujudnya | 7 macam pemberdayaan | 7 macam 100
pemberdayaan dan pengembangan | dan pengembangan
keamanan swakarsa keamanan swakarsa
PROGRAM HARKAMTIBMAS
- Meningkatkan  pelayanan  kepada |- Terlaksananya dan terwujudnya pelayanan | 13 macam pelayanan | 12 macam 92
masyarakat dan menurunkan tingkat | keamanan dan kepolisian kepolisian
kriminalitas serta meningkatkan |- Terlaksananya dan terwujudnya bimbingan | 10 macam melaksanakan | 8 macam 80
hubungan kerja sama kepada masyrakat | pengayoman dan Linmas bimbingan, pengayoman,
dan instansi terkait sehingga masyarakat dan Linmas
merasa aman dan tentram. - Terlaksananya dan terwujudnya pengaturan | 5 macam pengaturan dan | 3 macam 60
- Meningkatkan  pelayanan  kepada | dan penertiban giat masy/instansi terkait penertiban
masyarakat dan menurunkan tingkat |- Terlaksananya dan terwujudnya | 3 macam penyelamatan | O macam 0
kecel akaan serta meningkatkan | penyelamatan masyarakat dan pemulihan | kam masyarakat
hubungan  kerja sama  kepada| keamanan
masyarakat dan instans terkait sehingga |- Terlaksananya dan terwujudnya pemulihan | 3 macam  pemulihan | 1 macam 33
masyarakat merasa aman dan tentram. keamanan keamanan
- Meningkatkan  pelayanan  kepada |- Terlaksananya dan terwujudnya dukungan | 8 macam duk umum 5 macam 63

masyarakat dan menurunkan jumlah
kasus T.P. seta  meningkatkan
ketertiban dan  kelancaran  giat
masyarakat.

- Meningkatkan penataan manaemen
kelembagaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan pilun sebagai
pedoman kerja.

umum
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2008

RENCANA PROSENTASE
SASARAN INDIKATOR SASARAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TINGKAT KET
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN
STRATEGI KEAMANAN
Sasaran:
Terwujudnya Srategi
Keamanan dan Ketertiban
dan Jaringan Intelijen. ) _
1. Kemampuan mendeteksi | - Jaringan  teroris dan  tempat 14 Lap Info 2 Lap Info 14,28
kegiatan masyarakat dan| Persembunyiannya
tercipta kondisi keamanan | - Provit dari ancaman teroris 14 Lap Info 1Lap Info 7,14
yang kondusif sehingga | - Adanyadugaan korupsi 13 Lap Info 4 Lap Info 30,76
dapat mendukung | - Kebocoran pembangunan 12 Lap Info 1Lap Info 8,33
kegiatan Pemerintah | - Masalah perbankan 12 Lap Info 4 Lap Info 33,33
Dagerah. - Masalah BBM 16 Lap Info 18 Lap Info 1125
- Distribusi 9 bahan pokok 20 Lap Info 4 Lap Info 20
- Mendiskreditkan pemerintah 30 Lap Info 3LapInfo 10
- ArusLaindi Bandara ADS 30 Lap Info 5Lap Info 16,66
- Masalah tanah 12 Lap Info 7 Lap Info 58,33
- Masalah sekolah 15 Lap Info 6 Lap Info 40
- Kerawanan bidang agama 20 Lap Info 21 Lap Info 105
- Bidang Politik/Pemerintah 20 Lap Info 60 Lap Info 300
- Tindak  pidana  meresahkan 20 Lap Info 96 Lap Info 480

masyarakat
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2. Terbentuknya dan
pembinaan jaringan
informasi.

3. Pembinaan pengamanan
Polri.

4. Pendataan dan
pengawasan orang asing.

5. Penertiban, pendataan,
dan pengawasan Senpi,
Handak, dan obat

terlarang.

6. Pendataan dan
pengawasan pelaku
tindak pidana (criminal
record).

- Terbentuknyajaringan informasi

- Terbinanyajaringan informasi

- Terselenggaranya Lap
Kirpat/Kirsus

- Terselenggaranya  penyelidikan
internd

- Terselenggaranya  pemeriksaan
internd

- Terdata dan terawasinya orang
asing yang berada/melakukan
kegiatan di wilayah Sleman

- Terdata dan terawasinya Senpi
Non organik TNI/Polri
- Terawasinya Handak

- Terselenggaranya
pelaku tindak pidana
- Penerbitan SKCK

pendataan

60 Lap Info
60 Lap Info
360 Lap Info

4 kasus

4 kasus

60 orang

48 pucuk

24 kali

26 orang

15.500 orang

12 Lap Info
10 Lap Info
47 Lap Info

73 kasus

73 kasus

871 orang

96 pucuk

24 kali

26 orang

24.500 orang

20
16,66
13,05

1.825

1.825

1451

200

100

100

158,06

PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI MASYARAKAT

Sasaran:

Terwujudnya Pemberdayaan
Potens Masyarakat, antara
lain tokoh agama, tokoh
adat, tokoh pemuda, tokoh
politik, intelektual
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pengusaha, media massa,

organisasi massa, dan LSM.

1. Meningkatnya kepatuhan
dan disiplin masyarkat
terhadap hukum.

2. Pemberdayaan
masyarakat agar
masyarakat terdorong
untuk  membantu  dan
bekerja sama dengan Polri
dalam mewujudkan
Kamtibmas.

potensi

2. Terlaksananya

Pelanggaran hukum oleh

masyarakat, indikator:

- Kgadian kriminalitas

- Pelanggaran lalu lintas

- Kecelakaan lalu lintas

1. Meningkatnya  kualitas  dan
kuantitas Potmas yang berperan
aktif dadam rangka Har
Kamtibmas (tkh agama, adat,
pemuda, politik, intelektual,

pengusaha, media massa, ormas,
LSM & masyarakat melaui
forum kemitraan & kunjungan).

operasionalisas
Perpolisian Masyarakat pada
desa-desa prioritas ditinjau dari

aspek kerawanan di wilayah
Sleman.
a. Terbentuknya Pok yang

peduli anti kejahatan.

b. Terbentuknya Pok yang sadar
& peduli terhadap keamanan
diri & lingkungan.

c. Berkembangnya kemitraan,

Pelanggaran  hukum

menurun
Tahun: 2007

1.792 kasus

Tahun: 2007
30.309 pelanggaran
Tahun: 2007

1.253 Laka

95 Pokdar Kamtibmas

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

Kriminalitas turun
pelanggaran dan laka
lantas meningkat
Tahun: 2008

1.492 kasus

Tahun: 2008

35.918 kasus

Tahun: 2008

1.409 laka

95 Pokdar Kamtibmas

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

83,25
118,50

112,45

100

100

100

100
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3. Pemberdayaan
pengamanan swakarsa.

kerja sama dengan lembaga
pendidikan, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah.

Pam swakarsa meningkat
1. Petugas pam swakarsa mampu

mendukung tugas Polri dalam
bidang teknis Kepolisian.

. Membentuk asosiasi Polsus dan

Satpam di seluruh Sleman.

- Terbentuknya
Asosiasi Polsus dan
Satpam

Telah terbentuk
dengan Ketua S.
Legowo dari PT GE

Lighting
. Makin effektifnya pelaksanaan | 2.986 Kamling 2.986 Kamling
Siskamling. tersebar di 86 Desa,
1.212 Padukuhan
PROGRAM HARKAMTIBMAS
Sasaran:
Terwujudnya perlindungan
pengayoman dan pelayanan
masyarakat dalam rangka
pembinaan dan ketertiban
masyar akat.
1. Terwujudnya Meningkatnya kecepatan

perlindungan,
pengayoman & pelayanan
masyarakat dalam rangka
Bin Kamtibmas.

merespon Laporan masyarakat.
Pengamanan Obvit, Obsus dan
WIP/VIP  terlaksana  dengan
aman.

Meningkatnya pelayanan Reg
Ident Lantas (SIM, STNK, dan
BPKB).
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2.

Penanganan kontijens
keamanan yang terjadi di
wilayah Sleman dengan
menyel enggarakan
Operasi Kepolisian.

Kepatuhan dan disiplin
masyarakat terhadap
hukum masyarakat.

Menurunnya jumlah
gangguan keamanan.

Hari-hari besar
Keagamaan dan kegiatan
pemerintah berjalan

|ancar dan aman.

=

ROONOOAWN

Dilaksanakan
Kepolisian.

Operasi

Ops. Bandar Narkoba 1, 11, IlI,
dan V.

Ops. Curranmor Progo.

Ops. Currat Progo.

Ops. Haki Progo.

Ops. Pekat Progo.

Ops. Pam Ligina

Ops. Pam WIP/VIP

Ops. Pam Giat Masyarakat

Ops. Pam Unjuk Rasa

0. Ops. Ujian Akhir

Operasi penertiban dan gakkum
lalu lintas.

Menurunnya jumlah GK.

Pelaksanaan Idul Fitri, Hari
Natal tahun 2008, dan tahun
baru 2009 berjalan aman.

Situas kondisi
keamanan di Sleman
aman Pemerintah
berjalan dengan
normal.

4 kali

1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
10 kali
6 kali
23 kali
5 kali
2 kali

Jumlah GK tahun
2007 = 1.885 kss

Digelarnya Ops
Ketupat Progo 2008
dan Ops Lilin Progo

2008

Situas dan kondisi
keamanan serta
pemerintahan berjalan
normal.

4 kali

1 kali
1llao
1 kali
1 kali
10 kali
6 kali
23 kali
5kali
2 kali

Jumlah GK tahun
2008 = 1.499 kss
Turun = 386 kss

Digelarnya Ops
Ketupat Progo 2008
dan Ops Lilin Progo

2008

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

20,47

100
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

POLRES SLEMAN TAHUN : 2009

keamanan dan ketertiban serta
jaringan intelijen.

informasi di bidang Pol eksosbudkam

RENCANA PROSENTASE
SASARAN INDIKATOR SASARAN TINGKAT CAPAIAN REALISAS TINGKAT KET
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN
STRATEGI KEAMANAN
Sasaran:
Terwujudnya Ops intelijen yang
ber sumber dari Srategi
Keamanan dan Ketertiban serta
Jaringan Intelijen.
1. Meningkatkan  kemampuan | Kemampuan mendeteksi  kegiatan
Polri dalam menekan angka | masyarakat dan tercipta kondisi
kriminalitas dan penyelesaian | keamanan yang kondusif sehingga
kasus-kasus kriminalitas. dapat mendukung kegiatan pemerintah
daerah.
- Pencegahan jaringan teroris dan 45 Lapinfo 30 Lapinfo 66,6
kejahatan yang berkadar tinggi
- Terselenggaranya Lap Kirpat/Kirsus 15 Lapgas 15 Lapgas 100
dari ancaman teroris dan kejahatan
yang berkadar tinggi
- Terlaksananya penggalangan 15 org/pok 10 org/pok 66,6
intelijen
- Terlaksananya pengamanan intelijen 50 Lapgas 50 Lapgas 100
2. Terwujudnya strategi | Terbentuknya dan terbinanya jaringan 60 Jaringan 30 Jaringan 50
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3. Pembinaan pengamanan Palri. Tersdlenggaranya  penyelidikan 15 kasus 90 kasus 600
internal
Terselenggaranya pemeriksaan 9 kasus 90 kasus 1000
internal
4. Pendataan dan pengawasan Terdatanya jumlah orang asing 700 orang asing 700 orang asing 100
orang asing. yang berada di wilayah Kabupaten
Sleman
Terawasinya kegiatan/aktivitasdan | » Secara  administras
provesinya keberadaan perijinan
Terdatanya ijin  tingga dan dan giat orang asing
lamanya di wilayah Sleman terpantau s/d Polsek
5. Penertiban, pendataan, dan Terdatanya jumlah dan 72 pucuk 72 pucuk 100
pengawasan Senpi, Handak, kepemilikan Senpi dan handak di
dan obat terlarang. masyarakat/pej abat dan
perusahaan (di luar TNI/Polri)
Terawasinya kegiatan pengguna | » Semakin tertib
senpi & pengangkutan, administras  perijinan
penggudanan/penyimpanan kepemilikan senpi dan
handak penyimpanan &
penggunaan handak
6. Pendataan dan pengawasan Terselenggaranya pendataan 94 orang 94 orang 100
pel aku tindak pidana pelaku tindak pidana
(criminal record). Penerbitan SKCK 3.220 orang 24.500 oramg 158,06
PROGRAM
PEMBERDAYAAN POTENSI
MASYARAKAT
Sasaran:
Terwujudnya Pemberdayaan

Potenss Masyarakat, antara lain
tokoh agama, tokoh adat, tokoh
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pemuda, tokoh politik, intelektual,

pengusaha, media massa,

organisas massa, dan LSM.

1. Meningkatnya kepatuhan dan
disiplin masyarkat terhadap
hukum.

2. Pemberdayaan potensi
masyarakat agar masyarakat
terdorong untuk membantu
dan bekerja sama dengan Polri
dalam mewuj udkan
Kamtibmas.

. Terlaksananya

Pelanggaran hukum oleh masyarakat,
indikator:

Kegadian kriminalitas
Pelanggaran lalu lintas

Kecelakaan ldlu lintas

. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

Potmas yang berperan aktif dalam

rangka Har Kamtibmas (tkh agama,

adat, pemuda, politik, intelektual,
pengusaha, media massa, ormas,

LSM & masyarakat melalui forum

kemitraan & kunjungan).

operasionalisas

Perpolisian Masyarakat pada desa-

desa prioritas ditinjau dari aspek

kerawanan di wilayah Sleman.

a Terbentuknya Pok yang peduli
anti kejahatan.

b. Terbentuknya Pok yang sadar &
peduli terhadap keamanan diri &
lingkungan.

c. Berkembangnya kemitraan,
kerja sama dengan lembaga
pendidikan, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah.

Pelanggaran hukum

menurun
Tahun: 2008

1.492 kasus

Tahun: 2008
35.918 pelanggaran
Tahun: 2008

1.409 Laka

95 Pokdar Kamtibmas

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

Kriminalitas turun
pelanggaran dan laka
lantas meningkat

Tahun: 2009

1.992 kasus

Tahun: 2009

40.414 kasus

Tahun: 2009

1.558 laka

95 Pokdar Kamtibmas

95 Kelompok

3.005 Kamling

81 FKPM

133,51
112,51

110,57

100

100

101,24

100

Trend
pelamggaran
hukum
masyarakat
meningkat
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3. Pemberdayaan  pengamanan | Pam swakarsa meningkat
swakarsa. 1. Petugas pam swakarsa mampu 2.070 orang satpam 2.011 orang satpam 97
mendukung tugas Polri daam
bidang teknis Kepolisian.
2. Membentuk asosias Polsus dan | - Terbentuknya Telah terbentuk dengan
Satpam di seluruh Sleman. Asosiass Polsus dan | Ketua S. Legowo dari
Satpam PT GE Lighting
3. Makin effektifnya  pelaksanaan | 2.986 Kamling 3.005 Kamling tersebar 101,24
Siskamling. d 86 Desa, 1212
Padukuhan
PROGRAM
HARKAMTIBMAS
Sasaran:
Terwujudnya perlindungan
pengayoman dan pelayanan
masyar akat dalam rangka
pembinaan dan ketertiban
masyar akat.
1. Terwujudnya perlindungan, | - Meningkatnya kecepatan merespon
pengayoman & pelayanan Laporan masyarakat.
masyarakat dalam rangka Bin | - Pengamanan Obvit, Obsus obyek
Kamtibmas. wisata, dan WIP/VIP, serta unjuk
rasa terlaksana dengan aman.
- Meningkatnya pelayanan Reg ldent
Lantas (SIM, STNK, dan BPKB).
2. Penanganan kontijensi | - Dilaksanakan Operasi Kepolisian. Situasi kondis | Situass dan  kondisi
keamanan yang terjadi di keamanan di Sleman | keamanan serta
wilayah  Sleman  dengan aman Pemerintah | pemerintahan  berjalan
menyelenggarakan ~ Operas berjalan dengan normal. | normal.
Kepoalisian. 1. Ops. Mantap Brata Progo 2009 1 kali 1 kali 100
2. Ops. Tumpas Bandar Narkobal, |1, 4 kali 4 kali 100
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3. Kepatuhan dan  disiplin
masyarakat terhadap hukum
masyarakat.

4. Menurunnya jumlah gangguan
keamanan.

5. Hari-hari besar Keagamaan
dan kegiatan  pemerintah
berjalan lancar dan aman.

[, dan IV

Ops. Simpatik Progo
Ops. Curranmor Progo
Ops. Currat Progo
Ops. Kenanga Progo
Ops. Haki Progo

Ops. Pekat Progo

Ops. Curras Progo
Ops. Ujian Akhir

. Ops. Pam Ligina
. Ops. Pam VVIP/VIP

Ops. Pam Giat masyarakat
Ops. Pam unjuk rasa

Operas penertiban dan gakkum
lalu lintas/Ops. Patuh Progo

Menurunnya jumlah GK.

Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Natd
tahun 2009, dan tahun baru 2010
berjalan aman.

1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
10 kali
6 kali
23 kali
6 kali

2 kali

Jumlah GK tahun 2008
=1.499 kss

Digelarnya Ops K etupat
Progo 2009 dan Ops
Lilin Progo 2009

1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
10 kali
6 kali
23 kali
6 kali

2 kali

Jumlah GK tahun 2009
=1.992 kss
Naik = 493 kss

Digelarnya Ops K etupat
Progo 2009 dan Ops
Lilin Progo 2009

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

+32,88

100
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

POLRES SLEMAN TAHUN : 2010

RENCANA PROSENTASE
SASARAN INDIKATOR SASARAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TINGKAT KET
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN
STRATEGI KEAMANAN
Sasaran:
Terlaksananya pelayanan publik
atau birokrasi.
1. Kemampuan mendeteksi |> Terlaksananya  deteksi  kegiatan
kegiatan ~ masyarekat ~ dan | masyarakat
tercipta kondisi keamanan | - Giat pulbaket/kliping koran 365 produk 365 produk 100
yang kondusif sehingga dapat | - Telaahan mingguan 52 produk 52 produk 100
mendukung kegiatan | - Kirpat/kirsus 33 produk 33 produk 100
pemerintah/ swasta. - Kirsusoperasi kepol 10 produk 10 produk 100
- Kunker pres/wapres 4 produk 4 produk 100
- Lapsus 17 produk 17 produk 100
2. Kemampuan membentuk dan |> Terlaksananya pembentukan dan
membinajaringan informasi. pembinaan jaringan informasi
- Pembentukan jaringan informasi 1 jaringan 4 jaringan 400
- Pembinaan jaringan informasi 1 jaringan 6 jaringan 600
3. Kemampuan pendataan dan > Terlaksananya  pendataan dan
pengawasan orang asing. pengawasan orang asing
- Pengawasan dan pendataan orang 200 laporan 50 laporan 25

asing
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4. Kemampuan menertibkan,
mendatakan, dan pengawasan

» Terlaksananya penertiban, pendataa,
dan pengawasan senpi, handak, dan

senpi, bahan peledak, dan| obat terlarang
obat terlarang. - Pencatatan, penelitian, dan 200 orang 200 orang 100
pendataan senpi
5. Kemampuan pendataan dan |»> Terlaksananya pendataan dan
pengawasan pelaku tindak | pengawasan pelaku tindak pidana
pidana. - Pencatatan, penelitian, dan 250 orang 120 orang 48
pendataan pelaku tindak pidana
PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI MASYARAKAT
Sasaran:
Terlaksananya pelayanan publik
atau birokrasi.
1. Meningkatnya kepatuhan dan | > Pelanggaran hukum oleh | Pelanggaran  hukum | Kriminalitas naik
disiplin masyarkat terhadap masyarakat, indikator: menurun pelanggaran turun dan
hukum. laka lantas meningkat
- Kgadian kriminalitas Tahun: 2009 Tahun: 2010 104,66
1.992 kasus 20.085 kasus
- Pelanggaran lalu lintas Tahun: 2009 Tahun: 2010 78,98
40.414 pelanggaran 31.992 kasus
- Kecelakaan lalu lintas Tahun: 20079 Tahun: 2010 110,39
1.558 Laka 1.720 laka
2. Pemberdayaan potensi (1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas | 95 Pokdar Kamtibmas | 95 Pokdar Kamtibmas 100

masyarakat agar masyarakat
terdorong untuk membantu
dan bekerja sama dengan Polri
dalam mewujudkan
Kamtibmas.

Potmas yang berperan aktif dalam
rangka Har Kamtibmas (tkh agama,
adat, pemuda, politik, intelektual,
pengusaha, media massa, ormas, LSM
& masyarakat melalui  forum
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3. Pemberdayaan
swakarsa.

pengamanan

3. Makin

kemitraan & kunjungan).

2. Terlaksananya operasionalisas
Perpolisan Masyarakat pada desa
desa prioritas ditinjau dari aspek
kerawanan di wilayah Sleman.

a. Terbentuknya Pok yang peduli
anti kejahatan.

b. Terbentuknya Pok yang sadar &
peduli terhadap keamanan diri &
lingkungan.

c. Berkembangnya kemitraan, kerja
sama dengan |lembaga pendidikan,
perguruan tinggi, dan sekolah-
sekolah.

Pam swakarsa meningkat

1. Petugas pam swakarsa mampu
mendukung tugas Polri dalam bidang
teknis Kepolisian.

2. Membentuk asosiasi Polsus dan

Satpam di seluruh Sleman.

effektifnya
Siskamling.

pel aksanaan

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

- Terbentuknya
Asosias Polsus dan
Satpam

2.986 Kamling

95 Kelompok

2.986 Kamling

81 FKPM

Telah terbentuk
dengan Ketua S.
Legowo dari PT GE
Lighting

2.986 Kamling
tersebar di 86 Desa,
1.212 Padukuhan

100

100

100

PROGRAM HARKAMTIBMAS

Sasaran:

Terwujudnya perlindungan
pengayoman dan pelayanan
masyar akat dalam rangka
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pembinaan dan ketertiban

masyar akat.

1. Terwujudnya  perlindungan,
pengayoman & pelayanan
masyarakat dalam rangka Bin
Kamtibmas.

2. Penanganan kontijens
keamanan yang terjadi di
wilayah  Sleman  dengan
menyel enggarakan Operas
Kepolisian.

9

NN E

Meningkatnya kecepatan merespon
Laporan masyarakat.

Pengamanan Obvit, Obsus dan
WIP/VIP terlaksana dengan aman.
Meningkatnya pelayanan Reg Ident
Lantas (SIM, STNK, dan BPKB).

Dilaksanakan Operasi Kepolisian.

Ops. Bandar Narkoball, I1

Ops. Curras Progo

Ops. Mantab Prgja 2010

Ops. Simpatik Progo

Ops. Patuhi Progo

Ops. Pekat Progo.

Ops. Ketupat Progo

Ops. Kontijensi pengamanan erupsi
gunung merapi

Ops. Curat progo

10. Ops. Citra polantas
11. Ops. Antik progo

12. Ops. Kenangan progo
13. Ops. Lilin progo

Situas

keamanan di
Pemerintah

aman
berjalan
normal.

2 kali
1kali
1 kali
1kali
1 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1kali
1 kali
1 kali
1kali
1 kali

kondisi
Sleman

dengan

Situass dan kondis
keamanan
pemerintahan berjalan

normal.

2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali

serta

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRESSLEMAN TAHUN : 2011

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RENCANA
TINGKAT CAPAIAN

REALISASI

PROSENTASE
TINGKAT
CAPAIAN (%)

KET

1

2

3

4

5

PROGRAM PENGEMBANGAN
STRATEGI KEAMANAN

Sasaran:
Terlaksananya pengembangan
langkah-langkah strategi, mulai dari
mencegah suatu potensi gangguan
keamanan sampai dengan
penanggulangan sumber penyebab
kejahatan dan konflik di masyarakat
dari sektor sosial, politik, dan
ekonomi sehingga gangguan
kamtibmas menurun.

1. Melaksanakan taktis intelijen
(penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan) dalam rangka
pencegahan masal ah-masalah
yang dapat menggangu keamanan
dan ketertiban masyarakat.

2. Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan jaringan informasi di
bidang politik, ekonomi, sosid,
budaya, dan keamanan.

» Cipta

» Deteks giat masyarakat berupa giat

penyelidikan, pengamanan, perkiraan
cepat, perkiraan khusus, telahaan
mingguan, dan laporan khusus

kondisi keamanan,
pembentukan dan pembinaan jaringan
informasi

651 laporan

25 kelompok

651 laporan

25 kelompok

100

100
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3. Terselenggaranya pemberian
surat keterangan catatan
kepolisan maupun surat-surat
ijin atas kegiatan masyarakat
dapat berjalan lancar.

4. Pendataan dan pengawasan orang
asing.

5. Terlaksananya kegiatan
pendataan dan  pengawasan/
pengamanan senpi, handa, dan
obat terlarang/barang berbahaya
di wilayah Sleman.

6. Terlaksananya
pendataan  dan
pelaku tindak pidana.

kegiatan
pengawasan

7. Honor petugas pelaksana SKCK
dapat diberikan tepat waktu.

» Memberikan surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK)

» Memberikan surat ijin dan lain-lain

» Pemasukan PNBP ke dalam kas
negara dari penerbitan SKCK sebesar
Rp226.460.000,-

» Pendataan dan pengawasan orang
asing

» Pendataan dan pengawasan senpi,
handak, dan obat terlarang

» Pendataan dan pengawasan pelaku

tindak pidana/criminal record

» Pembayaran honor petugas pelaksana
SKCK Polres dan Pol sek.

25.000 lembar

120 kali

200 giat

200 giat

250 giat

22.646 lembar

80 kali

200 giat

200 giat

250 giat

90

66

100

100

100

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI MASYARAKAT

Sasaran:

Mendekatkan polisi dengan berbagai
komunitas masyar akat agar
terdorong bekerja sama dengan
Kepolisian secara proaktif dan
saling mengandal kan untuk
membantu tugas Kepolisian dalam
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menciptakan keamanan dan
ketertiban bersama  (community
policing).

1. Meningkatkan peran serta

masyarakat di lingkungan
pemukiman melalui
penyelenggaraan dan

pembentukan/pemberdayaan pos-
pos Kamling yang ada pada
masing-masing RW/RT.

2. Meningkatkan peran serta
anggota satuan  pengamanan
(Satpam) di lingkungan kerja
masing-masing perusahaan atau
proyek vital.

3. Meningkatkan peran serta
masyarakat melalui pembentukan
forum/kel ompok sadar
kamtibmas, pembentukan forum
kemitraan sebagai perwujudan
program polmas dan pilot projek
di beberapa pol sek.

4. Program pemberdayaan potensi
keamanan.

» Meningkatnya peran serta potens
masyarakat di lingkungan pemukiman
melalui penyelenggaraan dan
pembentukan/pembinaan pos kamling

»Meningkatnya peran serta anggota
satuan pengamanan (Satpam) sebagal
pengemban fungsi kepolisian terbatas
di lingkungan kerja.

»Meningkatnya peran serta warga
masyarakat melaui  pembentukan
forum/krlompok sadar kamtibmas

» Pembentukan  forum  komunikasi
polis. dan masyarakat pada polsek-
polsek sebagai perwujudan program
polmas

» Penyuluhan bidang narkoba

» Penyuluhan desa wisata

» Terlaksananya  publikass  berupa
pembuatan pamflet/leaflet/stiker
kamtibmas

» Sosiadlisas polmas

48 giat
104 giat
24 kali

40 giat

Sebanyak 2.986 pos
tersebar di 17
kecamatan, 86
kelurahan, 1.212
padukuhan, 2.881
RW, dan 6.992 RT

2.070 orang Yyang
tersebar pada 205
persahaan/obyek vital

95 kelompok

81 FKPM

48 giat

104 giat
11 kali

40 giat

100
100
91

100
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»Dokumentass kegiatan pembinaan 24 giat 24 giat 100
masyarakat
» Pembuatan spanduk himbauan 24 spanduk 24 spanduk 100
kamtibmas
» Safari  kamtibmas  keliling dalam 10 giat 10 giat 100
wilayah Sleman
»Pembinaan  keamanan  swakarsa 204 kali 204 kali 100
(kamling dan satpam)
»Pembinaan remagja, pemuda, dan 156 kali 156 kali 100
wanita
» Pembinaan ketertiban masyarakat 84 kali 84 kali 100
» Pembinaan korp khusus 48 kali 48 kali 100
PROGRAM HARKAMTIBMAS
Sasaran:
Memelihara dan  meningkatkan
kondiss keamanan dan ketertiban
masyarakat agar mampu melindungi
seluruh warga masyarakat Indonesia
dalam beraktifitas untuk
meningkatkan kualitas hidup yang
bebas dari bahaya, ancaman, dan
gangguan yang dapat menimbulkan
cidera.
1. Melaksanakan operasi kepolisian | » Operasi Pekat Progo 55 kasus
dengan tujuan untuk | » Operasi Curanmor Progo 11 kasus
menanggulangi  kejahatan yang | » Operasi Simpatik Progo
mengalami  peningkatan  dan | » Operasi Curat Progo 7 kasus

meresahkan masyarakat, serta
pengamanan kegiatan masyarakat
dalam menghadapi kegiatan hari-
hari besar keagamaan dan atau

» Operasi Patuh Progo

» Operasi Tumpas Bandar Narkoba |
Progo

» Operasi Ketupat Progo
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hari libur nasional serta kegiatan
pemerintah pusat/pemerintah
daerah.

. Pembinaan profesi anggota polri
dalam rangka pembenahan aspek
kultural untuk pemulihan profesi
yang berkaitan dengan budaya
dan perilaku diselenggarakan
pembinaan, pengamanan, dan
pengawasan, penegakan disiplin
dan kode etik polri, bagi anggota
polri Kepolisian Resor Sleman
yang melakukan tindak pidana
diproses  melaui Peradilan
Umum.

. Keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas di seluruh wilayah Sleman
dapat mendukung pembangunan
di Kabupaten Sleman.

» Operasi Curas Progo

» Operas Tumpas Bandar Narkoba 1
Progo

» Operasi Kenangan Progo

» Operasi Zebra Progo

» Operasi Hari Buruh Sedunia

» Operasi Lilin Progo

» Data pelanggaran disiplin yang telah
disidangkan  dan mendapatkan
kekauatan hukum tetap

» Pembinaan disiplin lalu lintas

» Melaksanakan sosialisas tentang UU
No. 22 Tahun 2009

»Meakukan rekayasa lau lintas
melalui  mangemen lau lintas
difokuskan untuk peningkatan
keselamatan lalu lintas

7 kasus
4 kasus

47 orang

Data pelanggaran lalu
lintas:

Tilang tahun 2010:
16.045

Tilang tahun 2011:
43.655

Teguran tahu n 2010:
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. Pendapatan negara bukan pagak
(PNBP) yang bersumber dari
pelayanan SIM, STCK, STNK,
BPKB, TNKB, mutasi keluar dan
SKCK Polres Sleman.

. Melaksanakan pelayanan

kepolisian kepada masyarakat.

» Pelayanan samsat
- Pelayanan SIM keliling

- Pelayanan SIM corner
- Pelayanan SIM

- Pelayanan menerbitkan STNK
- Pelayanan kepada masyarakat

»Pendapatan negara bukan paak
(PNBP) yang bersumber  dari
pelayanan SIM, STCK, STNK,
BPKB, TNKB, mutas keluar dan
SKCK Polres Sleman

» Penerimaan dan penanganan laporan/
pengaduan dari masyarakat

» Meningkatkan kecepatan merespon
laporan/aduan

» Melaksanakan pengamanan kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, obyek
vital/obyek  khusus, VIP/VVIP,
tempat wisata maupun wisatawan
serta pengamanan terhadap
penyampaian  pendapat  dimuka

15.877
Teguran tahun 2011
42.405

Bekerja sama dengan
PoldaDIY

Berlokas di Amplaz
Pelayanan baru 90
menit, perpanjangan
30 menit

Disetorkan ke kas
negara sebesar
Rp21.026.570.000,-
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6. Pembimbingan, pengayoman, dan
perlindungan masyarakat.

7. Pengaturan  dan  penertiban
kegiatan masyarakat.

umum/unjuk rasa

» Memberikan penyuluhan,
memberikan  pertolongan,  serta
membantu memecahkan
permasalahan yang terjadi  di
lingkungan masyarakat

» Melaksanakan kunjungan tatap muka
dengan tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pemuda, LSM, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

»Mencegah dan  menanggulangi
tumbuhnya penyakit masyarakat,
serta turut serta dalam melakukan
pembinaan hukum

» Memberikan back up teknis maupun
kekuatan kepada satuan kewilayahan
(Polsek) sebagai ujung tombak dalam
melaksanakan  pelayanan  kepada
masyarakat

» Pengaturan terhadap bentuk kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah/
instanss  swasta maupun  oleh
masyarakat

» Membantu pemerintah daerah dalam
penertiban eksploitasi SDA terutama
penambangan galian pasir

» Membantu pemerintah daerah dalam
rangka rehabilitasi korban bencana
aam maupun dalam  rangka
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. Penyelamatan masyarakat dan

pemulihan keamanan.

memberikan  penyaluran  bantuan
korban bencana

»Penyelamatan dan  perlindungan
terhadap jiwa raga, harta benda, dan
hak serta  kehormatan  warga
masyarakat

»Membantu pelaksanaan SAR dalam
rangka penanggulangan bencana alam
dengan memberikan pertolongan,
evakuas terhadap korban bencana

» Menyelenggarakan operasi kepolisian
bailk terpusat maupun  operasi
kewilayahan sesuai dengan
karakteristik kerawanan wilayah.




